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PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR .27 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Sistem
Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah mengacu
pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71
Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memeriukan masa
transisi

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf @ dan b untuk tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat
tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nornor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Tamabahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
No.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No.55107);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1882 tentang
Perpindahan Ibukota Kabupaten Dati || Langkat dari wilayah
Kodya Dati i Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten
Dati Il Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 09);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM  AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

o A s

10.

Daerah adalah Kabupaten Langkat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal
unsur penyelenggara Pemerintan Daerah,

Bupati adalah Bupat Langkat .

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP,
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah,

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang
selanjutnya disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan
yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah
dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang
mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik
keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal
dan statistik keuangan secara nasional.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampal dengan pelaporan
keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Langkat.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipiih oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode
perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun
nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam
pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan
laporan keuangan,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujul bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah,
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Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa
itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar, )

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar. :
Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakul
aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntans!
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapl unsur aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada
laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-
LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenalkan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari
SAL awal, SILPAJSIKPA, koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenal aset, kewajiban dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan

yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-
LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah

laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas
yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan
ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
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LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai. \

Satuan Kerja Pw;gkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang. <~
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
yang mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagal bendahara umum daerah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri darl satu
atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
lapcran pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkari.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
dan tidak periu dibayar kembali oleh pemerintah.

. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang menmgurangl Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bailk
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan-LO h hak pemerintah pusat/daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak periu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeiuaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa

yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada
di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagal akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperiukan untuk penyediaan jasa bagi
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masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

36. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperolen manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Ekuitas
adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban pemerintah.

37. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesalannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.

38. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

39. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi
sesuai dengan yang seharusnya.

40. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode
untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan
yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau
pada periode yang berjalan.

BAB Il
SISTEM AKUNTANS! PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Sistem akuntansi pemerintahan daeran terdiri dari:
a. Sistem Akuntansi SKPD;

b. Sistem Akuntansi PPKD; dan
¢. Bagan Akun Standar,

Pasal 3

(1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksl serta
penyusunan laporan keuangan SKPD.

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD
serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah
daerah

(3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran | Peraturan ini.

(4) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan ini.
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Pasal 4

(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai
menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan
kodefikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur
laporan keuangan secara lengkap.

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1
sampai dengan level 5, meliputi:

level 1 (satu) menunjukkan kode akun,

level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;

level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;

level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan

level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam
pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada
buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian
pada laporan keuangan.

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran |ll Peraturan Bupati ini.

anoowe

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal ....39. 2%"van ;e

BUPATI LANGKAT

NGOGES8A S U
Diundangkan di Stabat

pada tanggal .....29. Jénegut  Aevg
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ndad

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR..., €
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI LANGKAT
Nomor : o1 Vahow 208

Tanggal : 29 fanvari Aol
Tentang ! Bisugm Akuntansi Pemerintahan
Daerah

SISTEM AKUNTANSI SKPD

Siftem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
gungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset,
jiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan
D. Sistem Akuntansi SKPD meliputi:

Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan — LRA SKPD;

Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;

Akuntansi Piutang SKPD;

Akuntansi Persediaan SKPD;

Akuntansi Aset Tetap SKPD,

Akuntansi Aset Lainnya SKPD;

Akuntansi Kewajiban SKPD;

Akuntansi Ekuitas SKPD,

Akuntansi Koreksi Kesalahan;

Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement) Neraca;

Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

z

tem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara
rpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan
ya dan manfaat dengan kondisi:

. Nilai anggaran pada laporan realisasi anggaran diperoleh dari dokumen
anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD;

. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan
akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan
anggaran,

hingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas

aupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu akun
erubahan SAL."



UNTANSI PENDAPATAN SKPD

untansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui,
encatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam

nang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak,
Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD yang
Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
:jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan
keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan
denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak;
pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan hasil
pemanfaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD,
BUD, dan Pihak Ketiga.

a. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
menandatanganiimensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi
daerah/dokumen lain yang dipersamakan;

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

1) mencatat transaksikejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA
berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA
dan Buku Jurnal LC dan Neraca;

2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan
yang belum diterima pembayarannya

3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan
yang penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen
pendapatan '




c. Bendahara Penerimaan SKPD
1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku
kas penerimaan,
2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
d. BUD
Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh fihak ketiga
ataupun melalui bendahara penerimaan.
e. Pihak Ketiga
Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Waijib Retribusi, atau pihak lainnya
yang terkait dengan penerimaan pendapatan.
2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan
Pendapatan-LRA secara umum dikelompokkan sebagai berikut:
» Surat Ketetapan PajakDaerah (SKP-Daerah)
« Surat KetetapanRetribusiDaerah (SKRD)
» Tanda Bukti Penerimaan (TBP)
¢ Surat Tanda Setoran (STS)
* Bukti transfer/setor
* Nota kredit bank
¢ Bukti memorial
» Bukti transaksi penerimaan kas lainnya

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta Pencatatannya
Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD adalah :
a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan
penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan
b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan
Pendapatan-LO yaitu
1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; dan
2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
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Penjelasan atas pencatatan akuntansi untuk pendapatan tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan

Penerimaan Kas (Pendapatan-LRA)

1) WP/MRJ/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui
Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, Bendahara
Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan
pada PPK-SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara
Penerimaan. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Penerimaan
membuat STS untuk menyetorkan penerimaan tersebut ke Kas
Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan kepada PPK-SKPD
untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas di Bendahara
Penerimaan.

2) Apabila WP/WR/pihak ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung
ke Kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer/setor
untuk WP/WR/pihak ketiga dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk

membukukan R/K PPKD, pengakuanPendapatan-LO, dan pengakuan
Pendapatan-LRA

Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima dengan

atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. Pendapatan baik dengan metode
offical assesment ataupun self assesment diperlakukan sama yaitu saat kas
diterima.

a) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka dicatat
dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penenimaan..................... XXX
Pendapatan-l.o‘ XXX

Perubahan SAL .............coocoooverinn. XXX
Pendapatan-LRA...........cc.cc....... XXX




Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah,
dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
Kas di Bendahara Penenimaan................ XXX I

b) Bila pihak ketiga langsung menyetor ke Kas Daerah,maka dicatat
dengan jurnal sebagai berikut:

FIKPPRD ..ot iy XXX
Pendapatan-LO ...........cceceriinrnnnen. XXX

Perubahan SAL .............ccccovvver... XXX
Pendapatan-LRA..........cccoooovei.. Xxx

b.1 Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui

sebelum Penerimaan Kas

1) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan
Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan membuat
buku memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang belum
dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan
Piutang sebagai jurnal penyesuaian

2) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan
pendapatan yang pendapatan-LO nya telah diakui di tahun
sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal proses
transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah
yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus
diakui walaupun kas belum diterima. PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi

dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya
dibuat buku memorial.



a) Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas
dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya

Pendapatan-LO ...........cccccccrnn. XXX

b) Jumal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan

pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya.
Pendapatan-t.O.........ssciriilivnrss: - XXX

PIIBNG.... ..o ocuisetidibaraayvasss s xxx

b.2 Pada saat penyusunan laporan keuangan,Pendapatan-LO diakui setelah

Penerimaan Kas
PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah
diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial.Penyesuaian
dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang/jasa belum
seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain (belum
seluruhnya menjadi hak pemda). Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO
yang telah diaku: dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi
hak pemerintah daerah dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima
Dimuka.
PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang
telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial sebagai
berikut:
Pendapatan-LO ........... XXX
Pendapatan Ditenma Dimuka...... XXX

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jumal penyesuaian pada saat
penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka (hasil
penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi hak
pemerintah daerah di tahun berjalan.



Pendapatan Ditenima Dimuka...... XXX
Pendapatan-LO .. ........cccces xxx

KUNTANSI BEBAN DAN BELANJA SKPD

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
dikenal istilah beban dan belanja, Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban
dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur
dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan
pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/ vakasi/tunjangan
khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang,
beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni
akrual.

Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait, dokumen

yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah
ini.

1. Pihak Terkait
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas
pegeiuaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi

yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan
Pengesahan SPJ.

b. PPKD selaku BUD
Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan
pembayaran.
c. Bendahara Pengeluaran
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:
1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen  bukti
pembayaran/dokumen sumber lainnya.



2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukt
tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan
menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.

3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang
persediaan atau membuat SPP;

4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur
yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang
diterimanya;

5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembaaran

sepert SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK
SKPD.

d. PPK SKPD
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:
1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran
dan melakukan verifikasi bukti.
2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan
membuatkan Memo Jurnal.
3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai
dengan dokumen akuntansiMemo Jurnal yang telah dibuat;
4) Melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang
bersangkutan ke Buku Besar;
5) Membuat jurnal koreksi, penyesuaian, dan penutup dan menyusun
Laporan Keuangan.
e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya
Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan
BAST, melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara
Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D .

2. Dokumen yang Terkait
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi

keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti
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untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan
sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi:
« Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
« Surat Tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan

« Surat Bukti Pengeluaran/Belanja

« Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pegeluaran

« Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ)

e SP2D LS/GU/Nihil

¢ Dokumen Kontrak/Perjanjian

e Dokumen lainnya

3. Sistem dan prosedur akuntansi
Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD adalah :

a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai
berikut:

1) Melalui Uang Persediaan
Beban dicatat ketika bendahara pengeluaran  membuat
pertanggungungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat

pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
2) Melalui Kas Daerah (LS)

Beban dan belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan
beban yaitu :

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; dan
2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas sepanjang tahun

Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan
kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas serta masih dalam
periode pelaporan, maka beban dapat diakui pada saat pengeluaran kas,
pada saat penerbitan SPJ Bendahara Pengeluaran. Misalnya terbitnya
tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut yang biasanya
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dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat

dan biaya, transaksi ini akan lebih efisien apabila diakui pada saat terjadi

pengeluaran kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan

pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan

pertimbangan:

a) Perbedaan waktu tidak signifikan
Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya dokumen
penetapan) dan peneluarann kas tidak signifikan dan masih dalam
periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini
akan memberikan ménfaat yang sama dan lebih efisien dibanding dengan
perlakuan akuntansi (accounting treatment) dimana beban diakui pada
saat timbulnya dokumen penetapan.

b) Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama
Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai dari tagihan
pihak ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan diakhiri
dengan peneluaran kas atas tagihan tersebut setelah diverifikasi. Nilai
tagihan setelah diverifikasi dan pengeluaran kas atas tagihan tersebut
umumnya sama sehingga tidak menimbulkan utang atau nilai beban yang
merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui
mekanisme pengeluaran kas.

c) Karateristik belanja operasional
Sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperiuan satu tahun
anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa
pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada
anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat dilakukan
pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen

sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
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(1)

(2)

Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK
Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan kepada
PPTK maka maka perlu dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Panjar KOGIABN ........cuimatessansiseineiisisrasssansssasssassssssarsass XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran ...............ccccovvnininnnnnnns XXX

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar kegiatan
kepada Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai
berikut:

B0 I 2o (oo P eutiN R sbnadssaa oesnsssaesssosssoarorossbyspnss XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran ................ccococnianan XXX
P TN T DY Rttt uee s oo cvasoncms somvmonsnasietassiansssoreossns XXX

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atas
dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan oleh
Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut oleh PPTK.
Pada saat SPJ 'dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, akan didijurnal sebagai berikut:

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa
dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat dengan
jurnal sebagai berikut;

Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran
Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran,
maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------

A




Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan jurnal
sebagai berikut:

PoniDaNan S . o osdsds trrassssneas sanessaisssre JUK

(3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD)

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui
mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

BOOBN ..oiivviviiiitbrmpioinrestr LRI L o s dalladiavs savassssvinbe XXX
RACTPIPIEY ... R sy <iasdossssnsabinreshbbinsisdsusarsannsaanss XXX
Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

BOIANNE........... 05t I >+ < 5 v 44 o sxmmnsmo banvamsbesns XXX
PO B R s i o iionssvssansnns inavinanspanundasyide XXX

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan
Beban yaitu :

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

2)

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen
penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran
maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dari
pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum menjadi
beban maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:
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C.JAKUNTANSI PIUTANG SKPD

jutang daerah adalah jumiah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
'daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca
harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net
realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan
piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang
yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari
seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang
pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi
yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.
1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut:
a. Mencatat transaksikejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang
yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal.
b. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening.

2. Dokumen yang Terkait

. Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:
« Surat Ketetapan Pajak Daerah
* Surat Ketetapan Retribusi Daerah
¢ Bukti Memorial

e Dokumen lain yang dipersamakan

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah:

a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima
pembayarannya
Pada saat penyusunan laporan keuangan PPK-SKPD melakukan
inventarisasi atas dokumen penetapanPendapatan-LO yang belum diterima
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pembayarannya. Terhadap SKP/R-Daerah yang belum dibayar tersebut,
PPK-SKPD mencatatan pengakuan Pendapatan-LOdan Piutang sebagai
jurnal penyesuaian.

Di awal tahun berikutnya, PPK-SKPD melakukan jurnal balik atas jurnal
penyesuaian pendapatan yang dilakukan pada saat penyusunan laporan
keuangan, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.
Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima
pembayarannya

PONAADAI-LC) .. i e I e o5 v vy e s Fhvaveearses XXX

Mencatat penerimaan kas atas pendapatan-LO yang sudah diakui tahun
sebelumnya

Pandapatan-LD.......... .ot s 5= o100 000 0rssens XXX
Piutang ........... i R o = 2 4 L Va4 4h a s wd as XXX

. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada
periode akuntansi berikutnya

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti
memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar

Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu
tahun ke depan.

Bagian Lancar Tagihan.........cccooccooiiiiiiiiiiniicciiiennns XXX
T Pl T  eon s sbe'asesns s sasasinnss XXX

. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (aging
schedule)

Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas jumiah
piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD
mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan
pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak
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tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan

laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang.

Beban Penyisihan Piutang......cco oo XXX
Penyisihan Piutang.........ccoeicoiiiiiininin XXX

d. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang
Berdasarkan keputusan Kepala Daerah terkait penghapusbukuan dan
penghapustagihan piutang, maka PPK SKPD akan mencatat
penghapusbukuan piutang dengan mengurangkan Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih dan Piutang.
Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan
pencatatan ke dalam jurnal.
Untuk Piutang yang pmﬁsihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan
Penyisinan Piutang...........couieeriaisieiciniinieinnissices XXX
Beban Penyisihan Pi'utang .......................................... XXX
5 T OBEREERRART OR s XXX

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan
Penyisihan Piutang............... B v oo x4ob s ot e v wgat bt XXX

........................................... XXX

D3 AKUNTANSI PERSEDIAAN SKPD

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakatAkuntansi Persediaan pada SKPD meliputi
pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terkait dengan
Persediaan. Terdapat dua metode yang mempengaruhi sistem akuntansi
persediaan, yaitu metode periodik dan perpetual.
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1. Pihak-Pihak Terkait

3.

Pihak-pihak yang terkaitdalamsistem akuntansipersediaanantaralain adalah:
a. Penyimpan Barang

Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas untuk
menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan

persediaan.
b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaanbendahara pengeluaran bertugas
untuk menyiapkan dan menyampalkan dokumen-dokumen atas transaksi

tunai yang berkaitan dengan persediaan.
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis
kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran

pelaksanaan pengadaan persediaan.
d. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan
SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang

dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain:
« Bukti Belanja Persediaan

« Berita Acara Serah Terima Barang

« Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun

e SP2DLS

Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi
Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD adalah:
a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik

1) Pada awal tahun

Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban
Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada

neraca
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Beban Persediaan........coooioiieiiiiiiiiiiiinins XXX

2) Pada saat pembelian
Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPD akan
mencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran
“Beban Persediaan.......................cocoeeriren XX

Kas di Bendahara Pengeluaran................ XXX

3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan

4) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan
berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang. PPK-
SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan
pengurangan Beban Persediaan

Persediaan. .. .. XXX
Beban Persediaan......., XXX

. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

1) Diawal tahun tidak dilakukan perjurnalan

2) Pada saat pembelian

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD//nvoice, PPK-SKPD akan
mencatat Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran....... XXX

3) Penggunaan/Pemakaian persediaan pada periode berjalan
Pada saat penggunaan/pemakaian persediaan, PPK-SKPD akan
mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan

Beban Persediaan..... XXX
Persediaan....... XXX
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4) Tidak terdapat jurnal pada saat penyusunan laporan keuangan.
Persediaan akhir merupakan saldo Persediaan Awal + Pembelian —
Pemakaian Persediaan selama tahun berjalan.

E.JAKUNTANSI ASET TETAP SKPD

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu
(1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya
perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual
dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud
untuk digunakan.

1. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:
a. Bendahara Barang atau Pengurus Barang
Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang
bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumendokumen atas
pengelolaan aset tetap.
b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk
menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai
yang berkaitan dengan aset tetap.
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan
bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran
pelaksanaan pengadaan aset tetap.
d. Pejabat Penatausahaan Keuangan
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD
bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari
jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
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2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi
keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti
untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada
Akuntansi Aset Tetap SKPD meliputi:

~ 0o 00 T P

Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan

SP2D LS

SPJ

Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap
Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset
Dokumen lain yang dipersamakan

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur penambahan nilai aset tetap serta sistem dan prosedur
akuntansi pengurangan nilai aset tetap.
a. Penambahan

1) Berdasarkan SPJ yang dibuat Bendahara Pengeluaran untuk

pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat
dalam buku jurnal.

Setelah SP2D GU/Nihil diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan
Belanja Modal.............coccemmininisiierinimmrncomrnnen XXX
=T e Rt VR L XXX

2) Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian

pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan
mencatat dalam buku jurnal.
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Belanja Modal.............ccmmiiiine XXX
PorubahaN SAL .. titteisacssrer risosssssisssnsarsenes XXX

3) Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah
terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jumal.
Pendapatan hibah....LO...........ccccoviiiimmiininninines XXX
Pengurangan
1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat
Permohonan Kepala SKPD untuk penghapusan aset tetap, PPK-
SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

ABOL LAINNWRL... .ot ey iiy oo svsssiaces XXX
Akumulasi Penyusutan.............c.oooov X0
ASBL T OIRD s IR v - v sos abvysonfovant XXX

2) Penghapusan aset tetap yang telah di reklafikasi ke aset lainnya
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang

penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku
Jurnal.

3) Penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian,
PPK-SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap
aset yang dijual atau pertukaran masa awal tahun s.d bulan
penjualan dan membukukan dalam buku jurnal.

Beban Penyusutan..................ccccocovvinne. XXX

Akumulasi penyusutan...............c.cocoivmininins XXX

4) Surplus penjualan aset tetap (nilai jual lebih besar dari nilai buku),
PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.
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RICGPPKD. ..ot hoeenonstuataibensasssss sos snssosarss XXX
Akumulasi penyusutan. ... e XXX
ASBL TOIAPD.........corsrasretrorsrossatsrssrosssasaasansassansasrensoee XXX
Surplus penjualan asettetap..LO.............cciie XXX

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan
LRA sebesar nilai uang yang diterima
Parubahan SAL ... . st ssrersressascsnssssvssasssse XXX

Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-LRA....... xxx

4) Defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku), PPK-
SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RICPPRD o L SRRl . oo vooiasaveting XXX
Akumulasi penyuSUtaN...........c.cooioveernasicriennieens XXX
Defisit penjualan asettetap.. LO ...............ccovvene XXX

A LD . DRIt sais ) w3 sovsonda sodssosvars sidampadsivans XXX

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan
LRA sebesar nilai uang yang diterima

Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-LRA.....xxx

5) Pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilai aset
yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar

Aset Tetap (yang masuk)..........c..cooeveviiierirninranns XXX

Akumulasi penyusutan Aset Tetap (yang keluar...xxx
Aset Tetap ...(yang keluar)................ AN E IR XXX
Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO................. XXX
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8) Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan surat
keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah,
PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal.

7) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan pada saat
penyusunan laporan keuangan dengan jurnal.

F.JAKUNTANSI ASET LAINNYA SKPD

et lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan
sebagal aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh
tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang aset kerjasama dengan pihak ketiga
dan kas yang dibatasi penggunaannya.

1. Pihak Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain
adalah:

a. Bendahara Penerimaan
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD
memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset
lainnya ke PPK-SKPD.

b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD
memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas
transaksi yangterkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset
lainnya ke PPK-SKPD.

2
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C.

PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan

fungsiakuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti
transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jumal-jurnal transaksikejadian aset lainnya ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

2. Dokumen yang Terkait
Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain:

Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/BeritaAcara
Penjualan/yang Dipersamakan

Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau
Dokumen yang Dipersamakan

Kontrak/Perjanjian- Sewalyang Dipersamakan
Kontrak/PerjanjianKerjasama—-Pemanfaatan/dokumen yang Dipersamakan
Kontrak/Perjanjian Kerjasama- BOT/Dokumen yang Dipersamakan
Kontrak/Peranjian Kerjasama-BOT& BAST/Dokumen yang Dipersamakan
Bukti Pembelian atau Dokumen yangDipersamakan

Surat Lisensi dan Frenchiselljin dari pemegang Haki Hak Cipta,
Paten/Dokumen yang dipersamakan

Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatan Akuntansi
Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada SKPD adalah:

a. Pada saat pengakuan/pembelian

1) Tagihan Penjualan Angsuran
Ketika dilaksanakan penjualan aset ini secara angsuran, makaPPK-
SKPD akan membuat jumal pengakuan tagihan penjualan angsuran
berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan
angsuran.

Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif:

{4



Tagihan Angsuran Penjualan...............covnmmenna
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan...

Surplus Penjualan Aset Gedung & Bangunan -LO XXX
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan................. XXX

-

Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif:

Tagihan Angsuran Penjualan.. ...

Akumuiasi Penyusutan Gedung &Bangunan...........
Defisit Penjualan Aset Gedung & Bangunan -LO XXX
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan..... ........ XXX

g 8

2) Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan  GantiKerugian (TGR) inidiakui ketika putusan
Pembebanandan/atau dokumen vyang dipersamakanditerbitkan.
Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal
pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

Tuntutan Ganti RUGH ..o vmiesiinne XXX
Pendapatan TGR~LO.........c..ccooverrvaremsveneraranses XXX

3)

Kemitraan denganPihak Ketiga — Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan
perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
kerjasama/kemitraan-sewa.

4)

Kemitraan denganPihak Ketiga - Kerjasama Pemanfaatan

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasamal/kemitraan,yaitu dengan
perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).
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Kemitraan dengan Pihak Ketiga-....................... XXX
Aset Tetap/Aset Lain-Lain-........................ XXX

5) Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT)

BGS dicatat sebesamilai aset yangdiserahkan oleh pemerintah daerah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Guna Serah (BOT)-...................... XXX
TR e ovoscr et TR IRTIE s fhes 57 5eves o0 enrsorss XXX

6) Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO)
BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau
sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor
kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah
daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.
Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara
bagi hasil.
Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik Pemda
dikerjasamakan
Bangun Serah Guna (BTO)-...... ............ XXX
TROBN. o 5 vt R 2ot b3 64 5 ¥ nasitioss kvos XXX

Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan ke
Pemda dengan BAST

Bangun Serah Guna (BTO).............ccvvoiivrciinnnn XXX
Utang Jangka Panjang Lainnya..................... XXX

7) Aset Tidak Berwujud

Diakui Padasaat Aset Tidak Berwujud diperoleh, makaPPK-SKPD
membuat jumal pengakuan aset tidak berwujud.



R PORD i e ccensnss i XXX

8) Aset Lain-lain
Aset lain-lain diskui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada
saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan
membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi
penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

AU TR, s RTINS .. . oo ¢rvres surossnssssvernras XXX

b. Penyesuaian Tagihan Jangka Panjang
Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat
penyusunan laporan keuangan,PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi
untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke
depan.
Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - ........ XXX
Tagihan Angsuran Penjualan......................... XXX

Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan GantiRugi-................... XXX
Tuntutan Ganti Rugi............ccoocvii ciiiiianns XXX

c. Reklasifikasi dan Aset Tetap ke Aset Rusak Berat
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada
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saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, PPK-SKPD akan
membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi
penyusutan aset tetapyang direklasifikasi.

. Penyusutan KSO/BTO

Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal penyesuaian:

Beban Penyusutan ~.........ccooieiiinmmmiimii XXX
Akumulasi/Aset KSO/BTO. .. ............ccoooe.e. XXX

. Amortisasi

Amortisasi terhadapaset tidak berwujud dilakukandengan jurnal

penyesuaian:

BODAN AMOTHBEEE =, v o o R ess s soxs 944055 ataraesys XXX
Akumulasi AMOMISASI-... ..........ccccovvecrinrniaianins XXX

. Pada saat selesai dikerjasamakan

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah
disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan
pembayaran kepada pihak ketiga/investor.

Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Guna Serah (BOT)

{0 I S XXX

BANOURIEN <00 i mns s PR TRl s o' 657445 o a1 65 an's o3 XXX
Bangun Guna Serah (BOT).... .........ccconeieavenns XXX
Pendapatan Lainnya- LO....................c.ooeeee. XXX

Kemitraan denganPihak Ketiga - Bangun Serah Guna (BTO)

MBI %550 v s n0b s SR R RR RN ot s sy <545 444 5 e XXX
T LT T R T R P XXX
Bangun Serah Guna (BTO)..............ccoivvceiiinnnas XXX
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G. AKUNTANSI KEWAJIBAN SKPD

. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban SKPD adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
PPK SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang yang
timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan bukti
memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan.

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur dan
memberikan dokumen pengadaan kepada PPK SKPD sebagai tembusan
untuk dijadikan dasar pencatatan.

c. Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang
SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang
diterima yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran.

d. BUD
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran kewajiban/utang
SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh tempo ataupun tagihan yang
diterima yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah yang ada di BUD.

2. Dokumen Terkait

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi
keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk
menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada
Akuntansi Kewajiban SKPD meliputi:

Berita Acara Penerimaan Barang

Tagihan dari Pihak Il|

SP2D LS

Surat Bukti Pengeluaran Belanja

ap o w
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3. Sistem dan Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi kewajiban akan dilakukan oleh SKPD apabila terjadi

transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset tetap dengan
menangguhkan pembayaranya walaupun barang atau aset tetap sudah
diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewajiban dicatat diakui pada saat barang
diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga sehingga kewajiban
bertambah. Sebaliknya kewajiban akan berkuran apaila dilakukan pembayaran
atas tagihan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan oleh bendahara
pengeluaran dengan manggunakan uang persedaan atau dilakukan oleh BUD
melalui SP2D LS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atau utang
maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal
kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan buku
besar pembantu sesuai akun.

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian dengan menangguhkan
pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui adanya hutang/kewajiban
akibat transaksi tersebut dengan mencatat “Beban...(sesuai rincian objek)"
pada sisi debit dan "Utang” pada sisi kredit.

8.1.01.XX Beban XXX
2.1.05.XX Utang Beban XXX

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset tetap, maka
jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD adalah “Aset Tetap"
di debit dan “Utang" di kredit.

1.3.02XX  Aset Tetap... XXX
2.1.05.XX Utang... XXX

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akan menghapus
utang tersebut dengan menjurnal “Utang” di debit dan “Kas di Bendahara



Pengeluaran” (untuk kasus belanja menggunakan UP) atau "R/K PPKD" (untuk
kasus belanja dengan mekanisme LS) di kredit.
Jurnal pembayaran utang melalui Bendahara Pengeluaran:

2.1.05.XX Utang... XXX
1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Jurnal pembayaran utang melalui BUD:

2.1.05.XX Utang... XXX
2.1.07.01 R/K PPKD XXX
AKUNTANSI EKUITAS SKPD

1. Pihak-Pihak Terkait
Prosedur akuntansi ekuitas ini merupakan prosedur akuntansi ikutan dari

prosedur akuntansi lainnya yang seperti prosedur transaksi kewajiban,
prosedur transaksi Belanja, prosedur transaksi Aset dan sebagainya.
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi ekuitas SKPD adalah:

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Tugas PPK SKPD adalah melakukan pencatatan atas setiap transaksi
ekuitas yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta bukti memorial.

. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas setiap
beban dan utang yang terjadi yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas.

. Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan bertugas menerima pendapatan dan piutang yang
dibayar oleh pihak ketiga yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas.

. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai dengan prosedur
yang akan mempengaruhi transaksi ekuitas dan memberikan dokumen
tembusannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan pencatatan.
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2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi
keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk
menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada
Akuntansi Ekuitas SKPD meliputi:

a. Berita Acara Inventarisasi Persediaan

b. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap

. Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pencatatan akuntansi atas ekuitas yang dapat terjadi pada transaksi di SKPD
dilakukan seperti berikut ini:

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan dan melakukan penutupan akun
nominal yaitu akun pendapatan LO dan akun beban.

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai
penambah atau pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi
tersebut. Koreksi tersebut antara lain:

1) Koreksi nilai persediaan
2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

c. Penutupan Akun Nominal

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah menyusun

Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun-akun nominal

dengan tujuan:

1) Menghitung jumiah surplus/defisit dari akun pendapatan LO dan
beban.

2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas
untuk pencatatan periode berikutnya.

3) Menghitung ekuitas akhir periode.
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PO A ) S P o e <255 v 4 by 3 cyes s s oy basie XXX
Sl D AT T R P I e o o3 2 45 o 5 70 85 50 0R BB SRTEN S XXX

e) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga
mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA
dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada
akun Kas, Ekuitas, dan SILPA/SIKPA.

I . T IR e tob s Fovbasacs oo dannaubrnssnasssassnaori XXX
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran......xxx

T T R R XXX
POTUDRIMIE IR i viaiiisideidavisisiianiisais XXX

f) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan
sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan
posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SIKPA,
dan akun neraca yang terkait,

(1) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi
Kas.
Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan
sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas
Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan
pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD,

akan dijurnal sebagai berikut:
Kas di Kas Daerah..................... W T ISR T XXX
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD........... XXX
PO BB s uisiRmiedsroras XXX
SEBABIKIPA . 4 S hiimiiit S iin skt it XXX
(2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi
Kas.



Kas Ol Ko DalB .. e sianninsasssnsanas XXX

RTRIRINGD v o EIS TPt s <= o3 o4 s b binansviss st sdamaansabbams XXX
PO D S s s s nxosvs s sanasonaarunsssnonses XXX

S NI B I o (s ooty os st ob dobsaamsr s s b e bonsashounsh XXX

(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar

angsuran utang jangka panjang.
S N e O XXX
KasdiKasDaerah.....................ccccoevereveeevnrerersnnns XXX
B P I P A . i s eaasnsssnnses XXX
P OILRRIED B . i s istevasvainansis asvadasabsnmiins XXX

JJ4 AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA

1. Definisi
Penyajian Kembali (restaternent) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan

atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal
periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan
mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas
Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh,
Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum
mengikuti basis akrual penuh.Karena untuk penyusunan neraca ketika
pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode
sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash toward
accrual). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain
untuk akun sebagai berikut:
1. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan
piutang;



2. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja,
apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai
akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di
tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;

3. Aset Tetap, vang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi
penyusutan;

4. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah
dikurangi akumulasi amortisasi;

5. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga
akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;

8. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode
sebelumnya belum disajikan;

7. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang dlgunékan dalam
pengklasifikasian ekuitas berbeda.

2. Tahapan Penyajian Kembali
Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan
penyajian kembali Neraca adalah :

1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait
seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan
piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan
akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi;

2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan
kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu
basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan
akuntansi berbasis akrual.

3. Jurnal Standar
Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai
berikut :



URAIAN iAKUN DEBIT | KREDIT
Penyajian EKUITAS XXX
kembali nilai | PENYISIHAN PIUTANG ..... XXX
wajar piutang | (untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah akun akumulasi
penyisihan piutang tak tertagih sebesar
jumiah cadangan piutang yang
seharusnya dicadangkan s/d tahun
terakhir sebelum pelaksanaan basis
akrual)
Penyajian Beban Dibayar dimuka XXX
kembali nilai | EKUITAS XXX
beban (untuk mencatat koreksi penyajian
dibayar kembali menambah nilai beban dibayar
dimuka dimuka)
Penyajian EKUITAS XXX
kembali nilai | Akumulasi penyusutan XXX
buku aset (untuk mencatat koreksi penyajian
tetap kembali menambah nilai Akumulasi
penyusutan)
Penyajian EKUITAS XXX
kembali nilai | Akumulasi Amortisasi XXX
buku aktiva (untuk mencatat koreksi penyajian
tidak kembali menambah nilai akumulasi
berwujud penyusutan)
Penyajian EKUITAS XXX
kembali nilai Utang Bunga...... XXX
utang bunga
(untuk mencatat koreksi penyajian
kembali menambah nilai utang bunga)
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URAIAN TAKUN DEBIT | KREDIT
Penyajian EKUITAS XXX
kembali nilai Pendapatan diterima dimuka XXX
pendapatan | (untuk mencatat koreksi penyajian
diterima kembali menambah nilai pendapatan
dimuka diterima dimuka)
Penyajian EKUITAS DANA XXX
kembali nilai EKUITAS XXX
Ekuitas (untuk mencatat koreksi penyajian

kembali reklasifikasi ekuitas)

JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA SALDO

1. Jurnal

Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai
dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian Laporan
Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi SKPD

sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan Memo Jurnal ke dalam
buku jumal. Format Memo Jurnal dan Buku Jurnal yang digunakan adalah

sebagai berikut:
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PEMERINTAH KABUPATEN .........
MEMO JURNAL

Tahun Anggaran

Keteran
Buks 53 Nomor Tangg
)
"3,
Dicatat Oleh Disetujui : Auditor
MEMO JURNAL Halaman 1 dan 1
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BUKU JURNAL
Perfore ; 1 Januan s.d. 31 Desamber 200X
Urusan Pemerintahan 1 1 Urysan Wajb
Bidang Pemerintahan : 1, 20 Otonomi Daerah, Pemenntahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Unit Organisasi 11,2005 OPPKAD
Sub Unit Organisasi :1.20,05.01 DPPRAD (SKPD))

No TANGGAL NO.BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT

Fungsi Akuntansi PPKD
(tanda tangan}
(nama P:I.P"w)

2. Buku Besar
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting
ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK SKPD mem-posting atau memindahkan
setiap akun beserta jumliahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing
akun. Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN .........
BUKU BESAR
Periode : 1 Januan 5.d. 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahart Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan | , 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Unit Organisasi :11.20.05 DPPKAD
Sub Unit Organisast 1. 20 . 05 . 01DPPKAD (SKPD)
Kode Rekening Buku Besar 1.1.3
Nama Rekening Buku Besar Plutang
No| TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO

JUMLAH

3. Neraca Saldo
Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan

keuangan, PPK SKPDmenyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku
Besar.Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening
beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo atau Daftar
Saldo Buku Besar yang digunakan adalah sebagai berikut:
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PEMERINTAH KABUPATEN .........

SALDO BUKU BESAR
per 31 Desermber 2011
Urusan Pemerintahan 7 1.20 Urssan Wajib Otonor Daeran, Pemerstanan Umumm, AGMinistras Keuangan
Unit Organisas! 1 1.20.0% DPPKAD
Sub Unit Organisasi ¢ 1.20.05.01 DPPEAD (SKPD)
KODE REXENING URAIAN DEBET KREDIT
JUMLAK

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD.
1. Ketentuan Umum

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui
proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD. Jurnal dan posting
yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam
penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010, terdapat 5
Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Neraca,

Laporan Operasional (LO);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

® a0 T



- 2. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan
adalah :

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
PPK SKPD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan.

b. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan Laporan
Keuangan atas SKPD-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat
dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

3. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

a. Membuat Neraca Saldo

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi
neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD
PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian.Jurnal ini dibuat dengan tujuan
melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan
pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.Jurnal
penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian® yang
terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal koreksi danpenyesuaian yang diperiukan antara lain digunakan
untuk:

1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan
2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir
tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPK-
SKPD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh
Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah
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diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat pembetulan atas jurnal
yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanja telepon
dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi atas
kesalahan tersebut, PPK-SKPD menjurnal “Beban telepon” di debit dan
“Beban listrik" di kredit.

9.1.02.03.01 Beban telepon XXX
9.1.02.03.03 Beban listrik XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga
mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL
dengan menjurnal “Belanja telepon” di debit dan "Belanja listrik™ di
kredit.

5.1.02.03.01 Belanja teiepon ' XXX
5.1.02.03.03 Belanja listrik XXX

2) Pengakuan Persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan pendekatan
beban dan metode periodik, maka pada akhir periode sebelum
menyusun laporan keuangan, secara rutin akan dilakukan sfock
opname setiap akhir periode untuk mengetahui sisa persediaan yang
dimiliki. Berdasarkan berita acara stock opname, PPK-SKPD
mengakui persediaan dengan menjurnal “Persediaan sesuai jenisnya”
di debit dan “Beban Persediaan” di kredit sebesar persediaan yang ada
di akhir periode.

1.1.07.XX Persediaan XXX
9.1.02.XX Beban Persediaan XXX
3) Jurnal Penyusutan

Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun akan membuat bukti
memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran
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untuk mengakui penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPD
akan mencatat peryusutan aset tetap dengan menjurnal “Beban
Penyusutan® di debit dan *Akumulasi penyusutan® di kredit di jurnal

umum,
9.1.07.XX  Beban penyusutan 3
1.3.07.XX Akumulasi Penyusutan XXX

4) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka
Pemerintah Daerah periu membuat jumal penyesuaian pada akhir
periode untuk fransaksi pembayaran biaya sewa yang masa
manfaatnya lebih dar satu tahun anggaran yang dicatat dengan
pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir tahun,
berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan membuat bukti
memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran
untuk penyesuaian beban sewa. PPK-SKPD akan mencatat
penyesuaian beban sewa dengan jurnal "Sewa dibayar di muka/Beban
Jasa Dibayar Dimuka” di debit dan "Beban sewa" di kredit pada buku

jurnal.
1.1.06.02 Beban Jasa Dibayar Dimuka XXX
9.1.02.07 Beban sewa XXX

¢. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK-SKPD melakukan
penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi neraca saldo atau
daftar saldo buku besar setelah penyesuaian.

d. Membuat LRA dan jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah
penyesuaian Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk
dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode akun yang
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berawalan 4, 5, dan 8) dan kemudian membuat “Laporan Realisasi
Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga melakukan
jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsip penutupan ini
adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol). Berikut contoh
jurnal penutup LRA:

4.01.01.XX Pendapatan-LRA xxx
5.01.01.XX Belanja XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
7.3.01.01  Surplus/Defisit LRA XXX
7.3.03.01 SILPA/SIKPA XXX
730301 SILPA/SIKPA X
7.3.04.01 Perubahan SAL XXX

kemudian, setelah membuat jumnal penutupan, Akuntansi SKPD
menyusun Neraca Saldo selelah Penutupan LRA.
Berikut adalah format LRA SKPD :



PEMERINTAH KABUPATEN .........

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUR TAMUN YANG SERAKMIR SAMPAT DENGAN 31 DESEMEER 20K) dan 2040

e. Membuat LO dan jurnal penutup LO
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi SKPD
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan
Operasional (kode akun yang berawalan 8 dan 9) untuk kemudian
membuat Laporan Operasional.
Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat

jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO.Prinsip penutupan ini adalah
membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

Urusan Pemeringanes | Urumn Wil
Bidang Pemerintaban : | X Duznomi Daeras, Pemenriatan Urmurs, ASmintsesl Keuangan Deersh, Paranghat
Doerah, Keoegesan dan Perendan
Unit Organisasi v LM 08 CFPEAD
Seb Unit Organisasi : 1.,30.05.01 DIWERAD (SO
F— A .
- URALAN ANGGARAN | REALISASI | LESIM / (KURANG)
' B A
1.1 PENDAPATAM ASLT DAERAM XXX 00K X00000K
1.1.1 Pendapata Pajak Coerah OO0 000X 0000
1.1.2 Pencacatar Aertas Overa JOO0000 00000 000000,
1.1,3 Fenciaceriar rasd Sengracian ey aae Desrat Yo X000 000X 00000
Dipisahian
1.1.4 Ladn-lain Pendagatan Ak Diverehy yereg Seh 000 20000 VOO0
2 BELANIA X000 X000 X000
1.1 BELANIA OPERAST 000K 0000 000K
21t Betaria Frgamai XIOOHK 000K Y0000
2.1.2 Retarge borang 00000 200000 000000
1.2 BELANIA MOOAL KOO0 000K X000
2.3.2 Besan}s Peralatan dsn ez 0000 X000 XOO00%
22.3 Belanjs Banjuran Gae Getung 00000 0000 X000
2.2.5 Beiara Aset Totao Lateryn OO0 0000 2000000
SURPLUS ) (DEFISIT) 00000 00000 K000
KEPALA SKPO KABUPATEN ..oovncrs
(NAMA LENGKAP)
NP 20000000 X000000¢ X 100X

51

7



Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.Berikut contoh jurnal
penutup LO.

8.01.01.XX Pendapatan-LO XXX
9.01.01.XX Beban XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LO XXX
PEMERINTAH KABUPATEN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAMUN YANG SERAKHIR SAMPAI DENGAN 11 DESEMBER 2041 dan 2000

Unusan Pamenniaran 1.0 Urusan Wil Otonomi Dasrsty, Adringired Keusngan Osersh,
Une Orgarisasi 1,2.08 DPPRAD
s‘mw < 1.20.05. 01 DPVRAD (SePD)
No URAAN 2060 | Keoadkan/ %)
1
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapaian Paak Daerah o X o XX
4 Peadapatan Rotritus Dearah o X 0 X
5 Pendapatan Masil Porgololaan Kekayean Dasrah yang Dpbsankan| oo o o ax
8 Pendapatan Asli Deerah Laintya XX o XX X
7 Jumish Pendapatan Asii Daerad| 3 s/d 6 ) xxx Xxx ox | oo
8 JUMLAH PENDAPATAK XX X 01k
9 |BEBAN
10 Beban Pegawa X o o o
" Bsban Perediaan ox X o e
12 Beban Jasa ox o o X0
13 Beban Pemeirarsan o o EEeS xex
" Beban Pedaianan Dinas ox o 0 0
15 Beban Penyusutan o Xt x xx
16 Beban Lain-tan ox Xxx o xxx
7 JUMLAN BEBAN xxx xxx XXX xxx
18 SURPLUSIDERSIT KEGIATAN OPERASIONAL xxx X XXX XXX
19 SURPLUSIDEFISIT-LO | xxx xx XXX XX

Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir
Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas
periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional
(LO) yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan
menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas SKPD.
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUX PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
Urusan Pemerintahan - 1.20 : Urusan Wajib Olonomi Daerah. Administras| Keuangan
Unit Ocganisasi 112005  :DPPKAD

Sub Unlt Organisasi  © 1200501 : DPPKAD (BKPD)

NO URAIAN 20X1

EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISITLO

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKANKESALAHAN MENDASAR:
KOREKS! NILAI PERSEDIAAN
SELISH REVALUASI ASET TETAP
LAIN-LAIN

EKJITAS AXKHIR

SEEE B%
EEEE EX (B

Akuntansi PPKD membuat jumal penutup akhir untuk menutup akun
Surplus (Defisit) — LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup
akhir

3.1.01.02 Surplus/Defisit-LO XXX
3.1.01.01 Ekuitas XXX

. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir)

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi PPKD
membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca,

Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini
akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.
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h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam

Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3) lkhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Rincian
dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka
laporan keuangan;

5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan, dan

6) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan,



SKPD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab |

Pendahuiuan

11

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
SKPD

12

ndasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

13

Sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan SKPD

Bab Il

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan SKPD

2.2

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan

Bab I

Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan Pemda

311 | Pendapatan

3.1.2

Beban
3.1.3 | Belanja
314 | Aset

315 | Kewajiban
Ekuitas

3.15

3.2

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban
yang timbul sehubungan dengan penerapan basis
akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
rnenggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab IV

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda

Bab V

Penutup
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Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, SKPD wajib menyelenggarakan sistem
akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPDsebagai alat
akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik
daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung jawab pengguna
anggaran sehingga pada saat menyampaikan kaporan keuangan SKPD
kepada PPKD untuk dikonsolidasi harus dilengkapi dengan Surat
Pemyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi
pernyataan bahwa L'aporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat
Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SKPD
DINAS/BADAN/KANTOR..........
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor............ Tahun
Anggaran... ............ sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan

informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

L TGN SO
Kepala Dinas/Badan/Kantor

BUPATI LANGKAT
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : O7 Tahvw 208

Tanggal : g Mhowdi 205

Tentang : Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah

SISTEM AKUNTANSI PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset,
jiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD
penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, Sistem
ntansi PPKD dijabarkan sebagai berikut:

Akuntansi Pendapatan - LO dan Pendapatan — LRA PPKD,;

Akuntansi Beban dan Belanja PPKD

Akuntansi Transfer PPKD

Akuntansi Pembiayaan PPKD

Akuntansi Investasi PPKD

Akuntansi Kewajiban PPKD

Koreksi dan Penyesuaian PPKD

Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah

tem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara
rpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan
ya dan manfaat dengn kondisi:

Nilai anggaran pada laporan realisasi anggaran diperoleh dari dokumen anggaran
DPA SKPD atau DPPA SKPD;

Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan
akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan
anggaran.

ingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas maupun

ngeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu akun “Perubahan
S
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AJ AKUNTANSI PENDAPATAN — LO DAN PENDAPATAN - LRA PPKD

Pendapatan yang dikelola PPKD provinsikabupaten/kota adalah pendapatan
yang berasal dari dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah
provinsi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang
alokasi dana tersebut serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara

lain Bendahara Penerimaan PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD

selaku BUD.

a. Fungsi Akuntansi PPKD
Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, memiliki
tugas mencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA
berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA
dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

b. Bendahara Penerimaan PPKD
1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam

buku penerimaan PPKD.

2) membuat SPJ Penerimaan,

¢. PPKD Selaku BUD
1) menerima dan mengadministraskan dokumen penetapan transfer dani
2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi

Akuntansi SKPD.

c. Pihak ketiga lainnya
Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan
sistem akuntansi pendapatan pada PPKD adalah Kementerian Keuangan,

misainya untuk dana transfer atau pemerintah daerah lain/pihak lain
pemberi hibah.

Dokumen yang Terkait

a. DAU: Peraturan Presiden Rl Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun).

b. DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun),

¢. Dana Bagi Hasil:
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- Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (yang
diterbitkan tiap tahun).

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas, Kehutanan, dan Cukai
yang diterbitkan tiap tahun).

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi
Hasil (yang diterbitkan tiap tahun).

d. Dana Otonomi Khusus

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus ke
Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun). (Khusus Daerah Otsus)
e. Dana Penyesuaian:

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun), Peraturan Menteri
Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah.

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap tahun, Peraturan
Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS
(untuk kabupaten/kota), Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar
Penerima Hibah BOS dari provinsi.

- Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (yang
diterbitkan tiap tahun),

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah,
antara lain: ‘

a. Dana Hibah:

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya/pihak selain pemerintah).

- Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar
negeri).

- Dokumen-dokumen lain yang dipersvaratkan untuk permintaan

- pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat Permintaan
Penyaluran Hibah, Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rencana
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Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikan
oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening koran, Laporan Kemajuan
Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk
pembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah,
Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.

- Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.

b. Dana Darurat : Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat
Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan yang Saﬁ. antara lain Nota Kredit dari Bank Kas Daerah atas
Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah provinsi ke

pemerintah kabupaten/kota ini antara lain:

a. Dana Bagi Hasil Provinsi | Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi
Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);

b. Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota: Peraturan Gubernur tentang
alokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota (yang diterbitkan
tiap tahun),

c. Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kabupaten

. Sistem dan Prosedur Akuntansi
Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah:

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan
penerimaan kas (Pendapatan-LRA); dan

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakui
sebelum penerimaan kas.

Uraian mengenai pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD sebagai
berikut:

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas (Pendapatan-
LRA)
Saat surat penetapan/dokumen peraturan perundang-undangan/dokumen

yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal pengakuan
Pendapatan-LO.

Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) melakukan
pembayaran langsung ke Kas Daerah, Setelah diterima maka Bank Kas
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Daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dan
disampaikan kepada fungsi akuntansi PPKD untuk pengakuan Pendapatan-
LO dan pengakuan Pendapatan-LRA.

Pengakuan pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat
diterimanya dana/kas masuk di kas daerah, Fungsi Akuntansi PPKD

menjurnal:
Kas di Kas Daerah ............cccccce .. XXX
Pendapatan Transfer -LO/Lain Pendapatan yg Sah-LO... XXX
Perubahan SAL ..............cocveminerreese XXX
Pendapatan Transfer-LRA/Lain Pendapatan yg Sah-LRA.. XXX

. Pada saat penyusunan laporan keuangan, dimana Pendapatan-LO diakui

sebelum Penerimaan Kas

1) Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen
penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya.
Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang
sebagai jurnal penyesuaian.

2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat
penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas
daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum
diterima. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi dokumen

penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat
buku memorial.

Pendapatan ....... -LO ..... XXX

Jumal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan
pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya
untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan-LO:



Pendapatan-LO........ .....cccoecens coconienne XXX |

BJAKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA PPKD

untansi Beban pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan
melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial,
Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan), dan Beban Luar Biasa.

untansi Belanja pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan
melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan
Sosial, dan Belanja Tak Terduga.

Akuntansi Transfer pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan
melaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi beban dan belanja PPKD meliputi

pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi,
yang akan dijelaskan di bawabh ini.

1. Pihak yang terkait

a. Fungsi Akuntansi PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk
menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi
yang terjadi.

b. PPKD
PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaki beban yang
terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk
membayar beban yang terjadi.

¢. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas
beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:
1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja

kedalam buku kas umum PPKD.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang terkait

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja,
dan Transfer pada PPKD antara iain:
a. Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang
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Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah

Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan

Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan

Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan

Lainnya ke kabupaten/kota

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa

h. Surat Tagihan dari pihak ketiga

i. SP2D

~® aopyo

. Sistem dan prosedur akuntansi
Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada PPKD adalah :
a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai
berikut:
- Melalui Bendahara Pengeluaran
Beban  dicatat ketika bendahara pengeluaran  membuat
pertanggungungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat
pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Sebagai
contoh pemberian bantuan hibah dan bansos yang nilainya dibawah 5
juta.
- Melalui Kas daerah (LS)

Beban dan belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saat
terbitnya SP2D-LS.

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan
Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:
a. Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran
Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran,
maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:
Beban Hibah/Bansos ...............c.cooevieeenrevienncrreieenensens XXX

Apabila telah diterbitkan SP2D Nihil dari BUD, maka dicatat dengan jurnal

sebagai berikut:
7
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Belanja HIbah/BanSos.........ccc...ovvveiarromiiimmmrmmmsinmins XXX
PoTUBRRRE BRI .. . ... cocovevnsovssosbovavasanairards XXX

b. Pengeluaran melalui kas daerah (LS)
Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui
mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat kondisi pengakuan
Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumen
penetapan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran,
maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan penyesuain atas
utang beban yang dibayar pada tahun berjalan.

Cc UNTANSI AKUNTANSI TRANSFER PPKD

1. Pihak Terkait
a. PPKDselaku Pengguna Anggaran
Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran bertugas memberikan persetujuan

atas pengeluaran transfer yang harus dilakukan setelah mendapatkan
verifikasi dari PPK PPKD.
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b. BUD/Kuasa BUD

Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas:

a. menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan
proses pelaksanaan transfer;

b. memberikan dokumen tembusan kepada PPK PPKD sebagai dasar
pencatatan transaksi keuangan;

c. membukukan dalam pembukuan bendahara terkait dengan tata usaha
keuangan.

b. PPKPPKD

Dalam kegiatan ini, PPK-PPKD memiliki tugas sebagai berikut :

a. Menerima tembusan dokumen transaksi dari BUD/Kuasa BUD;

b. Membuat dokumen akuntansi atas transaksi transfer berdasarkan
tembusan dokumen sumber yang diberikan oleh BUD/Kuasa BUD;
Mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan dokumen akuntansi;

d. Memposting jurnai-jurnal ke dalam buku besarnya masing-masing;

e. Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Dokumen yang Terkait

Surat Tagihan dari Pihak yang akan mendapatkan transfer
Bukti Memorial

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nota Perjanjian Transfer

Nota Debit Bank

Dokumen Transfer Lainnya

-~ 0o 80 oW

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Prosedur Akuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

a. BUD mendapatkan bukti persetujuan atas pengeluaran transfer;

b. BUDmenyiapkan dokumen terkait untuk melakukan pembayaran atas
transfer dan menyerahkan tembusan bukti persetujuan transfer kepada PPK
PPKD;

¢. BUDmelakukan pembayaran transfer dan menyerahkan dokumen tembusan
atas bukti pembayaran transfer kepada PPK PPKD;
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d. PPK PPKDmembuat dokumen akuntansi berdasarkan dokumen sumber
yang disampaikan oleh BUDyang berupa tembusan;

e. PPK PPKDmelakukan pencataatan daiam jurnal sesuai dengan dokumen
akuntansi;

f. PPK PPKDmelakukan posting ke Buku Besar;

g. PPK PPKDmenyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, PPK PPKD membuat
bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk diotorisasi oleh PPKD.
Berdasarkan bukti memorial tersebut PPK PPKD melakukan pencatatan

pengakuan beban dengan jurnal "Beban transfer” di debit dan "Utang Beban
Transfer" di kredit.

Beban Transfer XXX
Utang Beban Transfer XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban
transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan
SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut PPK PPKD akan mencatat pengeluaran kas
yang juga merupakan penghapusan utang beban transfer, dengan jurnal “Utang
beban transfer" di debit dan "Kas di Kas Daerah” di kredit.
Utang Beban Transfer XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK PPKD juga mencatat belanja dan
melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Transfer" di
debit dan “Perubahan SAL" di kredit.

Belanja Transfer XXX
Perubahan SAL XXX
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D.

UNTANSI PEMBIAYAAN PPKD

1. Pihak Terkait

b.

C.

PPK PPKD
PPKD
BUD/Kuasa BUD

2. Dokumen yang Terkait

® ap o

Dokumen Penerimaan pembayaran utang
Dokumen penjualan investasi

Bukti penerimaan pinjaman dari Bank
Dokumen penerimaan kembali dana bergulir
Bukti Memorial

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya merupakan
akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini
melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari
transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan
menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi

pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang
sejenis.

PPK PPKD mencatat penerimaan pinjaman dari bank atau lembaga

keuangan dengan jumal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Kewajiban
Jangka Panjang" di kredit.

Kas di Kas Daerah XXX
Kewajiban Jangka Panjang XXX
Berdasarkan transaksi di atas, PPK PPKD akan mencatat jurnal “Perubahan
SAL" di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit.

Perubahan SAL XXX
Penerimaan Pembiayaan XXX
Pengeluaran Pembiayaan

Sama hainya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD, akuntansi

pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga merupakan akuntansi
11
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yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat
pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas
transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan
menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi
perolehan investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang
sejenis.

PPK PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari bank atau lembaga

keuangan dengan jurnal “Kewaljiban Jangka Panjang” di debit dan “Kas di
Kas Daerah” di kredit

Kewajiban Jangka Panjang XXX
Kas di Kas Daerah XXX

PPK PPKD akan mencatat berdasarkan Bukti Memorial yang telah

diotorisasi PPKD dengan jumal *Penerimaan Pembiayaan" di debit dan
“Perubahan SAL" di kredit.

Pengeluaran Pembiavaan XXX
Perubahan SAL XXX

AKUNTANSI INVESTASI PPKD

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat
igunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran
ntuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana

ang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka
najemen kas.

1. Pihak Yang Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)
Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan fungsi
akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:
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1) Mencatat transaksi/ kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi
yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku
Besar masing-masing rekening (rincian objek).

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL
(LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas
(LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PPKD |

Dalam sistem akum?nsi investasi, PPKD memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam
proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi
akuntansi PPKD

2) Menandatangani surat pemyataan tanggung jawab PPKD.

. Dokumen yang Terkait
a) SP2D LS
b) Nota Kredit

¢) Surat Perjanjian Penjualan/Pembelian Investasi

. Sistem dan Prosedur Akuntansi
a. Perolehan Investasi
1) Berdasarkan SP2D LS/tanpa SP2D (manajemen kas), Fungsi akuntansi-
PPKD membukukan dalam buku jurnal.
Investasi Jk Pendek...............c.ocoooooviniiiin XXX
KasdiKasDaerah ....................cccocovvinoruvavarinnnns XXX

Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi-PPKD membukukan pada
buku jurnal.

Pengeluaran Pembiayaan............................ XXX
Perubahan SAL
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2) Berdasarkan SP2D LS untuk penyertaan modal dalam peraturan daerah

dieksekusi. Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah............ XXX
Kas di Kas Daerah ....c.........cccccomnierrrrececenennen KKK

Pengeiuaran Pembiayaan-PMPD................... XXX
POrUDBREN S AL T s censssisssntsensnsssisposs XXX

b. Pelepasan Investasi
Berdasarkan nofa kredit dari bank. Fungsi akuntansi-PPKD

1)

2)

membukukan dalam buku jurnal.
Kas di Kas Daerah......................coooeenn. XXX
Pendapatan bunga...LO.................ooooiviciinanne XXX
Investasi Jk Pendek.......................c.ccocrnenrrnne XXX

Jika dianggarkan dalam pembiayaan, Fungsi akuntansi-PPKD

membukukan pada buku jumal sebesar nilai yang diterima.

Perubahan SAL.............mmeninnicmireecennenn. XXX
Penerimaan Pembiayaan............... SR XXX

Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-PPKD

membukukan dalam buku jurnal.
Pelepasan investasi jangka panjang diatas nilai perolehan investasi
jangka panjang
Kas di Kas Daerah...........ccocovvinriviceianiiiiiniiosonnns XXX
Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang LO........ XXX
Utang Dalam Negeri Obligasi...................cccovmrerrnsnrens XXX
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Perubahan SAL........... RS ... -\o ot oes XXX
Penerimaan Pemblayaan.................cooeenenns XXX

Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan investasi

jangka panjang.
Kas diKas Daerah...... ....c.cooicciiinniis vvnn XXX
Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang LO........ XXX
Utang Dalam Negeri Obligasi.................cocovvcicnnnan XXX

Perubahan SAL........cocuiiiniiniiiien. XXX
Penerimaan Pembiayaan..................cccceucinnnn XXX

c. Hasil Investasi
1) Hasil investasi jangka pendek

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi

akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah...................ccooccovi e XXX
Pendapatanbunga....LO...................ocvevrnen. XXX
Perubahan SAL. ..o, XXX
Pendapatan bunga....LRA. ..............c.cc0ceeee, XXX

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 metode:
a) Metode Biaya

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD, Fungsi

akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal

KasdiKasDaerah....................coo0o.. s XXX
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Perubahan SAL ... XXX
Bagian laba yang dibaglkan kepada Pemda-LRA ....... XXX

b) Metode Ekuitas
Pembukuaan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba),
Fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah..................cccc.e. XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO... XXX

Pembukuan pada saat penernmaan hasil, Fungsi akuntansi-PPKD
membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah...............cccocniiininacannn XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah................... XXX
Perubahan SAL........occoovivnnireini i XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA..... XXX

¢) Metode Nilai Bersih yang direalisasikan
Pembukuaan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi
akuntansi-PPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam buku

jurnal.
KasdiKasDaerah..................ccooevviricnnrirninns XXX
Pendapatan bunga dana bergulir LO...................... XXX
Perubahan SAL.... o TR, ;v
Pendapatan Bunga dana bergullr IR AR XXX

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang belum
direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan penyesuaian
(sistem prosedur akuntansi piutang)
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AKUNTANSI KEWAJIBAN PPKD

Kewajiban merupakan utang yang timbul darl peristwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan
pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke
entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat
mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas
kontrak atau peraturan perundang-undangan.

1. Pihak yang terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban terdiri atas:
a. BUD
1) menyiapkan dokumen ftransaksi penerimaan, pembayaran dan
reklasifikasi utang;
2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi
Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.
b. Fungsi Akuntansi PPKD
1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
2) memposting jumal-jurnal transaksikejadian investasi ke dalam Buku
Besar masing-masing rekening (rincian objek);
c. Pejabat Pengeloiaan Keuangan Daerah (PPKD)
Dalam sistem akuntansi kewajiban, °PPKD memiliki tugas

menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum
diserahkan kepada BPK,

2. Dokumen yang Terkait
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara
lain adalah:
a. Surat Perjanjian Utang
b. Nota kredit |
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c. SP2DLS

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan pembiayaan) serta
sistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban (pengeluaran

pembiayaan).
a. Penambahan kewajiban

Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, fungsi

akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jumal.

Ko Ol ICO8 DIOBIRIL. ... .ooncerttBeiaoiPaesrrrs vs roryprvosssvssssns svosssss XXX
Hutang Jangka panjang...... ... S5 S o o O PRy XXX
POrEDANER SAL . 4 e e it XXX
Penerimaan Pembiayaan. ... ..o voerrmranememerinrconness KKK

b. Pengurangan Kewajiban

Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang jangka panjang yang
telah jatuh tempo, fungsi akuntansi-PPKD membukukan dalam buku

jurnal.
Bagian lancar Hutang jk. Panfang............... RS XXX
RS Ol a8 DI s e issseienssvsrssasaaraashrsaspissisaaras XXX
Pengeluaran Pembiayaan................ocoiiieieicinirearn XXX
P U O AL T 15 s v 440 vemsmas pmseasssessohnsinn XXX

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman

yang

dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dan nilai pelunasan), fungsi

akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jumal.

Hutang jk. Panjang., ..........ccruer. I e sscock i XXX
Surplus penyelesaian utang.... LO .............cciiiiinnn XXX
B DT TR e T free: s ¢hroe ¢ o005 s (xmeges wae soms vy exmer XXX
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Pembukuan sebesar nilai yang dibayar
Pengeluaran Pembiayaan.. ............. P R e e ia s I
Porubahan SAK:. .. S RUIIREED ... ... .o it irassststsmsesrmsnsssseras BRI

¢. Pada saat penyusunan laporan keuangan,
Berdasarkan surat perjanjian hutang fungsi akuntansi-PPKD menghitung
hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun kedepan dengan
membukukan dalam buku jurmal.

Hutang jangka panjang... R SCEEERIE + o 4

Bagian lancar l-iutang ]:.Panjang ...................................... XXX

. KOREKSI DAN PENYESUAIAN PPKD

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan
agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai
dengan yang seharusnya, Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat

terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada
periode berjalan.

Beberapa koreksi yang terjadi di PPKD adalah sebagai berikut -

a) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga
mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan
dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SIKPA, dan akun neraca yang terkait.

(1) Penerimaan Fembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga
mengakibatkan penambahan posisi Kas
Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran

angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai
berikut:
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Perubahan SAL ......lRlililil, i recssssisonsasiossas KKK
SILPAJSIKPA...... ciosimensis N CONNCIRA X 85555 XXX

(2) Penerimaan Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Kesalahan atas  kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga
mengakibatkan pengurangan posisi Kas
Contoh; Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok
pinjaman tahun lalu kepada BUMD., akan dijumal sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD ................... XXX "
KBS ) RS D I R I i r oo+ 5xx0s50sc ssnssosssasansanssassassssss AT

TR F TR, XXX
e R S R I O §

(3) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan penambahan posisi Kas.
Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga
mengakibatkan penambahan posisi Kas
Contoh : Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka
panjang tahun laiu kepada pemerintah pusat, akan dijurnal sebagai
berikut:

T BRI 5 U S SIp ¢ )

s O KBS DRI o i siinesssnnsssssinssnsmnessans XX
Utang Pemerintah PUSat.................c...orccvrivnessnrercnnssesessenses XXX

(4) Pengeluaran Pembiayaan - mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga
mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
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Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu
kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai
berikut:

Utang Pemerintah Pusat ...............cocoorevnniviiiiicnnmnnnn XXX
Kas 0 IKaS DBOTBN ore oo veoesieissnsrsaeeinnssrzsnsmassssssssssnssses RN

SILPAI S PA ... o I .o ovoven revsovesitsassessase XXX ]
PR D A AN S A eyt dobyos chbs it inddassns sooburssIRSS XXX |

b) Koreksi kesalahan ataé pencatatan kewajiban yang menambah maupun
mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas,
SILPA/SIKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

(1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran
utang jangka panjang.
Kas di Kas Daerah.................... e S OO . 5 XXX

(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran

utang jangka panjang.
UGN . - rrevrerannar SRR e/ w5 se 75+ v s 1 avansrarsassansas XXX
S O IS D RO I s oo vvvseesessesrbssivsssnnaesinamvsrs XXX
S A S R P e o TIN5 17w e brs e sowrositvsssal XXX
T B Y L oty s v vt b os s v ba ks s i XXX

21

7y



JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA SALDO

1. Jurnal
Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi yang dimulai
dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian Laporan
Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD
sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan Memo Jumal ke dalam

buku Jurnal, Format Memo Jurnal dan Buku Jumnal yang digunakan adalah
sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN ..ooovve
MEMO JURNAL
Tahun Anggaran
Nomor :
Tangga: ...
SKPD ot
Kode Perkiraan Deskripsl Perkiraan Jumiah Debet | Jumiah Kredit
|
Kateran
Bukt : : Nomor Tangg
2.
3
Dicatat Ofieh Disetujus : Auditor
MEMO JURNAL Halaman 1 dari 1
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PEMERINTAH KABUPATEN ....... v

JURNAL
Periode : 1 Jangan s4d. 31 Desember 200X
Urusan Pemerintahan -1 Urusan Wajib
Bidang Pemersintahan 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daersh
Unit Organisasi 13.20.05 DPTRAD
Sub Unit Organisasi @ 1. 20. 05, 02 DPPRAD (PPKD)

No TANGGAL NO.BUKT1 REKINING URAIAN  REF DEBET KREDIT

] JUMLAH

Fungsl Akuntansi PPKD

tangan)
(nama lengkap)
NIP

2. Buku Besar
Tahapan selanjutnya seteiah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting
ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi PPKD mem-posting atau
memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar

masing-masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah sebagai
berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN .........
BUKU BESAR
Periode 1 1 Januar 5.d. 31 Desember 2011
Urusan Pemerintahan : | Urussn Wajib
Bidang Pemerintahan : | .20 Ortonoms Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuargan Daerah, Perangk
Unit Organisasi 11.20.05 DPPYAD

Sub Unit Organisasi  : 1.20.05.02 DPPKAD (PPKD)
Kode Relening Buku Besar @ 113

Nama Rekening Buky Besar  :  Plutang

No | TANGGAL URATAN

2
:
:

JUMLAH
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3. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan
keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo
Buku Besar.Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode
rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo atau

Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN .........
SALDO BUKU BESAR
per 31 Degamowy 2041
Urusan Pemerintahan T L. TIuian Wagh CU.norm Domah, Pemerraahan U, AGmiatius: Keumgan
Unit Organisas! P 1,08 OPOWAD
Sub Unit Organisasi P 1.%0.05. 02 DPPKAD (PPED)
KODE REXENING URAIAN ~ DEBET WREDIT

JuMLAH

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui proses
akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK PPKD. Jurnal dan posting yang telah
dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan

keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71/2010, terdapat 5
Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu.

» Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

. Neraca;

e  Laporan Operasional (LO);
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e Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
« Catatan atas Laporan Keuangan (CalK).

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan

adalah:

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-PPKD)
PPPK PPKD melakiikan penyusunan atas Laporan Keuangan.

b. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan Laporan
Keuangan-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di
entitas pelaporan.

2. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan
a. Membuat Neraca Saldo

PPK-PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi
neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD
PPK-PPKD membuat jurnal penyesuaian.Jurnal ini dibuat dengan tujuan
melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan
pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.Jurnal
penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom *Penyesuaian” yang
terdapat pada Kertas Kerja.
Jumal koreksi danpenyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan
untuk:
1) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan
2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir

tahun

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

25



1) Koreksi kesalahan pencatatan
Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPK-
PPKD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh
Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah
diotorisasi, PPK-PPKD langsung membuat pembetulan atas jurnal
yang salah catat tersebut Misalnya. transaksi beban/belanja telepon
dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi atas
kesalahan tersebut, PPK PPKD menjurnal “Beban telepon” di debit dan
‘Beban listrik” di kredit.

9.1.02.03.01 Beban telepon XXX

9.1.02.03.03 Beban listrik XXX

Karena merupakan f(ransaksi realisasi anggaran, PPK PPKD juga
mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL
dengan menjurnal *Belanja telepon” di debit dan "Belanja listrik" di
kredit.

5.1.02.03.01 Belanja telepon XXX
5.1.02.03.03 Belanja listrik XXX

2) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka
Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir
periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang masa
manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat dengan
pendekatan beban oleh pemerintah daerah. Pada akhir tahun,
berdasarkan Surat Perjanjlan Sewa, PPK PPKD akan membuat bukti
memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran
untuk penyesuaian beban sewa, PPK PPKD akan mencatat
penyesualan beban sewa dengan jurnal “Sewa dibayar di muka/Beban

Jasa Dibayar Dimuka® di debit dan ‘Beban sewa" di kredit pada buku
jurnal.
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1.1.06.02 Beban Jasa Dibayar Dimuka XXX
9.1.02.07 Beban sewa XX

c. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat PPK PPKD melakukan
penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi neraca saldo atau
daftar saldo buku besar setelah penyesuaian,

. Membuat LRA, Membuat jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah
penyesuaia.Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk
dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode rekening yang
berawalan 4, 5 dan 6) dan kemudian membuat “Laporan Realisasi
Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA Akuntansi PPKD juga membuat
jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA.Prinsip penutupan ini

adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol), Berikut contoh
jurnal penutup LRA!

4.01.01.XX Pendapatan-LRA XXX
5.01.01.XX Belanja XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LRA XXX
7.3.01.01  Surplus/Defisit LRA XXX
7.3.03.01 SILPA/SIKPA XXX
7.3.03.01 SiLPA/SIKPA XXX
7.3.04.01 Perubahan SAL X

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.
Berikut adalah format LRA PPKD *
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e. Membuat LO dan jurnal penutup LO
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi PPKD
mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan
Operasional (kode rekening yang berawalan 8 dan 8) untuk kemudian
membuat Laporan Operasional,
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Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat
jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO.Prinsip penutupan ini adalah
membuat nilai akun-akun LO menjadi 0.

Kemudian, setelah membuat jumal penutupan, Akuntansi PPKD
menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.Berikut contoh jurnal
penutup LO.

8.01.01.XX Pendapatan-LO XXX
9.01.01.XX Beban XXX
7.3.01.01 Surplus/Defisit LO XXX

Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir
Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas
periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional
(LO) yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan
menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas SKPD,

PEMERINTAH KABUPATEN .........
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG SERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah
Urusan Pemerintahan 1 unsan Wajd
Bidang Pemerintahan 1 1.2 Croeomi Caeraly, Pemesvtaban Uimom, Adsinstyasi Keuangan
Unit Crganisasi i 1.0.08 LR
Sub Unit Organisasi 1 1.20.08.02 DPPAD (PPED)
NO URAIAN 20X1 2000
1 [EXUITAS AWAL XXX i
2 ISURPLUSIDEFSIT LO XXX X0
3 [DAMPAK KUMULATF PERUBAHAN KEBUAKANKESALAMAN NENDASAR
1 KOREKS! NILAI PERSEDIAAN 0 XX
5 SELISIH REVALUASE ASET TETAP X0 2004
L] X0 XXX
7 00 X

LAING AN
rmnwm
Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun

Surplus (Defisit) = LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup
akhir

31



g. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir)
Berdasarkan Neraca Saldo setelfah Penutupan LO, Akuntansi PPKD
membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi
PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir, Neraca Saldo Akhir ini akan
menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.
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Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas akuntansi, PPKD juga wajib menyelenggarakan sistem
akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPDsebagai alat
akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik
daerah.Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung jawab pengguna
anggaran sehingga pada saat menyampaikan kaporan keuangan PPKD
untuk dikonsclidasi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab.Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa
Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
internal yang memadal, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung
Jawab adalah sebagai berikut:

J. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH
DAERAH

1. Ketentuan Umum
Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau
entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses
konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat
pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD
dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan
keuangan.
Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

a,

b
c.
d

Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
Neraca;

Laporan Operasional (LO);
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e. Laporan Arus Kas (LAK),
f.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

2. Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemernintah
daerah adalah sebagai berikut :
a. PPK PPKD
b. PPKD
3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
a. Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporan keuangan
Konsolidasi  dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan
menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi
yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan PPKD, Laporan
keuangan yang disusun entitas akuntansi harus sudah menggabungkan
laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris
berada di bawahnya Laporan keuangan entitas akuntansi yang
digabungkan adalah:
« Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
* Neraca,
» Laporan Operasional (LQ);
» Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas laporan tersebut

diata hasil penggabungan. Format laporan keuangan setelah
penggabungan .
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Format Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN ........
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Datam Rupiah)
No| _ URAMN

) AS AWAL

2 PLUSIDEFISITAO

3 AK KUMULATE PERUBAHAN KEBUAKANKE SALAHAN MENDASAR!
N KOREKS! NILAI PERSEDIAAN

5 SELISIM REVALLIASI ASET TETAP

6 LAIN-LAIN
7 [EXUITAS AKHIR

5EEE 5%
sEEy B

b. Melakukan Eliminasi
Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan
dijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang dikonsolidasikan (R/K
SKPD) dan kewajiban yang dikonsolidasikan (R/K PPKD), Kedua akun
tersebut mempunyai nilai saldo yang sama. Akun tersebut merupakan
gabungan rekening timbal balik(reciprocal account) atas transaksi antar
entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD sehingga secara
enttas pelaporan saldo akun tersebut bukan merupakan hasil taransaksi
keuangan daengan phak eksternal Akun akun tersebut harus dieliminasi
agar neraca daerah tidak menyajikan hasil cari transaksi antar entitas

akuntansi sehingga Format laporan keuangan neraca gabungan setelah
eliminasi:
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¢. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Setelah menyusun Lapora Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah daerah
yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansi pemerintah
daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan Laporan Perubahan
SAL. Fomat Laporan Perubahan Saldo Aanggaran Lebih

Faemal Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebin

PEMERINTAH KABUPATEN ........
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Datam Rupiah)
NO URAIAN

20X1
1/Saldo Anggaran Lebih Awal XXX
Penggunaan SAL sebaga Penermaan Pembiaysan Tahun Berjalan g

L)

Sublofal (T -2)
4|Sisa LebihKurang Pembiaysan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Subtotal (3 + 4)
Koresi Kesalahan Pembiukuan Tahun Sebelumnya
Laindain
Saldo Anggaran Lelih Akhir (5 + 8+ 7)

ssuguuly |°

d. Menyusun Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari
Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi
tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah
dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian
diklasifikasikan ke dalam akfivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas
pendanaan, aktivitas transitoris. Berikut merupakan contoh format Laporan
Arus Kas. Forma Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:
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e. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca, dan Laporan Arus Kas Hal-hal yang diungkapkan di dalam
Catatan atas Laporan Keuangan antara lain.

Bab| | Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan
Bab Il | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
21 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja
keuangan SKPD
22 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan
Bab Il | Penjeiesan pos-pos laporan keuangan
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan Pemda
3.1.1 | Pendapatan
3.1.2 | Beban
3.1.3 | Belanja
314 |Aset
3.1.5 | Kewajiban
3.1.5 | Ekuttas Dana
32 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban
yang timbul sehubungan dengan penerapan basis
akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
menggunakan basis akrual pada Pemda.
Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda
BabV | Penutup
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f.

Membuat Pernyataan Tanggung Jawab

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan
sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah
sebagai alat akuntabiiitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang
milik daerah. Laporan Keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah
merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat
menyajikan laporan pemerintah daerah harus dilengkapi dengan Surat
Pemyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi
permyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab ada'ah sebagai berikut:
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SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten ........ Tahun Anggaran
........ sebagaimana terlampir adaiah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadsai dan isinya telah menvajikan informasi pelaksanaan

anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan,

BUPATI LANGKAT

gt i

47




LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 07 Takew sar

TANGAL 24 Jauvec: Aol"
TENTANG - Sistem Akuntans: Pemenntahan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING URAIAN NORMAL

1 ASET

1.1 ASET LANCAR

L S | Kas

1.1.1.01 Kas & Kas Dacrah

1.1.1.01.0 Kas & Kas Daerah.....

1,1.1.01.02 [~ SR

1.1.1.02 ¥as di Bendahara Penerimaan

1.1.1.02.01 Kas o Bendahara Penerimaan

1.1.1.03 Xas di Bendahara Pengelusran

1.1.,1.03.01 Kas di Bendahars Pengehuaran - Bank

1.1,1.03.02 Kas d Bendahara Pengeluaran - Tunal

1.1,1.04 Kas di 8LUD

1.1,1.04.01 Kas di 8LUD

1.1,1.05 Kas Lainnya

1.1,1.05.m Kas Lainnya

1.1.,1.06 Satars Kas

1.1.1.06.01 Setars Kas

1.1.1.06.02 Do e

1.1.2 Investasi Jangka Pendek

1.1.2.01 Investasi dalam Saham

1.1,2.01.01 Irvestasi dalam Saham

1.1,2.01.02 Dst... .

1.1,2.02 Irvestasi dalam Deposito

1.1.2.02.01 Depasito Jangika Pendek

1.1,2.03 Irvestasi Dalam SUN

1.1,2.03.01 Investas! Dalam SUN

1.1.2.04 Irwvestasi Dalam S8

1.1.2.04.0¢ Investasi Dalam S8

1.1,2.05 Investasi Galam SPN

1.1,2.05.00 Irvestas Dalam SPY

1.1,2.06 Investasi Jangka Pendek BLUD

1,1,2.06.01 Investas! Jangka Pendek BLUO

1.1.2.07 Investas Jangka Pendek Lannya

1,1.2.07.01 Investisi Jangka Pendek Lainnya

1.1.3 Piutang Pendapatan

1.1.3.01 Plutang Pajak Daeran

1.1,3.01.01 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

1.1.3.01.02 Plutang Bea Balik Narma Kendaraan Bermotor

1.1.3.01.03 Plutang Pajek Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

1.1.3.01,.04 Plutang Pajak Alr Parmulaan

1.1,3.01.05 Plutang Pajak Rokok

1.1.3.01.06 Putang Pagak Hotel

1.1.3.00.07 Pwtang Pajak Restoran

1.1,3.01.08 Putany Pajak Hiburan

1.1.3.01.09 Pastang Pajak Reldame
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Putang Pajak Penerangan Jalan

Putang Pajak Parkir

Piutang Pajak Air Tansh

Plutang Pajek Sarang Burung Walet

Piutang Pajak Minesal Bukan Logam dan Batuan

Plutang Paak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Putang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Putang Retribus
Piutang Retribus Pelayanan Kesehatan
Pitang Retribust Pelsyanan Persampahan/ Kabersinan

Piutang Retribusi Penggantian Blaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akts Catatan Sipl

Putang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Putang Retribus Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Piutang Retribus Pelayanan Pasar
Putang Retribusl Penguian Kendaraan Bermotor
Piutang Retribusi Pemerisaan Alat Pemadam Kebakaran
Piutang Retribusi Penggantion Biaya Cetak Peta
Plutang Retribusi Penyedizan dan/atau Penvyecotan Xakus
Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Piutang Retnbust Pelayanan Tera/Tera Ulang
Putang Retribusi Pelayanan Pendidian
Plutang Retribusi Pengendalian Menars Telckomunikasi
Plutang Retribug Pemakaian Kekaysan Daerah
Piutang Retribus Pasar Grose dan/ atau Pertokosn
Plutang Retribusi Tempat Pelelangan
Piutang Retribusi Teeminal
itang Retribus Tempat Khusus Parkur
Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahany Villa
Piutang Retribusi Rumah Potong Hawan
Plutang Retribust Pelavanan Kepefabuhan
Piutang Retribust Tempat Rekreasi dan Olh rags
Plutang Retribust Penyebrangan Alr
Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Piutang Retribus: Lzin Mendinkan Bangunan
Plutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beraliohol
Piutang Retribusi Lzin Gangguan
Piutang Retribusi Tzin Travek
Plutang Retribusi Ixin Perikanan
Plutang Retribusi Pengendalian Lalu Untas
Piutang Retribust Perpanjangan [2in Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA)

Piutang Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Oupisahkan
Piutang Bagian Laba atas Peryertaan Modal pada Perusabiaan Milik
Daerah/BUMD

Piutang Bagan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Millk
Pemenntan/BUMN
Putang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik

Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Plutang Jass Giro
Putang Bunga depasito
Putang Tuntutan Gantl Kerugian Daerah
Puitang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
Putang Denda atas Keterlambatan Pefaksansan Pekerjoan
Piutang Dendy Pajak
Piutang Denda Retribusi




KODE REKENING URAIAN NORMAL

1.1.3.04.08 Plutang Hasl Exsekusl atas Jaminan

1.1.3.04.09 Piutang dari Pengembakan

1.1,.3.04.120 Putang dan Penyclenggaraan Pendigikan dan Peiatihan

1.1.3.04.11 Plutang darl Angsuran/Cicllan Penjualan

1.1.3.04.12 Plutang Zakat

1.1.3.04,13 Pustang Hasil darl Pemanfaatan Kekayaan Daerah

1.1.3.08.14 Piutang BLUD

1.1.3.04.15 Piutang Hasil Penjusian Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

1.1.3.04.16 Piutang Hasil dan Pengeiolaan Dana Sergulir

1.1.3.4.17 [+ o

1.1.3.05 Putang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.1.3.05.01 Putang Bagl Hasll Pajak

1.1.3.05.02 Piutang Bagl Haml Bukan Pajaky/Sumber Daya Alam

1.1,3.05.03 Putang Dana Alokasi Umum

1.1.3.05.04 Putana Dana Alokasi Khusus

1.1,3.05.05 1 - A

1,1.3.06 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

1.1.3.06.01 Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur

1.1.3.06.02 D

1.1.3.07 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lannya

1.1.3.07.00 Plutang Transfer Bagl Hasil Pajak Daerah

1.1.3.07.02 Plutang Transfer Lainnya..

1.1.3.07.03 1 A

1.1.3.08 Piutang Pendapatan Lainnya

1.1.3.08.01 Plutang Pendapatan Lainnya. .

1.1.3.08.02 Dst...,

1.1.4 Piutang Lainnya D

1.1.4.01 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

1.1.4.01.01 Bagian Lancar Tagihan Jangka Parjang

1.1.4.01.02 Dst.... ...

1.1.4.02 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas

Lainnya

1.1,4.02.01 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan usaha Mk Negara

1.1,4.02.02 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Millk Daerah

1.1.4.02.03 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepeda Pemerintah

1.1,4,02.04 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemenntah Daerah Lainnya

1.1.4.02.05 - PR

1.1,4.03 Baglan Lancar Taghan Penjualan Angsuran

1.1.4.03.01 Bagian Lancar Tagihan Penjuatan Angsuran Penjualan Rumah Dinas
Daerah Golongan 11

1.1.4.03.02 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjuaian Kendaraan
Perorangan Dinas

1.1.4.03.03 Dst.....

1.1.4.04 Bagian lancar Tuntutan Gantl Kerugian Daerah

1.1.4.04.01 Bagian fancar Tuntutan Gant! Kerugian Daerah Terhadap Bendahara

1.1.,4.04.02 Baglan lancar Tuntutan Ganti Kerugran Daerah Terhadap Pegawal
Negeri Bukan Bendahara

1.1.4.05 Uang Muka

1.1.4.05.01 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa

1.1.4.05,02 5~ SR

1,1.4.06 Panjar Kegatan




Pemyisinan Piutang Hasli Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Penylshan HMutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada
Entitas Lainnya

Penyisihan Baglan Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penysihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kesugian

Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka

Persediaan Alat Listrik dan edektronik { lampu piiar, battery kering)
Persediaan Perangko, materal dan benda pos lainmya

Persedizan Peralatan kebersihan dan bahan pembersin
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas

Panjar Xegiatan
Penyisihan Putang Pajak Daerah
Penyisihan Piutang Retribusi
Pemyishan Plutang Lain-iain PAD yang Sah
Penyisthan Piutang Transfer Pemernitah Daersh Lainnya
Pemyisihan Piutang Pendapstan Lainnya
Penyisihan Baglan Lancar Tagihan Jangka Panjang
Beban Gaj dan Tunfangsn Dibaysr Dwmwka
Beban Barang Dibayar Dimuka
Beban Barang Dibayer Dimuka
Beban Jusa Dibayar Dimuka
Beban Lainnya
Perseciaan Alst Tulls Kantor
Persediaan Dokumen/Administras! Tender
Persediaan isi tabung pemadam kebakaran
Persadiaan Isl tabung gas
Persedaan Bahan baku bangunan

Bebar: Jasa Dibayar Dimuka
Bebon Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Penyisihan Uang Muka
Beban Dibayar Dimuka
Beban Pegaws Dibayar Dimuka

Penyishan Plutang Pendapatan
Penyisthan Patang Lainnya

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
Beban Lainrya
Persadiaan Banan Pakal Habis
Persadiaan Bahan/Materal

Penyisihan Piutang
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Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga
Aset Untuk Dikonsolidasikan

Frjaman kepada Badan Usaha Milik Negara

Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Swasta

Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

Pinjaman kepada Pemenntah Dasrah

Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta

1nvestasi dalam Obligas
Investasi dalam Proyek Pembargunan

Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Penyertaan Modal Kepada BUMD

Dst......

Persedaan Bbit ternak
Persediaan Bahan obat-obatan
Persediaan Bahen kimia
Persediaan Bahan Makanan Pokok
Persagiaan Barang Lainmys
R/K SKPD
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Tanah Kampung
Tanah Emplasmen

R/K SKPD
Pngaman Jangka Panfang kepada Entitas Lainnya
Investas: Non Parmanen Lainmya
Tanah Perkampungan
Tanah Kuburan
Tanah Pertanian

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Dt
ASET TETAP
Tanah
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URAIAN
Tanah Sawah Satu Tahun Ditanam
Tanah Tagalan
Tanah Ladang

Tanah Perkebunan

Tanah Perkebunan
Kebun Campuran

Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
Kabun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain

Hutan

Hutan Labat

Hutan Belukar

Hutan Tanaman Jenis

Hutan Alam Sejenig/Mutan Rawa

Hutan Untuk Penggunaan Khusus
Kolam Ikan

Kolam Tan Alr Tawae

Kolam Jkan Tambak
Danau/Rawa

Tanah Danau

Tanah Tasdus/Rusak

Tanah Rawa

Tanah Tendus

Tanah Rusak
Alang-atang dan Padang Rurmput

Tanah Alang-alang
Tanah Padang Rumput
Tanah Pengguna Lain

Tanah Penggakan
Tanah Urituk Bangunan Gedung

Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
Tanah Untuk Bangunan Industri

Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jass

Tanan Kosong

Tanah Peternakan

Tanah Bangunan Pengairan

Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan

Tanah Lambiran/Bartaran/Lepe-lepe/Setren dst

Tanah

Tanah

Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

Tanah Lapangan Olah Raga
Tanah Lapangan Parkir

Tanah Lapangan Penimbun Barang
Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam

Tanah Lapangan Pengujian/Pengaiahan

Tanah Lapangan Terbang

Tanah Untuk Bangunan 3alan
Tanah Urtuk Bangunan Air
Tanah Untuk Bangunan Instalasi
Tanah Untuk Bangunan Jaringan

Tanah Untuk Bangunan Bersejarah

Tanadi Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
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Tansh Untuk Bangunan Tempat Ibadah
Peralatan dan Mesin

Grader

Excavator

Pile Deiver

Hauler

Asphal Equipment
Aggregate $ Concreta Equipment
Azt Pengangkat

Mesin Proses
Alat-Alat Besar Apung

Alat-Alat Besar Darat
Tractor

Foating Excavator
Amphiti Dredger
Kapal Tarlk

Mesin Proses Agung

Aat-alat Banty

Elactric Generating Set
Unit Pemetinaraan Lapangan
Adat Pengolahan Air Kotor

Aiat Penarik
Feeder
Mesin Eor

Pembangkit Usp Air Panas/Sistem Generator

Alat Angkistan Darat Bermotor

Kendaraan Dwnas Benmotor Perorangan

Kendaraan Barmotor

Kendaraan Bermotor Anghutan Barang

Kendoraan Barmotor Khusus

Kendaraan Bermotor Beroca Dua

Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Kendaraan Bermokar Angkutan Barang
Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpeng
Kandaraan Tak Bermotor Khusus

Adat Angkut Apung Bermotor

Aat Angiit Apung Bermotor Barang

Aat Angkut Apung Bermotor Penumpang

Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
Alat Angkut Apung Tak Bermotor
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Alat Argkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus

Alat Angkut Barmotor Udara
Perkakas Konstruks: Logam Terpasang pada Pondasi
Perkakas Konstruksi Logam yang Berpndah

Kapal Terbeng
Alat Bengkel Barmesin

1.3.2.07
1.3.2.07,01
1.3,2.07.02
1.3.2.07.03
1.3.2.08
1.3.2.08,01
1.3,2.09



Perxakas Bengiel LStk
Perkakas Bengkel Service
Perkakas Pengangkat Bermesin
Perkakas Bengkel Kayu
Perkakas Bengked Khusus
Peralatan Las
Pericakas Pabrik Es

Aiat Bengkn! Tak Bermesin

Perkakas Bengkel Konstruks! Logam
Perkakas Benghel Listrik

Perkakas Benghel Service
Perkakas Stancar (Standart Tool)
Perkakas Xhusus (Special Tool)
Perkakas Bengke! Kerja

Perafatan Tukang-tukang Bes!
Peratatan Tukang Kayu

Peralatan Tukang Kulit

Peralatin Ukur, Gip & Fating
Alat Ukur

Alat Ukur universat

Alat Uleur/Test Intslegansia
Alat Uur/Test Alat Kepribadan
Alat Ukur [Test Xlinis Lan

Aat Caibrasi

Urvversal Tester

At Ukur/Pembanding
Alat Uhur Lainnya

Alat TimbangarnyBiora

Anak Timbangan/Basa
Takaran Kering

Takaran Bahan Banguran 2 HL

Takaran Latex/Getah Susu

Gelas Takar Berbagai Capastas
Alat Pengolahan

Alat Pznen/Pengoianan

Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
Alat-Al3t Paternakan

Alat Peryimpanan Hasil Percobaan Pertanian

Alat Laboratorium Pertanian
Al Procesing

Alat Produks Perikanan
Nat Pernelharaan Tanaman/Alat Penyimpan

Alat Pasca Panen

At Prmesifiarsan Tanaman
Mat Panen

Alat Penyimpanan

Alat Laboratorium

Alat Penangkap [kan

Alat Kantor

Mesin Tik

Mesin Hitung/Jumiah

Alat Reproduksi (Penggands)

At Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Alat Kantor Lainnya
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Alat Rumah Tangga

Meubelair

Alat Pengukur Wakty
Alat Pembersih
Alat Pendingin

Alat Dapur

Alat Rumah Tangga Lainnya (Horme Use)
Alat Pernadam Kebasaran
Komputer

Komputar Unit/Janngan

Peralatan Komputer
Komputer

Peraiatan Perscnal Komputer

Server Komputer

Komputer Note Sook

Printer

U

Peralatan Min Komputer

Personal
Perlatan Jaringan

Monitor /Display
Scanner

Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Kevboard, Hardisk,

Speaker)
Meia Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Meja Kerja Pejebat

Mes Rapat Pejabat

Kurs Kerja Pejabat

Kurs Rapat Pefabat

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
Kurs Tamu di Ruangan Pejabat
Leman dan Arsip Pejabat

Alat Studio

Peralatan Studio Video dan Fim
Peralatan Studio Video dan Fim A
Peralatan Cetak

Peralatan Pemetaan Ukur

Peralatan Studio Visual

Alat Komunikas Telephone

Alat Kemuniicasi Radio SS8

Ala* Komunias: Radio HF/FM

Alat Komunikasi Radio VHF

Alat Kosmunikas) Radio UHF
Alat Koemunikas! Sosial

Nat-alat Sandl

Peralatan Pemancar MF/MW
Peralatan Pemancar HF/SW
Peralatan Pemancar VHF/FM
Peralatan Pemancar UHF
Perafatan Pemancar SHF
Peralatan Antena ME/MW
Peralatan Antena HF/SW
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Peralatan Antena VHFFM
Peralatan Antena UHF
Peraiatan Antena SHF/Parabol
Pergatan Translator VHF/VHF
Peralatan Translator UHF/UMF
Peralatan Transiator VHF/UHF
Peralatan Transiator UHF/VHF
Peralatan Microvawe FPU
Peralatan Microvawe TVRO
Peralatan Dummy Load
Switcher Antena
Switcher/Menara Antena
Humitity Contrel
Program Input Equipment
Peralatan Antena Penerima VHF

Alat Kedokteran Urmum
Alat Kedokteran Gigh

i

Alat Kedokteran Keluarga Berencana
Mata

Alat

Aiat Kedokteran T.H.T
Alat Rotgen
Alat Farmast

Alat Kedokteran Bedah

Alat Kesehatan Kebidanan don Penyakit Kandungan
Alat Kadokteran Baglan penyakit Dalam

Mortuary

Alat Kesehatan Anak

Alst Kedokteran Pendenta Cacat Tubuh

Alat Kedokteran Neurologi (syarad)

Alat Kedokteran Jantung

Pollklink Set

Alat Kedokteran Nukdic

Alzt Kedokteran Radiolog|

Alat Kedokteran Kulit dan Kelames
Alat Kedokteran Gawat Darurat

Alat Kedoktersn Jiwa

Alat Kedokteran Hewan

Aat Kedokteran Bedah

Kesehatan
Alat Kesehatan Perawatan

Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisan

Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

Alat Xesehatan Matra Laut

Alat Kesehatan Matra Udara

Alat Kesehatan Oahvaga
\rit-Unit Laboratorium

Alat Laboratorium Kimia Air

Alat Laboratorium Microbiologi

Aiat Laboratorum Hidro Kinia

Alat Laboratorium Model/Hidrolika

Alat lahoratorum Buatan)Gealog!

Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksl
Alat Lzboratorium Aspal Cat & Kimia

Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
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Aat Peraga/Praktek Sekolah Bdang Penddikan/Ketrampéan Lam-lan

Mat Proteksi Radiasi / Protekst Lingkungan Alat Ukur Fisika

Alat Proteks Rackasi | Proteksi Ungkungan Alat Kesehatan Kerja

Alat Proteksi Radias! / Proteks! Lingkungan Metecrological Equipment

Alat Proteks! Radiasl / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi
Radiasticn Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
Peralatan Laboratorium Fidrodinamika Wave Generator and Absorber

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Agquistion and Analyzing|
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Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan ;| Model Ship

Peralatan Laboratorum Hidrodinamika Cavitation Tunnel
Peratatan Laboratorium Hidrodinamika Overhead Cranes
Workshop

Peralatan Laboratorium Mdrodinamika Peralatan umum

System

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Propelier Model
Warkshop

Peralatan Laboratorium Hidrodnamika Permesinan - Mechanical
Workshop

Peralatan Laborstonum Hidrodinamika Pemesinan | Precisian
Mechanical Workshop

Peralatan Laboratorkum Midrodinamika Pemesinan Painting Shop

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Pemesinan : Ship Model
Preparation Shop

Peralatan Laboratordum Hidrodnamika Pemesinan : Electrical
Workshop

Peralatan Laboratordum Hidrodinamika MOB

Peralatan Laboratosium Hidrodinamika Photo and Film Equipment

Senjata Agi

Senjata Genggam
Semata Pinggang

Senjats Bahu/Serjata Laras Panjang
Senapan Mesn
Mortir

Anti Laps Baja

Artilens Medan (Armed)

Artilen Pertahanan Udara (Arhanud)

Pefury Kendall/Rudal

Kavalen

Sengata Lain-ain
Persanjataan Non Senjata 4o

Alat Keamanan
Non Senjata Apl

Senjata Sinar

Laser

Alat Keamanan dan Perindungan

Alst Bantu Laks Lintas Darat dan Air

Alat Peddindungan
Gedung dan Bangunan

Aat Bantu Kesmanan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

hmn:nnaedmm«
Bangunan Gudang

Banguran Gudang Untuk Bangked
Bangunan Gedung Instalasi

Bangunan Gedung Laboratorum
m
Bangunan

Kesahatan
Banginan Gedung Tempat Pertamuan

Bangunarn Gedung Tempat Ihadah
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
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Bangunan Gedung Terminial/Pelabuhan/Bandar
Bangunan Pengujian Kelaian
Bangunan Menara Perambuan Penerang Panta
Bangunan Perambut Penerangan Panta Tidak Bermenara
Bangunan Menara Telekomunikas:
Bangunan Bersejarah
Rumah Peninggalan Sejarah
Makam Sejarah
Bangunan Tempat Ibacah Bersejarah
Bangunan Bersejarah Lainnya
Rambu Bersuar Lalu Untas Darat
Rambu Tidak Bersusr
Rambu-Rambu Lalu Uintas Udara
Runway/Threshold Light
Visual Approach Siope Indicator (VASI)
Approwdh Ught
Runway Identification Light{Reils)

Mess/Wisma/Bungalow/Termpat Peristirahatan
Asrama

Hoted

Motet

Fat/Rumah Susun

Bangunan Gedung Garasy'Pool
Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
Bangunan Gedung Pabirik
Bangunan Stasiun Bus
Bangunan Kandang HewanyTemak
gangunan Gedung Perpustakaan
Bangunan Gedung Museum
Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
Bangunan Rumah Tahanan
Bangunan Gedung Kramatorium
Bangunan Pembakaran Bangkal Hewan
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Bangunan Gedung Tempat Tinogal
Rumah Negara Golongan |
Rumah Negara Golongan 11
Rumah Negara Golongan 111
Istana Peringatan
Rumah Adat
Candi
Tugu Titik Kontrol/Pasy
Tugy/Tanda Batas
Rambu-Rambu

mm

rtmene2RANRNSNSR 28238858 3898 =IY9ZI8 98 =3¥8 =8 B3 B 28833
ST o g1 g Tl Gy, @1 g v N QY et i W e bl e YR P G R e e ey . . . v . SRR
ZS2SS8588355823888 8888888888888 2388 3333333 8888 LE_LEEEE5888882382s¢8
Y el A NK L R . T AR T e R - o e Ry . R AR i P . - - = . . s+ o= . . . . . - . Bt A

. R LAY T A R AR AR 3 oA ¥ .e ) SLAAET . s Toa WL Sh S . - - ae - - el RN . “Too L S

. T U e . %" . . . . - . - P S S — TSN —— . » d (®
.-....thlnllhl.i.ollllllll!“tc&llllllll“l11111111‘1‘1‘1111




17

Buku Matematica & Pengetahiuan aam
Buku Timy Pengetahuan Praktis

Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
Buku Geograf, Biografi, Sejarah

Terbitan

Karya Grafika (Graphic Material)
Three Dimensional Artetacs and Realita
Bentuik Micro (Microform)
Rekaman Suara Sound Recording

Berkas Kompuser (Computer Files)

g
|
W

Janingan Pipa Gas Transmis
Jaringan Pipa Distribusi
Jaringan Pipe Dinas

Instalast Gardu Gas
Instatasi Jaringan Pipa Gas
Instalasi Pengaman Penangkal Pebr
Janngan Alr Minurm,
Jaringan Pembawa
Jaringan Induk Distribus
Jaringarn Cabang Distribusi
Jarngan Sarmbungan ke rumah
Jaringan Listrik
Jaringan Transmis!
Jaringan Distribusi
Janngan Telepon
Jarngan Telepon DI atas Tanah
Jaringan Telepon D bawah Tanah
Jarngan Telepon Didalam Av
Jaringan Gas
Jaringan BBM
Aset Tetap Lainnya
Buku Ik Pengetahuan Umum
Buky Fisafat
Buky Xeagamaan
Buku Tw Sosial
Bukky Dvry Bahasa
Terbitan Berkala
Buku Laporan
Barang-Bwang Perpustakaan
Naskad: (Manuskrip)
Alat Olah Raga
Tanca Penghargaan
Maket dan Foto Dokumen

|
Hi

Instalast Gas
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REKENING URAIAN
1.3.5.04.07 Benda-benaa Bersajarah
1.3.5.04.08 Barang Keragnan
1.3.5.05 Alat Otah Raga Lainaya
1.3.5.05.01 Senam
1.3.5.05.02 Alat Olah Raga Ar
1.3.5.05.03 Alat Olah Raga Udara
1.3.5.05.04 Aat Diah Raga Lannya
1.3.5.06 Hewan
1.3.5.06.01 Bnatang Ternak
1.3.5.06.02 Bnatang Unggas
1.3.5.06.03 Binatan) Melata
1.3.5.06.04 Binatang Tkan
1.3.5.06.05 Hewan Kebun Bnatang
1.3.5.06.06 Hewan Pengamanan
1.3.5.07 Tanaman
1.3.5.07.01 Tanarman Perkobunan
1,3.5.07.02 Taraman Holtdkttura
1.3.5.07.03 Tanamon Kehutanan
1.3.5.07.04 Taraman Hias
1.3.5,.07.05 Taraman Obat dan Kosmetka
1.3.5.08 Aset Tetap Renovasi
1,3.5.08.01 Aset Tetap Renovast
1.3.6 Konstruksi Dalam Pengeriaan
1.3.6.01 Konstruks: Dalarm Pengerjaan
1.3.6.01.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.3.7 Akumulasi Penyusutan
1.3.7.01 Akumulas Penyusutan Peralatan dan Mesin
1.3.7.01.01 Axumulasl Pemyusutan Alat-Alat Besar Darat
1.3.7.01.02 Arumulasi Pervusutan Alat-Alat Besar Apung
1.3.7.01.03 Akurnulast Penyusutan Alat-alat Bantu
1.3.7.01.04 Akumulasl Peryusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.3.7.01.05 Akumulasl Panyusutan Alat Angiutan Darat Tak Bermotor
1.3,.7.01.06 Akumulasi Penyusutan Alat Angiout Apung Bermator
1.3,7.01.07 Akurmulast Pemyusuten Alst Angiut Apung Tak Bermator
1.3,.7.01.08 Axumulasi Peryusutan Alat Angkut Bermotor Udara
1.3,7.01.09 Axumulasi Penyusutan Alat Bangked Bermesin
1.3,7.01.10 Akumylas Penyusutan Alat Bangkel Tak Bermesin
1.3.7.00.11 Akumulasi Peryusutan Alat Ukur
1.3.7.01.12 Akumulasi Peryusutan Alat Pengolahan Pertanian
1.3,7.01.13 Akumulas Peryusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1.3.7.01.14 Akumuiast Panyusutan Alat Kantor
1.3.7.01.15 Akumuiasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
1.3,7.00.16 Akumudasi Penyusutan Peratatan Komputer
1.3.7.00.17 Akumutas Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Ragat Pejabat
1.3.7.01.18 Akumulasi Penyusutan Alst Studo
1.3.7.01,19 Akumuiasi Penyusutan Alat Komunikas
1.3.7.00.20 Axumulas: Fenyusutan Peralatan Pemancar
1.3.7.00.21 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
1.3.7.00.22 Alumuilasi Penyusutan Alat Kesehatan
1.3.7.0.23 Axumulasi Penyusutan Unit-Unt Laboratorium
1.3.7.00. 24 Axurnuilasi Penyusutan Alst Peraga/Praktek Sekolah
1.3.7.01.25 Akurmulasi Panyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuldie
1.3.7.01.26 Axumlasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuldic / Elektronika
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1.3.7.001.27 Akumifas Penyusutan Alat Proteks: Radiasi / Proteks Lingkungan
1.3.7.01.28 Akumulasi Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive

Testing Laboratory (BATAM)
1.3.7.01.29 Akumulasi Peryusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1.3.7.01.30 Akumifas Peryusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1.3.7,01.31 Acurmutasi Penyusutan Senjata Api
1.3.7.01.32 Axurmulasi Penyusutan Perseniataan Non Senjata Aps
1.3.7.01.33 Akumwiast Penyusutan Senjata Sinar
1.3.7.00.4 Akumulasi Peryusutan Alat Keamanan dan Perindungan
1.3.7.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1.3.7.,02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.3.7.2.0 Akumulasl Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1.3.7.02.03 Axumulas! Penyusutan Bangunan Menara
1.3.7.02.04 Akumulasl Penyusutan Bangunan Bersejarah
1.3.7.02.05 Akumulasi Peryusitan Tugu Peringatan
1.3.7.02.06 Akumutas Penyusutan Cano
1.3.7.02.07 Akumutasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
1.3.7.02.08 Axumulasi Penyusutan Tugy Peringatan Lain
1.3.7.02,.09 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasts
1.3.7.02.10 Aumulasi Penyusutan Bangunar, Rambu-Rambu
1.3,7.02.1 Asumulasl Penvusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Uintas Udara
1.3.7.03 Axurmulas Penyusutan Jaian, Ingasi, dan jaringan
1.3,7.03.01 Axunulas Penyusatan Jalan
1.3,7.03.02 Akumulas! Penyusitan Jembatan
1.,3.7.03.03 Axumulasi Panyusutan Bangunan Alr Ingasi
1.3,7.03.04 Akumulasi Penyusutan Bangunan Alr Pasang Surut
1.3,7.03.05 Axumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa
1.3.7.03.06 Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengarman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam
1.3,7.03.07 Akumulisi Fenyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Alr dan Air
Tanah
1.3,7.03.08 Akumulasi Penyusutan Bangunan Ar Bersih/Baku
1.3,7.03.09 Axumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor
1.3,7.03.10 Axumulasi Penyusutan Bangunan A
1.3.7.03.11 Axumuias| Penyusitan Instalasi Ar MinumyAir Bersih
1.3.7.03.12 Akurmviasi Penyusutan Instalasi Ar Kotoe
1.3.7.03.13 Axumulast Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
1.3.7.03.14 Akumulas Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1.3,7.03.15 Acumulasi Penyusutan Instalasi Permbangkit Listrik
1.3.7.03.16 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Ustrik
1.3.7.03.17 Axumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan
1.3.7.03.18 Akumulasi Penwusutan Instalasi Gas
1.3,7.03.19 Axumnulasi Fenyusutan Instalasi Pengaman
1.3.7.03.20 Axurmulasi Penyusutan Jaringan Alr Minum
1.3.7.03.21 Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik
1.3.7.03.22 Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon
1.3,.7.03. 23 Axurnulasi Penyusutan Janngan Gas
1.3.7.04 Axurmulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1.3.7.04.01 Aurnulasi Penyusutan Buku
1.3,7.04.02 Akumulas! Penyusutan Tertitan
1.3.7.04.03 Akumulasl Perwusutan Barang-Barang Perpustakaan
1.3.7.04.04 Akurmulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan
1.3,7.04.05 Akumulasl Peryusugan Alat Olah Raga Lainnya
1.3.7.04.06 Akumulast Penyusutan Aset Tetap - Renovasi
1.4 DANA CADANGAN




4.1 Dana Cadangan

A.1.00 Dana Cadangan

.4.1.01.00 Dana Cadangan

3 ASET LAINNYA

5.1 Tagihan Jangka Panjang

.5,1,01 Taghan Penjualan Angsuran

.5.1,01.00 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Galongan 111

.5.1.01.02 Tagihan Angsuran Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas

.5.1.02 Tuntutan Gant! Karugian Daerah

.5.1.02.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara

.5.1.02.02 Tuntutan Ganti Keruglan Dasrah Terhadap Pegawal Bukan
Bendahara

$S42 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

.5.2.01 Seve

.5.2.00,01 Sawa

.5.2.02 Kerjasama Pemanfaatan

,5.2.02.0 Kerjaserma Pemantaatan

.5.2.03 Sangun guna serah

.5.2.03.01 Bangun guna serah

.5.2.04 Bangun serah guna

v5.2.04.00 Bangun serah guna

(543 Asct Tidak Berwujud

.5.3.0 Goodwill

.5.3.01.01 Goodwill

.5.3.00.02 Dt i N

i
g
i

5.3.02.01 Lisensi dan frenchise ..
.5.3.02.02 S R
5.3.03 Hak Cipta
5.3.03.01 Hak Opta ..
.5.3.03.02 Ont.. LS
5.3.04 Paten
.5.3.04.01 Paten .
.5.3.04.02 = SR
5.3.05 Aset Tidat Bervaujud Lairitya
5.3.05.01 Softwere
5.3.05.02 Kagan
5.3.05.03 Ol
5.3.06 Akumulas Amortisasi Asat Tidak Berwyjud
.5.3.06.01 Akumuias Amcrtisasl Gooows
.5.3.06.02 Akumulas Amortisasl Usensi dan frenchise
5.3.06.03 Akumidasi Amortisasi Hak Cipta
5.3.06.04 AKuLLaSE AmOrtisasi Paten
5.3.06.05 Akumutas: Amortisast Aset Tidat Berwujud Lainnya
5.4 Aset Lain-lain
5.4.01 Aset Lsin-lain
5.4.01.01 Aset Lain-lain
5.4,01,02 DR s

KEWAJIBAN




21

Utang Perhitungan Pihak Katiga (PFK)
Utang Bunga Obligasi

Utang luran Jaminan Kesehatan

Utang PPN Pusat

Lrang Taperum

Mlmr:hm

Utang Perhitungan Aihak Ketiga Lainnya

Utang Bunga kepada Pemeringah

Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Utang Bunga Kepada BUMN

Utang Bunga Kepada BUMD

Utang Bunga kepada Bank

Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
mmmwmmn

Utang Taspen
Utang PPh 22
Utang PPh 23
Utang PPh 25

Utang PPh 21
Utang Bungs kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang Taspen
Utang Turan Jaminan Kesehatan
Utang PPh Pusat
g, PPN P
Utang Taperum
Umohﬂhw;hh'w
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
Utang Jaminan
Jtang Jaminan
Utang Bunga kepada Pemerintah
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
umm;::almwo
3 B Dol hagr L
Utang Bunga Luar Neger|
Utang Bunga Luar Megen
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REKENING URAIAN
2.1.2.07.02 = A

2.1.3 Baglan Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.3.01 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2.1.3.010.01 Bagian Lancar Utang Dalam Negen Sektor Perbankan
2.1.3.01.02 o M,

2.1.3.02 Bagran Lancar Utang dart Lembiaga Keuangan Bukan Bank
2.1,3.02.01 Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.1.3.02.02 Bk 2 B e

2.1.3.03 Bzgian Lancar Utang Pemesintah Pusat
2.1.3.03.01 Bagian Lancar Utang Pemenntah Pusat
2.1.3,03.02 D el

2.1.3.04 Bagian Lancar Utang Pemerintah Pravinsi Laintya
2.1.3.04.0 Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnys
2.1.3.04.02 SN ORI

2.1.3.05 Bagian Lancar Utang Pamerintah Kabupaten/Kota
2.1.3.05.0 Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten,/Kota
2.1.3.05.02 O s

2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

2.1.4.01 Setoran Kelebhan Pembayaran Dan Pitkak 111
2.1.4.01.01 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak 1!
2.1.4.01.02 Dst z

2.1.4.02 Uang Muka Penjuaian Produk Pemda Dari Pihak 111
2.1.4.02.01 Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Phak 111
2.1,4.02.02 O iaaie b

2.1,4.03 Uang Muka Letang Penjualan Aset Deerah
2.1.4.03.01 Uang Muka Lefang Penjusian Aset Daerah
2,1,4.03.02 0o s

2.1.4.04 Pendapatan Diterima Dimuka linnya
2.1.4.04.00 Pendapatan Diterima Dimuika aivya
2.1.4.04.02 B

2.1.5 Utang Beban

2.1.5.00 Utang Baban Pegawa:

2.1.5.01,01 Utang Beban Pegawat

2.1.5.02 Utang Beban Barang dan 3ass

2.1.5.02,01 Utang Beban Barang dan Msa

2.1.5.03 Utang Beban Bunga

2.1.5.03.01 Utang Beban Bunga

2.1.5.04 Utang Besan Subsidi

2.1.5.04.00 Utang Beban Subsidh

2.1.5.05 Uteng Beoan Hbsh

2.1.5.05.01 Utang Beban Hbah

2.1.5.06 L2anq Beban Bantuar Sosial

2.1.5.06.01 Utang Beban Bantuan Sosial

2.1.5.07 Utang Beban Transfer

2.1.5.07.01 Utang Beban Transfer

2.1.5.08 Utang Beban Lain-4ain

2.1.5.08,01 Utang Beban Lain-iain

$.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

2.1.6.01 Utang Kefebihan Pembayaran PAD

'y =
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1.6,01,01 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
1.6.01,02 Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
1.6,01.03 Utang Keletinan Pembayaran Hasil Pengelolsan Kekayaan Daerah
yang Dipssahkan
1.6.01.04 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-4ain PAD yang sah
1.6.02 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
1.6.02.01 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Pedimbangan
1.6,02,02 Utang Kelebthan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
1.6,02.03 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemenntah Daerah Lainnya
1.6.02.04 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari
Provinst dan Pamerintah Daerah Lainnya
2,1.6.03 Utang Kelebihon Permnbayaran Lain-Lain Pendagatan yang Ssh
2.1.6.03.01 Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2.1.6.03.02 Utang Kalebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya
2.1,6.04 Utang Jangha Pendek Lainnya
2.1.6.04.00 rang Jangks Pendek Lainnyn
2.1.6.04.02 [ TR
2.1.7 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan K
2.1.7.01 R/K PPKD
2.1.7.00.01 R/K PPKD
2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2.2.1 Utang Dalam Negeri K
2.2.1.01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2.2.1,01.01 Utang Dalam Neger| Sextor Pertiankan
2.2.1.02 Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2.2.1,02.01 Utang Darl Lembiaga Keuangan Bukan Bank
2.2.1.0 Utang Dalam Negeri-Obligas:
2.2.1.03.01 Utang Dalam Negeri-Obligasi
2.2.1.04 Utang Perngrintah Pusat
2.2.1.04.01 Utang Pernerintah Pusat
2.2.1.05 Utang Pernerintah Daerah Lainnya
2.2.1.05.01 Utang Pemerintah Daerah Lainnya
2.2.1,06 Utang Datam Neger! Lainnys
2.2,1.06.01 Utang Dakam Negerf Lainnya
2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya K
2.2.2.01 Utang Jangka Panjang Lannya
2.2,2,01.01 Wtang Jangka Panjang Lannya
3 EKUITAS
3.1 EKUITAS
- 1 U | Ekuitas K
J3.1.1.01 Ekuitas
3.1,1.010.01 Ekuitas
3.1.1.0 Xoreksi Exuitas
3.1.1.02.01 Koreksl Nilad Persediaan
3.,1,1.02,02 Selsih Revaluasl Aset Tetap
3.1.1.02.08 Lain-ain
3.1.2 Surplus/Defisit LO K
3.1,2.01 Surplus/Defisit LO
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3.1.2.010.01 Surplus/ Defisit LO
- PENDAPATAN - LRA
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA K
4.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
4.1,1.01.01 PKB - Mobil Penumpang + Sedan - LRA
4.1,1.00,02 PXB - Mobil Penuimpang - Jeep - LRA
4.1.1.01.0 PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4.1.1.01.04 PKB - Mob# Bus - Microbus - LRA
4.1.1,01.05 PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4.1.1.01.06 PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4.1.1.00.07 PKB - Mobil Barang/ Beban « Light Truck - LRA
4.1.1.01.08 PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4.1.1.00.09 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4.,1.1.01.10 PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4.1.1.010.11 PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Ar - LRA
4.1.1.02 Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor (B8NKSB) - LRA
4.1,1.02.01 BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4.1.1.02.02 BBNKB -Mobil Penumpang - Jaep - LRA
4.1.1,02.03 BBNKE -Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4.1.1.02.04 BENKE -Mobsl Bus - Mirobus - LRA
4.1.1.02.05 BBNKE -Mobd Bus - Bus - LRA
4.1.1,02,06 BENKE -Mobi Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4.1.1,02.07 BENKS -Mobd Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4.1.1,02,08 BENKS -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4.1.1,02.09 BENKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4.1.1,02,10 BBNKE -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4.1.1.02.11 BENKE -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan d Air - LRA
4.1.1.03 Pajak Batian Bakar Kendaraan Bemotor - LRA
4.1.1.03.01 Pajak Bahan Bakar Premium - LRA
4,1.1.03.02 Pajak Bahan Bakar Pertamar - LRA
4,1.1.03.03 Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus « LRA
4.1,1.03.04 Pajak Bahan Bakar Solar - LRA
4,1,1.03.05 Pajak Sahan Bakar Gas - LRA
4,1.1.03.06 ) R
4,1.1.04 Pajak Air Permukaan - LRA
4.1,1.04.01 Pajak Ar Permukazn - LRA
4.1.1,08 Pajak Rokok - LRA
4.1,1.05.01 Pajak Rokok - LRA
4.1.1,06 Pajak Hotel - LRA
4.1.1,06.01 Hotel - LRA
4.1.1.06.02 Mote! - LRA
4.1.1.06.03 Lnsmen - LRA
4.1.1.06.04 Gubuk Pariwisata - LRA
4.1.1.06.05 Wisma Pariwisata - LRA
4.1.1.06.06 Pesanggrahan - LRA
4.1.1.06.07 Rumah Penginapan dan Seenisnya - LRA
4.1.1.06.08 Rumah Kos dengan Jumiah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA
4.1.1,07 Pajok Restoran - LRA
4.1.1.07.01 Restoran - LRA
4.1.1.07.02 Rumah Makan - LRA
4.1.1.07.03 Kafetaria - LRA
4.1.1.07.04 Kantin - LRA
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4.1.1.07.05 Warung - LRA

4.1.1.07.06 Bar - LRA

4.1.,1.07.07 Jasa Boga/ Katering - LRA

4.1.1.08 Pajak Hiburan - LRA

4.1,1.08.01 Tontonan FilmyBieskop « LRA

4.1.1.08.02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tar/Busana - LRA

4.1.1.08.03 Kontes Xecantikan, @inaraga, dan Sejenisnya - LRA

4.1.1.08.04 Pamesan - LRA

4.1.1.08.08 Diskotik, Karacke, Kiad Malam dan Sejenisnya - LRA

4.1.1.08,06 Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA

4.1.1.08.07 Permainan Bilyar, Golf, Bowing - LRA

4,1,1.08.08 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Penmainan Ketangkasan - LRA

4.1.1.08.09 Panti Pjat, Refieks, Mandl Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes
Center) « LRA

4.1.1.08.10 Pertandingan Olatwaga - LRA

4.1.1.09 Pajak Rexlame - LRA

4.1.1.09.01 Rekiame Papan/Sillboard/Videotron/Megatron - LRA

4.1.1,09.02 Reidame Kain - LRA

4.1.,1,09.03 Rekiame Melekat/Stiker - LRA

4.1.1.09.04 Rekiame Selebaran - LRA

4.1.1.09.05 Reklame Berjalan - LRA

4.1.1.09,06 Rekiame Udara - LRA

4.1.1.09.07 Reklame Apung - LRA

4,1.1.09.08 Reklame Suara - LRA

4.1.1.09.09 Reklame FilmySlide - LRA

4.1.1.09.10 Reklame Peragaan - LRA

4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan - LRA

4.1.1.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendri - LRA

4.1.1.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA

4.1.1.11 Pajak Parior - LRA

4.1.1.11.01 Pajak Parkir - LRA

4.1.1.12 Pajak Air Tanah - LRA

4.1.1.12.01 Pajak Air Tanah - LRA

4.1.1.13 ma’mmm-w

4.1.1.13.01 Pajak Sarang Burung Walet - LRA

4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA

4.1.1.14.01 Asbes - LRA

4.1.1.14,02 Batu Tulls - LRA

4.1.1.14.03 Batu Setengah Permata - LRA

4.1.1.14.04 Batu Kapur - LRA

4.1.1.14.05 Batu Apung - LRA

4.1.1.14.06 Batu Permata - LRA

4.1.1.14.07 Bentonit - LRA

4.1.1.14 08 Dolomie - LRA

4.1.1.14.09 Feldspar « LRA

4.1,1.14.10 Garam Batu (Haite) - LRA

4.1.1.14. 11 Grafit - LRA

4.1.1,14,12 Granit/Andesit - LRA

4.1.1,14.13 Gips - LRA

4.1.1,14,.14 Kafsit - LRA

4.1.1,14.15 Kaolin - LRA

4.1.1.14.16 Leusit - LRA

4.1.1.14,17 Magnesit  LRA

4.1.1.14.18 Mika - LRA

1y -



URAIAN NORMAL
.1.1.14.19 Marmer - LRA
.1.1.14.20 Nitrat - LRA
.1.1,14. 21 Opsidien - LRA
21.1.14.22 Oker - LRA
.1.1.14.23 Pasir dan kerikll - LRA
1.1.14.24 Pasr Kuarsa « LRA
.1.1.14.25 Perlit - LRA
1.1.14.26 Phospat - LRA
1.1.14.27 Talk - LRA
L.1.1.14.28 Tanah Serap (Fullers sarth) - LRA
1.1.14.29 Tanah Diatome - LRA
J1.1.14.30 Tansh Lat - LRA
1.1,14.31 Tawas (Alum) - LRA
.1.1.14.32 Tras - LRA
e W O T A 1 Yarosif - LRA
.1.1.14.34 Zeolit < LRA
5 O% B% [ B0 Basal - LRA
.1.1.14.36 Trakit - LRA
.1.1,14,37 Mineral Bukan Logam dan Lanmys - LRA
4.1.1.15 Pajak Bismi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4.1.1,15.01 Pajak Burni dan Bangunon Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4.1.1.16 Bez Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA
4.1,1.16.01 BPHTE - Pemindahan Hak - LRA
4.1.1.16.02 BPHTB - Pamberian Hak Sary - LRA
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA K
4.1.2.m Retnbus Pelayanan Kesshatan - LRA
4.1.2,00.01 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
4.1.2,01.02 Puskesnas keling - LRA
4.1.2.01.03 Puskesmas pembantu - LRA
4.1.2.01,.04 B8atal Pengobatan - LRA
4.,1.2,01,05 Rurnah Sakit Umum Dacah - LRA
4.1.2.01,06 Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimilid
dan/atau Dikeloa oleh Pernda - LRA
4,1.2,02 Retribus| Pefayanan Persampanan/ Kebersihar - LRA
4.1.2.2.01 Pengambilan/Pengumpulan Sampah dan Sumbermya ke Lokast
Pembuangan Sementara - LRA
4.1.2.02.02 Pengangiutan Sainpah darl Sumbernya dan/atau Lokasi
Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir
Sampah - LRA
4.1.2.02.03 Penyediaan Lokas Pembuangan/Pemusnahan Akhr Sampah - LRA
4.1.2.03 Retribus: Penggantian Biaya Cetak Xartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipd - LRA
4.1.2.03.01 Kartu Tanda Penduduk - LRA
4.1.2.03,02 Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA
4,1.2,03.03 Kartu Identitas Karja - LRA
4.1.2.03.04 Kartu Penduduk Sementara « LRA
4.1.2.,03.05 Kartu ldentitas Penduduk Musiman - LRA
4.1.2,03.06 Kartu Keluarga - LRA
4.1.2.03.07 Akta Catatan Sipi - LRA
4.1.2.04 Retribusi Palayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4.1.2.04.01 Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA
4.1.2.04.02 Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat -
LRA
4.1.2.05 Retribusi Pelayanan Paror o Tep! Jalan Umum - LRA
4.1.2.05.01 Penyediaan Pelayanan Parkir & Tepl Jalan Umum - LRA

ty -



REKENING URAIAN ORMAL

.1,2.06 Retribusi Pedayanan Pasar - LRA

.1.2.06.00 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA

.1.2.06.02 Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA

.1.2.06,03 Retrbus Pelayanan Pasar - Kios - LRA

4.1.2.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA

4.1.2.07.01 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA

4,1.2.07.02 Retribusi PXB - Mobll Penumpang - Jeep - LRA

4,1.2.07.03 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA

4.1.2.07.04 Retribusi PKB - Mobll Bus - Microbus - LRA

4.1.2.07.05 Retribusi PKB - Mobll Bus - Bus - LRA

4,.1.2.07.06 Retribusl PXB - Mobil Bacang/ Beban - Pick Up - LRA

4.1.2.07.07 Retribusi PK8 - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA

4,1.2.07.08 Retribust PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA

4.1.2.07. 9 Retribusi PKB - Sepada Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA

4.1.2.07.10 Retribusi PKB - Sepada Motor - Sapada Motor Roda 3 - LRA

4.1.2.07.11 wm-mmmmam-m

4.1.2.08 Retribusi Pemenksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA

4.1.2.08.0 Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Penqujiar Alat Pernadam
Kebakaran - LRA

4.1.2.08.02 Alat Perangguiangan Kebakaran - LRA

4.1.,2,08.03 Alat Penysiematan Jiwa - LRA

4.1.2.09 Retribusi Penggantian Baya Cetak Peta - LRA

4.1.2,09.0 Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA

4.1,2.09.02 Penyediaan Peta Foto - LRA

4,1,2,00.03 Penyediaan Peta Digital - LRA

4.1.2,09.04 Penyediaan Peta Tematik - LRA

4.1.2.09.05 Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA

4.1.2.10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyecotan Kakus - LRA

4.1.2.10.01 Panvadaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA

4.1.2.11 Retribusi Pengokshan Limbah Calr - LRA

4.1.2.11.01 Rumah Tangga - LRA

4.1.2,.11.02 Perkantoran - LRA

4.1.2.11.03 Industin - LRA

4.1,2.12 Retribusl Petayanan Tera/Tera Ulang - LRA

4.1.2.2.01 Pengujian Alat-alat Ukur, Tekar, Timbang, dan Perlengkapannya -
LRA

4.1.2.12.02 Pengujian datam Keadaan Terbunghus - LRA

4.1,2.13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA

4.1.2.13.01 Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA

4.1,2.13.02 Pelathan Teknis - LRA

4.1.2.14 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikas - LRA

4.1.2.14.01 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikast - LRA

4.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekaysan Daerah - LRA

4.1.2.15.01 Peryewaan Tanah dan Bangunan - LRA

4.1,2.15.02 Laboratorium - LRA

4.1.2.15.03 Ruanolnw

4.1.2.15.04 Kendaraan Bermotor - LRA

4.1.2.16 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA

4.1.2.16.01 Penyediaan Fastiitas Pesar Grosir berbagm Jeres Barang - LRA

4.1.2.16.02 Fasiitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA

4.1.2.16.03 Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh
Pemerintah Doerah - LRA

4.1.2.17 Retribus Ternpat Palelangsn - LRA

(v -



REKENING URAIAN
1.2.17.00 Pelelangan Tkan - LRA
.1.2.17.02 pelelangan Temak - LRA
1.2.17.03 Peletangan Hasi Bumi - LRA
1.2.17.04 Pelalangan Hasi Hutan - LRA
. 1.2.17.05 Jasa Peletangan serta Fasiitas Lainnya yang Diseciakan di Tempat
Pelelangan - LRA
.1.2.18 Retnbus Terminal - LRA
4.1.2.18.01 mmmmmmw
dan Bs Umum - LRA
4.1.2.18.02 Tempat Keglatan Usaha - LRA
4,1,2.18.03 Fasditas Lainmya di Ungkungan Tesminal - LRA
4.1.2.19 Retribus Tempat Kiusus Parkic - LRA
4.1.2,19.01 Petayanan Tempat Khusus Parkir - LRA
4.1.2.20 Retribus Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4.1.2.20.0 Pelayanan Temgat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA
4.1.2.2 Retribus Rumah Potong Hewan - LRA
4.1.2.21.01 Pelayanan Pemeriksaan Kesahatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA
4.1.2.21,02 Petayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LRA
4.1.2.22 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4.1.2.2.01 Pelayaran Jasa ke Peiabuhan - LRA
4.1.2.23 Retrbusi Termpat Rekreasi dan Ofah raga- LRA
4.1.2.23.0 Pelayafan Tempat Resreasi - LRA
4.1,2.23.02 Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4.1.2.23.03 Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
4.1.2.24 Ketribusi Penyebrangan Air - LRA
4.1.2.24.01 Pelayanan Penyebrangan Orang - LRA
4.1.2.24.2 Pelayanan Penyebrangan Barang - LRA
4.1.2.28 Petribus Perjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4.1.2.25.0 Penjuaian Has# Produksi Usahz - LRA
4.1.2.2 Retribus [12in Mendirikan Bangunan - LRA
4.1.2.26.01 Pemberian 1zin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA
4.1.2.27 Retribusi Lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4.1.2.27.01 Pemberian Tzin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol -
LRA
4,1.2.28 Retrivust 12in Gangguan - LRA
4.1.2.28.01 mummmmwmmm
4.1.2.28.02 mmwmwummmm-
4.1.2.9 Retridusi 12in Trayek - LRA
4.1.2.29.01 Pemberian 12in Trayek kepada Orang Pribadi - LRA
4.1.2.9.0 Pemberian 1zin Trayex kepada Badan - LRA
4.1.2.3% Retribusi Tzin Perkanan - LRA
4.1.2.3.01 Pemberian 12in usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA
4.1.2.30.02 Pemberian 1zin usaha Perikanan kepada Badan - LRA
4.1.2.3 Retribusi Pangendaiian Lalu Lintas - LRA
4.1.2.31.00 Penggunaan Auas Jatan Tertentu - LRA
4.1.2.31.02 Penggunaan Kordor Tertenty -LRA
4.1.2.31.03 Pevmunml@wmhmmnﬂWakqumd&M*
Bermaotor Perseorangan dan Barang - LRA
4.1.2.% nn;‘uwmmnmmmvmmmmﬂn




REKENING URAIAN NORMAL
4.1.2.32.01 Pemberian Perpanjangan TMTA kepada Permben Kerja Tenaga Kerja
Asing - LRA
.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang K
Dipisahkan - LRA
1.3.01 Bagian Laba utas Penypertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD - LRA
1.3.00.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Danral/BUMD - LRA
1.3.00,02 Bagian Laba atas Peayertaan Modal pada BUMD ... « LRA
4,1.3.01.08 1 SAmope I
4.1.3.02 Bagan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Mikikc
Negara/BUMN - LRA
1.3.02.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pade BUMN ........... - LRA
1.3.02.02 O i
.1.3.08 Bagian Labs atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta -
LRA
.1.3.03.00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan -
LRA
4.,1.3.03.02 1 SRR
4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA K
4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipssahian - LRA
4.1.4.00.01 Hasil Penjualan Tansh - LRA
4,1.4.01.02 wmmmm
4,1.4.01,00 Hasil Penjuaian Gedung dan Bangunan - LRA
4.1.4,01.04 Hasll Penjualan Jatan, Irigasi dan Jaringan - LRA
4,1.4.01.05 Hasil Penjualar, Aset Tetap Lainnya - LRA
4.1.4.02 Hasil Peruadan Asat Lainnya - LRA
4.1.4.02,01 Hasll Penjualan Aset Lamnya - LRA
4.1.4.03 Penérimaan Jasa Giro - LRA
4.1.4.03.01 Jasa Giro Kas Daerah - LRA
4.1.4.03.02 Jasa Giro Bendahara - LRA
4,1.4.03.03 Jasa Giro Dana Cadangan - LRRA
4.1.4.03.04 DI e sl
4.1.4.04 Pendapatan Bunga - LRA
4.1.4.04.01 Pendagiatan Bunga Deposito ... LRA
4.1.4.04.02 Pendapatan Bunga Dana Bergulir LRA
4.1.4.04.03 ) SR
4.1.4.05 Tuntutan Ganti Kerugian Daarah - LRA
4.1.4.05.01 Tuntutan Ganti Kerugian Deerah Terhadap Bendaharawan - LRA
4.1.4.05.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Peguwai Negeri Bukan
Bendaharawan - LRA
4.1.4.06 Komisi, Patongan dan Selisih Nilan Tukar Rupiah - LRA
4.1.4.06.01 Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA
4.,1.4.06.02 Penerimaan Potongan dan ............ - LRA
4.1.4.06.03 Penarimaan Keuntungan Selisih Néai Tukar Rupiah dafl .............. -
LRA
4.1.4.06.04 0 T s
4.02 Pendapatan Denda atas Keterdambatan Pelaksanaan Pekarjaan - LRA
1,1,.4.07.01 Pendapatan Denda stas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pendidikan - LRA
4.1.4.07.02 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Kesehatan - LRA
4.1.4.07.03

Pendapatan Denda atas Keterlarnbatan Pelaksanaan Pekarjaan
Bidang Pekerjaan Umum - LRA
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E REKENING
4.1.4.07.08
4.1.4.07.05
4.1.4.07.06
4.1.4.07.07
4.1,4,07.08
4.1,4,.07.09
4.1.4.07, 10
4.1.4.07.11
4.1.4.07.12
4.1.4,07.13
4.1.4.08
4.1.4.08.01
4.1.4.08,02
4.1.4.08.03
4.1.4,08,04
4.1.4.08.05
4.1.4.08.06
4.1.4.08.07
4.1.4.08.08
4.1.4.08,.09
4.1.4.08.10
4.1.4.08,.11
4.1.4,08.12
4.1.4.08.13
4.1.4.08.14
4.1.4.08,15
4.1,4.08.16
4.1.4.09
4.1.4.09.01
4.1.4.09.02
4.1.4.09.03
4.1.4.09.04
4.1.4.09.06
4.1.4,09,06
4.,1.4.09.07
4,1.4,09.08
4.1.4.09.09
4.1.4.09.10
4.1.4.09.11
4.1.4,09,12

Pendapatan Denda atas Keterlarmbatan Pelaksanaan Pekerfaan
Bidang Parumahan Rakydt - LRA

Pendapatan Denda atas Ketedambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Penataan Ruang + LRA

Pendapatan Denda atas Keterlarmbatan Pelaksanaan Pekerjasn
Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perhubungan - LRA

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pefaksanaan Pekerjaan
Budang Lngkungan Hidup - LRA

Pendapaian Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bigang Pertanahan - LRA

Pendapatan Denda atas Keterdambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Kependuduian dan Catatan Sipll - LRA

Pandapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Btang Pemberdayaan Perempuan dan Perfindungan Arak - LRA

Pendapatan Denda atas Keteriambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejantera - LRA
Dst...

Pendapatan Denda Pajak - LRA

Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Barmotor - LRA
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA

Pendapatan Denda Pajak Ar Permukaan - LRA
Perdapatan Denda Pajak Rokok - LRA
Pendapatan Denda Pajak Hotal - LRA
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA
Pendapatan Danda Pajak Rekiame - LRA
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jadan - LRA
Pendapatan Denda Pajak Paridr - LRA
Pendapatan Denda Pajak Alr Tanah - LRA
Pendapatan Denda Pajak Sirang Burung Walet - LRA
Pendapatan Denda Pajak Mneral Bukan Logam dan Batuan - LRA

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesasn dan
Perkotaan - LRA

Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -
LRA

Pendapatan Denda Retribusi - LRA

Pendapatan Denda Retribus Pelayanan Kesehatan - LRA

Pendapotan Denda Retribus Pelayanan Persampahan/ Kebersiban -
LRA |

Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biays Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipd - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pefayanan Parkr di Tepi Jalan Umum -
LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Perneriksaan Alst Pemadam Kebakaran
LRA

Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Baya Cetak Peta - LRA

Pendapatan Denda Retribus: Penyediaan dan/etau Penyedotan Kakus
- LRA

Pendapatan Denda Retribus Pengolahan Limbah Cair - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
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4.1,4.13.03
4.1,4.13.04

4.1.4.13.05
4.1.4.14
4.1.4.14.01

4.1.4.14.02
4.1.4.14.03

1.4.15

4.
4.1.4.15.01
4.1.4.15.02

Pendapatan Dends Retribus: Peysnan Pendidikan - LRA
Pendapatan Denda Retribuss Pengendalian Menara Telekomunikas! -
LRA
mmmmmm-m

mmwmmwwm-m

Pendapatan Danda Retribusé Tempat Pelelangan - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA

Pendapatan Denda Retribus Tempat Pengnapan/ Pesanggrahan/
Villa - LA

Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
Pendapatan Denda Retnbusi Tempat Rekreas dan Olah raga- LRA

Pendapatan Denda Retribusi Peryebrangan Air - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA

Pendapatan Denda Retnbusl lzn Mendirtcan Sangunan - LRA
Pendapatan Denda Retribus 1zin Tempat Penjualan Minuman
Beralkoho! - LRA

Pendapatan Denda Retribusi 1zin Gangguan - LRA
Pendapatan Denda Retribusi 12in Trayek - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Lzin Perikanan - LRA
Pendapaan Denda Retribusi Pengendalian Laku Lintas - LRA

Pendapatan Denda Retibusi Perpanjangan 1zin Mempekerjakan
Tenage Kerja Asing (IMTA) - LRA

Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA
Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
Pendapatan Hasl Bksekusi atas Jaminan - LRA

Hasll Exsekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/asa - LRA
Hesil Eksekus! Atas Jaminen atas Pembongkaran Rekiame - LRA
Hasll Ekselusi Atas Jaminan atas KTP Musiman - LRA

DR i

Pendapaton dan Pengembalian
Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi
Kesehatan - LRA

Pendapatan Darf Pengembalian Kedebihan Pembayaran Gaj dan
Tunjangan - LRA

Pendapatan Dari Pengembalian Kefabihan Pembayaran Peralanan
Dinas - LRA

Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Dikiat < LRA

Pendapatan Penyslenggaraan Sekolah - LRA
Pendapatan Penyelenggaraan Dikiat - LRA




REKENING URAIAN
4.1,4.15.03 DER aisorerrinre
4.1.4.16 Pencapatan dar Penyelenggarsan Sekoiah dan Diklat - LRA
4.1.4.16.0 Uang Pendaftaran/Uian Masuk - LRA
4.1.4.16.02 Usng Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA
4.1.4,16.03 Uang Ujan Kenalkan Tingkat/Kelas - LRA
4.1.4.16.04 D e b
4.1.4.17 Pendapatan dan Angsuran/Odian Penjuaian - LRA
4.1.4.17.01 Angsuran/Ccllan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan 111 - LRA
4.1.4.17.02 Angsuran/Cicilan Panjuatan Kendarsan Percvangan Dinas - LRA
4.1.4.18 Hasd dari Pemanlastan Kekayaan Daerah - LRA
4.1.4.18.01 Hasil dari Pamanfastan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
4.1.4.18.02 Hasil dan Pemanfaatan Kekayaan Deerah Xerjasama Pemanfaatan-

LRA

4.1.4.18.03 Hasll dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA
4.1.4.18.04 Hasi darl Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bengun Serah Guna - LRA

Pendapatan Zakat - LRA
Pencapatan Zakat - LRA

Pendapatan BLUD - LRA
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
Pendaoitan Hibah BLUD - LRA
Fendapatan Hasll Kerjasama BLUD - LRA
Pendapatan Lain-tain BLUD - LRA

Hasil dari pengeloiaan dana bergulir

.01 Hasil dan pengelolsan dana bergulir dari Kelompok
Masyarakal............ = LRA
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4.1.4.22 Lain-ain PAD yang Sah Lainnya - LRA

4.1.4.22.01 Lain-iin PAD yang Sah Lainnys - LRA

4.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA

4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

4,2.1.01 Bagi Hast Pajak - LRA

4.2.1.01,0 Bagl Hasii can Pagak Bumi den Bangunan sextor Pertambangan - LRA
4,2.1.0

Bagi Hasi! dani Pagak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA
Bagl Hasll gari Pajak Bumi dan Bargunan sekior Perhutanan - LRA

Bagi Hasil dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA

£
@
88 2 B8 B

4.2,1.01 Bagl Hasil Cukal Masll Tembakau - LRA

4.2,.1.01 2 A -

4.2.1.02 Bagl Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
4,2.1.02.00 Bagl Hasl! dari Juran Hak Pengusahaan Hutan - LRA
4.2.1.02.02 Bag! Rasil dart Provisl Sumber Daya Hutan - LRA
4.2.1.02.03 Bog! Hasil dart Dana Reboisas! - LRA
4.2.1.02.04 Bagi Hasil oan Juran Tetap (Land-Rent) - LRA
4.2.1.02.05 Bagl Hasil dani Juran Eksplorasi dan furan Ekspioitasi (Royalti) - LRA
4,2.1.02.06 Bagi Hasil dar Pungutan Pengusanhaan Perikanan - LRA
4.2.1.02.07 Bagl Hasil dant Pungutan Hasll Penikanan - LRA
4.2.1.02.08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA
4.2.1.02.09 Bagl Hasil dan Pertambangan Gas Bumi - LRA
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4.2.3.03.,01
4.2.4

4.2.4.01

4.2,4.01.01
4.2.4.01.02

4.2.4.02

Bagl Hadl darl Pertambangan Panas Bumi - LRA
7 2
Dana Alokist Umum (DAL) - LRA
Dana Alokast Umum - LRA
Dana Alokasl Xhusus (DAK) - LRA
Dax Bidang Infrastruldur Jalan - LRA
DAX Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA
DAK Bioang Infrastruktue Air Minum - LRA
DAK Bicang Infrastruktur Sanitas- LRA
DAX Bicang Keluarga Berencana - LRA
DAK Bidang Kehutanan - LRA
DAK Bidang Perumahan don Kawasan Pemuloman - LRA
DAK Bidang Kesshatan - LRA
DAK Bidang Xelautan dan Perikianan - LRA
DAX Bidang Prasarana Pemenntanan - LRA
DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA
DAK Bidang Perdagangan - LRA
DAK 8idang Linglungan Hidup - LRA
DAK Bidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA

DAX Biang Pertanian - LRA
DAX Bicang Energl Pedesaan - LRA
DAX Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA
DAK Bidang Pendidian - LRA
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Daral - LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
Dana Dtonomi Khusus - LRA
Dana Otonomi Khusus - LRA
Dana Tambahan Infrastrulaur - LRA
Dana Keistemewaan - LRA
Dana Keistemewaan - LRA
Dana Periyesuaian - LRA
Tunjanzan Profesi Guru PNSD - LRA
Dana Tambahan Penghasian Guru PNSD - LRA
Dana Insentif Daerah - LRA
Dana Proyek Pemarintah Daarah dan Desentralisas Provingi - LRA

Bantuan Keuangan darf Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya -« LRA

Bantuan Keuangan dan Pemernintah Daerah Provinsl ... - LRA

Bantuan Keuangan darl Pemerintan Daerah Kabupaten - LRA

A
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4.2.4.02.01 mx«mg:‘mm Daerah Kabupaten
4.2.4.02.02 Dst ..livinin

4.2,4.03 Bantuan Keuangan dan Pemenntah Daeran Kota - LRA
4.2,4.03.m Bantuan Keuangan dan Pemenintah Daerah Kotd ..o -

LRA

4.2.4.03.02 P e

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
4.3.1 Pendapatan Hibah - LRA

4,3.1.00 Perxiapatan Hibah dand Pemennitah - LRA
4.3.1,00.01 Pendapatan Hibah dan Pemenntah

4.3.1,01.02 BDRGeELs

4.3.1.02 Pendaparan riibah darl Pemenntah Daerah Lainnmya - LRA
4.3.1.02.01 Pendapatan Hibah dan Pemerintat Daerah Lainmya - LRA
4.3.1.02.02 SRS

4.3.1.03 Pendapa'an Hibah darl Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam

Negeri - LRA
4.3,1.03.01 Pendagatan Hlah dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam
Neger! - LRA

4.3.1.03.02 B eiisieibetie

4.3.1.04 Penapatan Hibah dart kelompok masyarakat;/perorangan - LRA
4.3.1.04.01 Pendasatan Mitah darl kelompok masysrakat - LRA
4.3.1.04,02 Pendapatan Hibah dan perarangan - LRA

4.3.2 Dana Darurat - LRA

4.3.2.1 Dana Darwrat - LRA

4.3.2.1.01 Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA
4.3.2.00.02 R i

4.3.3 Pendapatan Lainnya - LRA

4.3.3.01 Pendapatan Lainrva - LRA

4.3.3.01.01 Pendapatan Sumbangan Phak Ketiga - LRA
4.3.3.01.02 s - SO

5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.1 Belanja Pegawai

5.1.1.01 Belanja Gay dan Tunjangan

5.1.1.,00.01 Gayl Fokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga

5.1.1,01.03 Tungangan Jabatan

5,1.1,00.04 Tungangan Fungsional

5.1.1.00.08 Tunjangan Fungsional Umum

$.1.1.01.06 Tunjangan Beras

5.1.1.00,.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji

5.1.1.01.09 turan Yaminan Kesehatan

5.1.1.01.10 Uang Pakat

5.1.1.00.11 Tunjangan Badan Musyawarah

5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi

5.1.1.01.13 Tunjangan Badan Anggaran

5.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan

5.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.1.1.01.16 Tunjangan Perumzhan

5.1.1.01.17 Uang Duica Walfat/Tewas

5.1.1,01,18 Uang Jesa Pengabdian

5.1.1,01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
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1.05.14
L1.05,15
.1.05.16

1.05.17
.1.06
.1.06.01

.1.06.02

+1.1,06,03

.1.,06.04
4’0“'05

-1.06.06
.1.06.07

.1.06.08

Tunjangan Kesehatan DPRD

Balanja Tambahan Penghaséan PNS

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Rertugas
Tambahan Penghasian Berdasarkan Kondsi Kerja
Tamiohan Perghasiian Berdasarkan Kefangkaan Profesl
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Belanja Penerimaan lainnya Pimpnan dan Anggota DPRD serta
KOH/WKDH

Tunfangan Komunikast Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
Belangs Penunjang Operasional KDH/WKDH

Blaya Pemungutan Pajak Bume dan Bangunan

Biays Pemungutan Pajak Bums dan Bangunan Pertambangan
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan

Blaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaon

Insantif Pemungutan Pajak Daerah

wmmm-mmm-

Insentf Pemungutan Pujak Daerah - Bea Ballk Nama Kendaraan
Bermotor - LRA

Insentf Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sahan Bakar Kendaraan
Bermotor - LRA

Insenbf Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Alr Permukaan - LRA
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajek Rokok - LRA

Insentf Pemungutsn Pajsk Daerah - Pajak Hoted - LRA

Insenbf Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA

Insent Pemungutan Pajak Daerah - Pajok Reklame - LRA

Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Alr Tanah - LRA

R\«ummm-mmmmo

Insenbf Pemungutan Pajek Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan - LRA

Insenti¥ Pemungutan Pajek Daerah - Pajak Buml dan Bangunan
Pedesaan dan Periotasn - LRA

Insentyf Pemungutan Pajak Daerah - Baa Perciehan Hak Atas Tanah
dan Basgunan - LRA

Insentl’ Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Retribusi Daarah

Insenti’ Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA

Insenti’ Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/
Kebershan - LRA

Insenti’ Pemungutan Retribusi Daerah - Penpgantian Siaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipi - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Deerah « Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat - LRA

Insenti’ Pemungutan Retribusi Daserah - Pelayanan Paridr di Tepi
Jalan Umum - LRA

Insent!f Pemungutan Retribusi Dasrah - Pelayanan Pasar - LRA
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengupan Kendaraan
Bermotor - LRA




5.1.1,06.09
5.1.1.06.10
5.1.1.06.11
5.1.1.06.12
5.1.1.06.13
5.1.1.06,14
5.1.1.06.15
5.1.1,06.16
5.1,1,06.17

5.,1.1.06.18
5,1.1.06,19

5,1.1,06.20
5.1.1,06,21
5.1,1.06.22

5.1.1.06.23
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Befanja Bahan/Material

Kebakaran - A
Insentit Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak
Peta - LRA

Insentit Pamungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus - LRA

Insentif Pemungutan Retribus: Daerah - Pengoiahan Umbah Cair -
LA

Insentsf Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang -
LRA

Insentf Pemunguten Retribus Daerah - Pelayanan Pendidican - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara
Telekomunikasi - LRA

Insentif Pemungutan Retrbus Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah
- LRA

Insent¥ Pemungutan Retribus Daerah - Pasar Grose dan/ atau
Pertokoan - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Termingl - LRA
Insentif Pemungutan Retribust Daerah - Tempat Khusus Parkic - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/
Pesanggrahany Villa - LRA
Insentyf Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan -
LRA

Insentif Pemungutan Retribust Daerah - Ternpat Rekreasl dan Olah
aga- LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Alr - LRA
Insentif Pemungutan Retribusi Deerah - Penjualan Produkst Usaha
Daerah - LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 1zin Mendirikan Bangunan -
LRA

Insentif Pemungutan Retribusi Dasrah - 1zin Tempat Penjualan
Minuman Beralohol - LKA

Insentf Pemungutan Retribusi Daerah - izin Gangguan - LRA
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 1zin Trayek - LRA
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 1zin Perikanan - LRA
wwwm-mmm-
Insentf Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin
Mempekenakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

Uang Lembur

Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakal Habis

Betanja Alat Tulis Kantor

Befanjo Dokumen/Administrasi Tender

Betanja Alat Ustrik dan Blektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
Bedanje Perangko, Matera dan Benda Pos Lainnya

Betanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Bedanjy Pengisian Tabung Pernadam Kebakaran

Betars Pengisian Tabung

Belangs Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
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5,2.1.06.01 Belanja Modal Pengadaan Kolam Tkan Tambak

5.2.1.06.02 Belanja Modal Pengadaan Kolam Tkan Alr Tawar

5.2.1.07 Betanja Modal Pengadasn Tanah Danau/Rawa

5.2.1.07.01 Betanjs Modal Pengadaan Tanah Rawa

5.2.1.07.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau

5.2.1.08 Belania Modwl Pengadaan Tanah Tandus/Rusak

5.2.1.08.01 adammm?unhfm

5.2.1.08,02 Bedanja Modal Pengadaan Tanah Rusak

5.2,1.09 Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput

5.2,1.09.01 Belanya Modal Pengadaan Tanah Alang-alang

5.2.1.09.02 Belanja Modal Pengadasn Tanah Padang Rumput

5.2.1.10 Betanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lan

5.2.1.10.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Fenggallan

5.2.1.1 Balanje Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

5.2.1.1.01 Belanjs Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat
Tingoal

§$.2.1.11.02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
Perdagangan/Perysshaan

$.2.1,11,03 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri

5.2.1.11,04 Betanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa|

5.2.1.11.05 Belanjs Modal Pangadaan Tanah Kosang

5.2.1,11.06 Belaryis Modal Pengadaan Tanah Peternakan

$.2.1.11.07 Belanfa Modal Pangadaan Tanah Bangunan Pengairan

5.2.1.11.08 Belanjy Modal Pengedaan Tanah Bangunan Jatan dan Jembatan

$.2.1.11.09 Belanyy Modal Pengadaan Tanah Lembirany Bantaran/Lepe-
lepe/Setren dst

5.2.1.12 Belanja Modal Pengadaan Pertambangan

5.2.1.12.01 Belania Modal Pengadaan Pertambangan

5.2.1.13 Belanjas Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

5.2.1.13.m Belanj Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga

5.2,1.13.02 Belanjn Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir

5.2.1.13.03 Belang Modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang

§.2.1.13.04 Belang Modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio
Alam

5.2.1.13.05 Belanj Modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengoiahan

5,2,1,13,06 Belanja Modal Pengadisan Tanah Lapangan Terbang

5.2.1.13.07 Belanj Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan

5.2,1,13.08 Belanjy Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air

5.2,1.13.09 Belani Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi

5.2.1.13.10 Belany Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan

- P o QA kM Y | Belanjz Modal Pengadaan Tangh Untuk Bangunan Bersefarah

5.,2.1.13.12 mmmmmmmwmﬁ

5.2.1.13,13 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah

5§.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.2.01 Bafanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

5.2.2.01,01 HBefanja Modal Pengadaan Tractor

5.2.2,01.02 Bedanja Modal Pengadaan Grader

5.2.2,01.03 Belanja Modal Pengadaan Excavator

5.2.2,01.,.04 Balanja Modal Pengadaan Pile Drver

5.2.2,01.05 Belanja Modal Pengadaan Hauler

5.2.2.01.06

Badanja Modal Pengadaan Asphal Equpment

1%
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Belanys Modal Pengadaan Compacting Equipment
Belanja Modal Pengadaan Aggregate § Concrete Equipment
Bedanj3 Modal Pengadaan Loader
Selargs Modal Pengadaan Alat Pengangkat
Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
Belanja Modal Pengadaon Dredger
Betanja Modal Pengadaan Floating Excavator
Belarija Modal Pengadaan Amphidi Dredger
Belanja Modal Pengadaan Kapal Tarik
Belanja Modal Pengadaan Measn Proses Agung
Belanja Modal Pengadaan Alt-alat Santy
Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik
Belanja Modal Pengadoan Feeder
Belanja Modal Pengadaan Compressor
Belanja Modal Pengasdaan Electric Generating Set
Befanja Modal Pengadaan Pomea
Bedanjs Modal Pengadaan Mesin Bor
Belanja Modal Pengdaan Unit Pemeliharaan Lapangan
Belonja Mndal Pengadaan Alat Pengolahan Ax Kotor
Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Usp Air Panas/Sistem

defania Modal Pengadaen Alat Angkutan Derat Bermator
Belanja Mogal Pengadaan Xendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Belanjo Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
Eelanji Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angiutan Barang

Bedanya Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

Besanjn Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Befanja Modal Pengadasn Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
Beiarja Modal Pengadaan Alat Angutan Derat Tak Bermotor

Betanjz Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Anglautan Barang
Be‘anje Modal Pengadaan Kendaraan Tak Barmotor Berpenumpang

Belanja Modal Pengadaan Alat Angiut Apung Bermotor

Belanje Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
Befanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang

Belanja Modal Pengadaan Alat Anglout Apung Bermotor Khusus
Belanja Madal Pengadaan Alat Angiut Apung Tak Bermotor

Betanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
Penumpang

Belanja Modal Pengadaan Alat Angut Apung Tak Bermotor Khusus

Belanja Modal Pengadean Alat Angkut Bermotor Udara
Belanja Mol Pengadaan Kapal Terbang
Belanja Modal Pengadaan Alat Bangked Bermesin

Belanja Modal Pengadaan Parkakas Konstruksi Logam Terpasang
pada Pondasi

Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang
Berpindah

Belanja Modal Pengadean Perkakas Bengkel Listrik
Belanja Modal Percakas Bengkel Service

7\ o
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Betan)a Modal Pengadaan Perkaias Pengangkat Bermesin
Belanja Modal Pengadaan Perkakis Bengkel Kayu
Belarma Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Knusus
Belanys Modal Pengadaan Peralatan Las
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es
Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
Balanja Modal Pengadaan Perkakas Bengiel Konstruksi Logam
Belanga Modal Pengadaan Perkakas Bengka! Listrik
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengke! Service
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangiat
Bedanja Modal Pengadosn Periakas Standar (Standart Tool)
Selanjs Modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
Belania Modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besl
Belana Moda Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
Belanja Modal Pengadsan Peratatan Tukang Kuilit
Belania Modal PengadaanPeralatan Ukur, Gip & Feting
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

Bedanja Modsl Pengadaan Alat Ukur Universal

Betanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia

Betanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian

Balanja Modal Pengadaan Alat Ukur /Test Kinis Lain

Salanja Modal Pengadaan Alat Kadbrasi

Belanja Modal Pengadaan Osclloscope

Belanjs Modal Pengadaan Universal Testar

Belanla Modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding

Balanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya

Belanjo Modal Pengadaan At Timbangan/Bora

Belanja Modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa

Eedanjn Mocal Pengadaan Takaran Kering

Betanja Modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL

Belanja Modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susy

Belanjn Modal Pengadaan Gelas 1 akar Berbagal Kapasitas
Belanjs Modal Fengadaan Alat Pengolahan

Belanjs Modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

Belanja Modal Pengadsan Alat Panen/Pengotahan
Belanza Modal Pengadisan Alat-Alat Penguiahan Petemakan

Belansa Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasd Percobaan
Pertanian

Belanja Modai Pengadaan Alat Pengoiahan Labaratorium Pertanian

Belanja Modal Pengadaan Alat Procesing
Belanja Modal Pengadaan Alat Pasca Panen
Balan'z Modal Pongadaan Alat Pengalahan Produksi Perikanan

Belanje Mndal Pengadaan Alat Pemeiiharaan Tanaman/Alat Penyimpan

Belanja Modal Pengadaan Alst Pemelibaraan Tanaman
Belanja Modal Pergadaan Alat Panen
Belanja Modal Pengadaan Alat Peryimpanan
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
Belanja Modal Fengadaan Alat Penangkap [xan
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
Belanja Modal Pengadaan Mesin Keti
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumian
Bclanja Modal Pengadaan Alat Reprodukst (Pengganda)
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanar Periengkapan Kantor

b
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Belanga Modal Pengadaan Alat Kantor Lannya
Befanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Belanjs Modal Pengadaan Meubelair
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Wikt
Belanjs Modal Pengadaan Alat Pembersih
Belanya Modal Pengadaan Alat Pendingin
Betanje Modal Pengadaan Alat Dapur
Balanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
Selanja Modal Pengadaon Komputer
Balanja Modal Pengadaan Komputer Unit Jaringan
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
Belanga Modal Pergadaan CPU
Selanja Modal Pengadaan Persiatan Mini Komputer
Selanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Belanjg Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jarngan
Peralatan Personal Komputer
Belanjn Modal Pengadaan Server Komputer
Befanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Belanjs Modal Pengadaan Printer
Belania Modal Pengadaan Monitor/Display
Belanj Modal Pengadaan Scanner
Belanzs Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk,
Mouse. Keyhoard, Hardisk, Speaker)
Bafanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kera/Rapat Pejabat

Beianjs Modal Pengacaan Mesa Kerja Pesatat
Belanja Mogal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
Betanja Modal Pengadaan Kurs Kerja Pejabat
Beianja Moda! Pengadaan Kurs Rapat Pejanat
Belanjs Modal Pengadaan Kurs Hadap Depan Meja Kerja Pejabot

Belanja Modal Pengadaan Kurs Tamu di Ruangan Pejabat
Beianja Modal Pengadaan Lamarl dan Arsip Pejabat
Belania Modal Pengadaan Alat Studo

Belanja Modal Pengadaan Peratatan Studo Visual
Belanfa Modal Pengadaan Peralatan Studo Video dan Fim
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studo Video dan Fim A
Belanza Modal Pengadaan Peralatan Cetak
Belanjs Modal Pengadaan Peratatan Computing
Belanja Modal Pengadaan Peraiatan Pemetaan Ukur
Belanja Modal Pengadasn Alst Komunikasi
Belanjs Moda! Pengadaan Alat Komunikas Telephone
Belanjs Modal Pengadaan Alat Komurikas Radio SS8
Belanja Modal Pengadiaan Alat Komunikas Radio HF/FM
Belanjs Modal Pengadaan Alst Komunikas Radio VHF
Befanjy Modal Pengadaan Alat Komunikas Radio UHF
Belanjy Modal Pengadaan Alat Komunikas: Sosial
Belanjs Modal Pengadaan Alat-alat Sand
Setanja Modal Pengadoan Peralatan Pesnancar
Betanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
Bedanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
Befanja Mocal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
Bedanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UKF

f§
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20.05 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
20.06 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
20.07 Betania Modal Pengadaan Peraiatan Antena HF/SW
20.08 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
20.09 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antens UHF
20,10 Belania Modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
0.1 Besanja Model Pengadaan Peraiatan Transiator VHF/VHF
.20.12 Belana Modal Pengadaan Peralatan Transiator UHF/UKF
20.13 Belansa Modat Pengadaan Peralatan Transiator VHF/UF
20.14 Belania Modal Pengadaan Peraatan Transiator UHF/VHF
20.15 Betanja Modal Pengadasn Peralatan Microvawe FPU
20.16 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial
20.17 Belanja Modal Pangadaan Peralatan Microvawe TVRO
20.18 Balan;a Modal Pangadaan Paralatan Durmmy Load
20.19 Belana Modal Pangadaan Switcher Antena
20,20 Belania Modal Pengacaan Switcher/Menara Antena
20,2 Besanja Mocal Pengadaan Feeder
20,22 Belanja Modal Pengadasn Humitity Contro
.20.23 Belanga Modal Pengadaan Program Input Equipment
.20.24 Belanja Mordal Pengadaan Peratatan Antena Penerima VHF
-4 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
4.0 Betanja Mod! Pengadaan Alat Kedokteran Umum
2.0 Balanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
2.0 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Ketuarga Berencana
21,04 Belan)s Modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata
REA Bafarja Modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
+41.06 Betan)s Modal Pengadaan Alat Rotgen
21.07 Betan)a Modal Pengadaan Alat Farmasi
21.08 Betans Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit

Kandungan

B Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
.10 Belanjs Modal Pengadaan Mortuary
a1 Belanj Modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak
.21.12 Betang) Modal Pengaciaan Polikiink Set
21,13 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
-21.14 Belanga Modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurclogi (syaraf)
21,15 Belano Modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
-21.16 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Nukiir
2.1 Belanjs Modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiolog!
-21.18 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kusit dan Kelamin
£21.19 Belania Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
2.3 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Jwa
21,2 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Mewan
2.2 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
22 Belara Modal Pengadaan Alat Kesehatan
4% B Beianja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Prerawatan
22,02 Betanja Modal Pangadaan Alat Kesehatan Rehabiltasi Medis
2.0 Belanjs Modal Pergadaan Alat Kesehatan Matra Laut
22.04 Delansa Modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udars
.22.05 Betanga Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
.2.06 Betanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
2 Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
23.m Belanja Modal Pengadaan Alat Labaratorium Kimia Alr
3.0 Belanja Modal Pengadaan Aiat Laboratorium Microbiciog)
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Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
WMWMWWM
Belania Modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
Belanja Modal Pengadasan Alat Laboratorium Bahan Bangunan
Konstruksi

Belanja Modal Pengadaan Aiat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Mekand Tanah dan
Batuan

Belania Modat Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam
Belanja Modal Pengadasn Alat Laboratorum Logam, Mesin, Listrik

Selania Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A

Bedanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratodum Umum A
Baelania Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
Belanja Modat Pengadaan Alat Laboratorium Microbiokogl
Belanga Modal Pengadaan Alst Laboratorium Kimia
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
Befanja Modal Pengadaan Alat Laboratenum Patologl
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
Belanjs Modal Pengadaan Alat Laboratorum Hematologi
Belaniz Modal Pengadaan Alat Laboratonum Film
Belanys Modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan

Belanga Modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi
dan Instrunentasi

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi

Balanje Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika

Belanjz Modal Pengadaan Alst Laboratorium Hidrodinamika
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kliimatologl
Belanje Modal Pengacaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
Belanys Modal Pengadaan Ala Laboratonum Pasir

Belang Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan
Cetakan

Belanie Modal Pergadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola

Belana Modal Pengadasn Alat Laboratorium Metalography
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratunum Proses Pengelasan
Belanjs Modal Pargadaan Alat Laboratorum Uji Proses Pengelasan

Belanjs Modal berigadaan Alat Laboratonum Proses Permbuatan
Logam

Belanfa Modal Pengadaan Alat Laboratonum Matrologle
Belanje Modal Pengadaan Alat Laboratonum Proses Pelapisan Logam

Belanjz Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan
Panas

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
Belanie Modal Pengadaan Alat Laboratonum Uji Teksted

Belanjs Modal Pengadaan Alat Laboratorum Proses Teknolog)
Keramik

WWWMWmmWM
t
Belanjo Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uy Kulkt, Karet den

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratonum Uy Keramik
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratonum Proses Teknologi

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorum Partanian
Belanje Modal Pengadaan Alat Laboratonium Pertandan A
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorum Pertanian B

o«
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§.2,2,.23.9
5.2,2.23.50
5.2.2.23.51
5.2.2.23.%2
5,2.2.23.53
5.2.2.83.54
§.2.2.083.55
5.2.2.23.56
5.2.2.23.57
$.2,2.25.58
5.2.2.8.9
5.2.2.3.60
5.2.2.23.61
5.2,2.23.82
§.2.2.23.63
5.2.2.23.64
$.2.2.24
§.2.2.4.01
$.2.2.29. 02
5.2.2,4.03
5.2.2.24.04
5.2.2.24.05
5.2.2.24.06
5.2.2.4.07
5.2.2.24.08
5.2.2.24,.09
5.2.2. 4. 10
5.2.2. 4.11
5.2.2.4.12
5.2.2.4.13
5.2.2.25
$.,2.2.25.01
5.,2,2.25.02
5.2,2.25.03
5.2.2.25.04
5.2.2.25.05
5.2.2.25.06
5.2.2.26
5.2,2.26.0
5.2.2.26.02
5.2,2.26.03
5.2.2.26.04
5.2,2.26.05
5,2,2.26.06
5.2,2.26.07
5.2.2.26.08
5.2.2.26.09
5.2.2.27
5.2.2.27.01
5.2.2.27.02

Belanja Moda! Pengadaan Alat Laboratonum Biektronika dan Daya

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium enargl Surya
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Xonvers! Batubara dan
Biomas

Belana Modal Pengadaan Alat Laooratorium Oceanografl
Balans Modal Pongadaan Alat Laboratorium Linglkungan Perairan

Buelanga Modal Pengadaan Alat Laboratorium Blologi Peralatan
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologl

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisica

Belorza Modal Pengadisan Alat Laboratorium Tambang

Belana Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia

Belanja Modal Pengadaan Alat Labaratorium Proses Industrl
Belanja Modol Pengadaan Alat Laboratonum Kesehatan Kerja
Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan

Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Uninalisis
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnys

Belanja Modal Pengadaan Laboratonum Hematologl & Urinalisis A

Belanja Modal Pengatasn Alat Peragja/Praktek Sakoiah
Befanja Modal Pengadaan Bidang Studl - Bahasa Indonesia
Betanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika
Belama Modal Pengadaan Bidang Studl ; 1PA Dasar
Belanja Modal Pengadaan Bideng Studi | 1PA Lanjutan
Belanja Modal Pengadaan Biiang Studi : 1PA Menengah
Belanja Modal Pengadaan Bidang Studl : 1PA Atas
Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi ; 1S
Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi ; Agama Islam
Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
Belanja Modal Pengadaan Bideng Studi ; Kesenlan
Belanjs Modal Pengadaan Bidang Studi | Olah Raga
Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : PMP
Belanja Modal Pengadaan Bidang Pencidikan/Ketrampiian Lain-lain

Betanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nukdir

Befanja Modal Pengadaan Analytical Instrment
Belanja Modal Pengadaan Instrument Probe/ Sensor
Befang) Modal Pengadaan General Laboratoey Tool
Betanje Modal Pengadaan Instrument Probe; Sensar A
Belanis Modal Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
Betanj» Modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment
Belanjo Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fistka Nukllr / Elektronis

Belans: Modal Pangadaan Radiation Detector
Belanga Modal Pengadaan Modular Counting and Scentific
Belang@ Modal Pengadaan Assembly/Accounting System
Belanja Modal Pervjadaan Recorder Display
Belana Modal Pengadaan System/Power Supply
Belanja Modal Pengadaan Measurng / Testing Device
Belanja Modal Pergadaan Opto Electronics
Belang Modal Pengadaan Accelator
Belanja Modal Pengadaan Reactor Expermental System
Bulanja Moda Pengadaan Alat Proteksi Radiast / Proteksi Lingkungan

Belanja Modal Pangadsan Alat Ukur Fisika Kesehatan
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesshatan Kerja
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Helanja Modal Pengadaan Proteks Lingkungan
Belansa Modal Pengadaan Sumber Padiasi
Befanje Mocal Pengadaan Radaton Aplication and Non Destructive
Testing Laboratory (BATAM)
Belanja Modzl Pangadaan Radiaticn Applcation Equipment
Belanja Modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
Belana Modal Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran /Xinik Nukiir

Belaga Modal Pengadaan Peralatan Hidrologl
Belania Modal Pengadian Alat Laboratonum Lingkungan Hidup
Belanja Modal Pengadaan Alat laboratonum Kualitas Alr dan tanah

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara

&8.”.'M:IIIII-ﬂiinhh!le!lkrhﬁnKlbhhn-ndhnch!llﬂ

Belania Modal Pengadaan Laboratorum Lingkungan
Belanja Mocal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang

Befanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Befanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Towing Carriage

Belarja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Wave Generator and Absorber

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Data Accquistion and Analyzing System

Belarija Modal Pengadaan Cavitation Tunnel

Belanja Modal Pengadaan Overhead Cranes

Belanja Modal Pengadaan Peralatan umum

Belanja Modal Pengidaan Pemesinan : Model Ship Workshop
Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Propalier Mogdel Warkshap

Betanja Modal Pengadaan Pamesinan : Mechanical Workshop
Befanja Modal Pengadasn Pemesinan - Precsion Mechanical
Workshop

Belanjo Modal Pengadaan Pemesinan Panting Shap

Befanja Modsl Pengadaan Pemesinan : Ship Mode! Preparation Shop

Belangy Modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop
Belanja Modal Pengadaan MOB
Belanja Modal Pengadaan Photo and Film Equipment
Be'anja Modal Pengadaan Senjata Api
Belanjs Modal Pengadaan Senjata Genggam
Belanja Modal Senjata Priggang
Belanja Modal Senjata Buhu/Senjata Laras Panjang
Belana Modal Senapan Mesin
Belanja Modal Mortir
Belanja Modal Anti Lapss Bajs
Belanja Modal Artilent Medan (Armeg)
Belanja Modal Artiient Pertahanan Udara (Arhanud)
Belanja Modal Pefury Kendall/Rudal
Belanja Modal Kavalen
Betanja Modal Senjata Lain-iain
Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan
Belanja Modal Pengadaan Non Senjata Apl
Belanja Madal Pengadaan Senjata Sinar
Befanja Modal Pengadaan Laser
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5.2.2.34 Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perfindungan
§,2.2.34.00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Kemanan
5,2.2.34.02 Balania Modal Pengadaan Alat Perindungan
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan D
5.2.3.01 Balanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerna
5,2.3.010.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
$.2.3.01.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
5.2.3.01.03 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Guoang Unituk Bengkel
5.2.3.01.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Godung instalasi
$.2,3.01L.05 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5.2.3.00.06 Belanta Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
5.2.3.01.2 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium
5.2.3.01.08 Belanja Modal Pengadasn Bangunan Gadung Tempat tbadah
5.2.3.01.09 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5.2.3.01.10 Belanja Modai Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5.2.3.00.11 Belanja Moda! Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5.2.3.01.12 Beianjs Modal Pengasdaan Bangunan Gedung

Pertokoan/Xoperasy/Pasar
5.2.3.001.13 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gadung Untuk Pos Jaga
§.2.3.01.14 Selarja Modal Fengbdan Bangunan Gedung Garasl/Pool
5.2.3.01.15 Belanjs Modsl Pengdaan Bangunan Gaoung Pemotongan Hewan
5.2,3.01.16 Selanjs Modal Pengadasn Bangunan Gedung Pabrik
5.2,3.01.17 Belanjis Modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bug
5.2.3.01.18 Belanjs Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Termak
5.2.3.01.19 Belanis Modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5.2.3.01.20 Belanje Modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5.2.3.01.21 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gadung
Terminal/PelabuhanyBandar
5.2,3.1.22 Belanja Modal Pengadsan Bangunan Pengujian Kelaikan
5.2.3.01.23 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
§.2.3.01.24 Belanj> Modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5.2.3.01.25 Salanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5.2.3.01.26 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembukaran Bangkal Hewan
5.2.3.01.27 Balanjs Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5.2.3.02.01 Belanjs Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan |
5.2.3.02.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan 11
5.2.3.2.03 Bedanjo Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan 111
5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Mess/\Wisma/Sungaiow; Tempat
Peristirahatan
5.2.3.02.05 Bedanja Modal Pengadaan Bangunan Asrama
5.2.3.02.06 Betanja Modal Pengadaan Bangunan Hotel
5.2.3.02.07 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Motel
5.2.3.02.08 Balanja Modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5.2,3.03 Belanjs Modal Pengadaan Bangunan Menars
5.2,3.03.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Manara Perambuan Penerang
Pantai
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Perambut Penarangan Panta
Tidak Bermenara
5§.2.3.03.03

Bedanjs Modal Pengadaan Bangunan Menars Telekomuniias

T



SALDO
KODE REKENING URAIAN R
5.2.3.04 Belanjs Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Istana Peringatan
5.2.3.04.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Adat
5.2.3.04.03 Belanjs Modal Pengadaan Bangunan Rumah Peningggatan Sejarah
5.2.3.04.04 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Makam Sejarah
5.2.3.04.05 Balania Modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5.2.3.08 Belanje Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5.2.3.05.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekazn
§.2.3.05,.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
5.2.3.05.03 Balanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi
5.2.3.06.01 Belanya Modal Pengadaan Bangunan Candi Hindhu
$.2.3.06.02 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Cand Budha
5.2.3.06.03 Bedanja Modal Pengadaan Bangunan Cand Lannya
5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumeny/Bangunan Bersajarah
ainnys
5§5.2.3,00.01 Bolanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejorah
5.2.3.07.02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl/Pembelian Bangunan Monumen
5.2.3,08 Belanja Modal Pengadisan Bangunan Tugu Peringatan
5.2.3.08.01 Belania Modal Pengadasan Bangunan Tugu Peringatan
5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titk Kontrol/Past
5.2.3.09.01 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu/ Tanda Batas
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
5.2,3.10.01 Belanja Modal Pengadsan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Uintas
Darat
5.2.3.10.02 Belanjs Modal Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadsan Bangunan Rambu-Rambuy Lalu Lintas Udara
5.2.3.11.01 Belanja Modal Pengadaan Runway/Threshold Light
§.2.3.,11.02 Belanja Modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5.2.3.11.03 Belanja Modal Pengadaan Approach Light
5.2.3.11.04 Betanji Modal Pengadaan Runway Identification Light{Rells)
5.2.3.11.08 Belana Mocal Pengadaan Signal
5.2.3.11.06 Belanja Modal Pengacaan Flood Light
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan D
5.2.4.01 Belanja Mocal Pengadsan Jalan
5.2.4.00.01 Belanja Modal Pengadaon Jalan Negara/Nasionat
5.2.4.01.02 Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinst
5.2,4.00.03 Belanga Moda! Pengadaan Jalan Kabupaten/Xota
$5.2.4.01.04 Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa
5.2.4.01.05 Belanjz Modal Pengadaan Jalan Khusus
5.2.4.01.06 Belanja Modal Pengadaan Jalan Tol
$.2.4.00.07 Belangy Modal Pengadaan Jalan Kereta
5.2.4.01.08 Belanga Modai Pengadsan Landasan Pacu Pesawat Terbang
5.2.4.02 Belanjs Modal Pengadaan Jembatan
5.2,4.02.01 Balanja Modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5.2.4.02.02 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Propins
5.2.4.02.03 Belanj Modat Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5.2.4.02.04 Belanj Modat Pengadaan Jembatan Desa
5.2.4.02.05 Belanis Modal Pengadaan Jembatan Khusus
5.2.4.02.06 Belangs Modat Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
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Belan)s Modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
mmnﬁmmmmmm
Terbeng
Belanja Modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Alr Ingas
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Ingasi
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Ingasi
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasl
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Alr Pasang Surut
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambiian Pasang Sunut
Belanjs Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
Belanjs Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Sunut
Belanjs Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
Bedanja Modai Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa

wmmmmwmw
Belanja Modat Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa

Belanga Modat Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
Belanja Mool Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Sunt

Belanga Modal Pengadsan Bangunan Pelengkap Pasang Raws
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

Belans Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sunga dan
Penanguuiangan Bancana Alam
Belanja Modal Pengadoan Bangunan Waduk Penangguiangan Sungal
Betanje Modal Pengadaan Bangunan Pengamtian Pengamanan

Belanjs Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungal
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pefengkap Pengamanan Sungai

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan
Alr Tanah

:wmmmwwumw%
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambitan Pengembangan
Sumber Air

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan
Sumber Ar

Beianja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan
Sumber Ax

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan

Sumber Ar

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan
Sumber Av

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baki

Belanja Modal Pengadaan Waduk Ar Bersin/Alr Baku

AR
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Badanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Alr Bersih
Belanya Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Alr Bersih/Alr Baku

Belan;a Moda! Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Alr Baku

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Alr Kotor
Belana Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Ar Kotor
Belon'a Modat Pengadaan Bungunan Waduk Alr Kotor
Belania Modai Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
Belana Modal Pengadaan Bangunan Pangaman Alr Kotor
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengikap Ar Kokor
Belarja Modal Pengadaan Bangunan Alr
Belamja Modal Pengadaan Bangunan Air Laut
Balania Modal Pengadaan Bangunan Alr Tawar
Belana Modal Pengadaan Instalasi Air Minumy/Air Bersih
Belanja Modal Pengadaan Air Muka Tanah
Belanga Modal Pengadaan Alr Sumber /Mata Air
Bedania Modal Pengadaan Ar Tanah Dalam
Belarja Modal Pengadaan Ar Tanah Dangkal
Belanja Modal Pengadaan Air Bersih/Alr Baku Lainnya

Belanja Modal Pengadsan Instzlasi Arr Kotor

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Alr Kotor
Belanjs Modal Pengadaan [nstalssi Ar Buangan Industri
Belanja Modal Pengiadaan [nstalasi A Buangan Pertanian

8efanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolshan Sampah Organik

Belanja Mocal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
Belanja Mocal Pengadaan Instalas Pengolahan Bahan Bangunan

Belanja Modai Pengadaan Instalasi Pembangict Listrk
Belanja Modal Pengadasn Pembangkit Ustnk Tenaga Alr
Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrk Tenaga Diesel
Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Liatrk Tenaga Mikro (Midro)

Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrix Tenaga Angin (PLTAN)
Betanja Modal Pengadaan Perbangkit Listrix Tenaga Uap (PLTU)
Wﬂﬂ:mmmmrmmmm)
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Betanja Mocal Pengadaan Pembangkit Listric Tenaga Biogas (PLTB)
Befanja Mocal Pengadaan [nstalasi Pembangkit Uistrik Tenaga
Samuders/Gelombang Samudera (PLTSmM)

Betanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listnk

Belanja Modal Pengatiaan Instalasi Gardu Listrik Induk
Belanja Modal Pengatiaanirstiast Gardu Listnk Distribusi




REKENING URAIAN o
5.2.4.16.03 Belanja Modal Pengagiaan Instakas: Pusat Pengatur Listrk
$.2.4.17 Bedanja Modal Pengadaan Instalast Pertahanan
5.2.4.17.01 Bedanja Modal Pengadaan Instalasi Radar
5.2.4.18 Belansa Modal Pengadaan Instalas Gas
5.2.4.168.01 Belanja Modal Pengadaan Instalas: Gardu Gas
5,2.4.18,02 Belanjs Modal Pengadaan Instalasi Jesingan Pipa Gas
5.2.4.19 Belanja Modal Pengadaan Instafas Pengaman
5.2.4.19.01 Belanja Modal Pengadaan Instaiasi Pengaman Penangkai Petir
5.2.4.20 Belanja Modal Pengadapn Janngan Alr Minum
5.2.4.20.01 8elanja Modal Pengadaan Jarngan Pembava
5.2.4.20.02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Induk Distribust
5.2,.4.20.03 Belanta Moda! Pengadaan Jaringan Cabang Dstribusi
5.2.4.20.04 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Alr Minum Jaringan Sambungan
Kerumah

5.2.4.2 Belanja Modal Pengadaan Jarngan Uistrik

5.2.4.21.01 Belanja Modal Pengadaan Janngan Transmis

5.2.4.21.02 Belanja Modal Pengadaan Janngan Distibus

5.2.4.22 Belansa Modal Pengadaan Jaringan Telepon

§.2.4.22.0m Belansa Modal Pengadasn Jaringan Telepon [ atas Tanah

5.2,4.22.02 Belanjs Modal Pengadaan Jaringar Telepon DI bawah Tanah

5.2,4.22.03 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Ak

§5.2.4.23 Bedanjs Modal Pengadaan Jaringan Gas

5.2.4. 3.1 Befanja Modal Pengadaan Janngan Pipa Gas Transmisi

5.2.4.23.02 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribus

5.2.4.23.03 Befama Modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas

5.2.4.23.04 Befanta Modal Pengadaan Janngan BBM

5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.5.0 Belanja Modal Pengadaan Buku

5.2.5.00.01 Befanja Modal Pengadaan Buku Dmu Pengetahuan Umum

5.2.5.01.02 Belanja Modal Pengacaan Buky Fisafat

5.2.5.01.03 Bedanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan

5.2.5.00.04 EBelanja Modal Pengadaan Buku Iimu Scsial

§.2.5.01.05 Belanja Modal Pengadaan Buky limu Banasa

5.2,5.00.06 Belanjs Modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam

5.2,5.01.07 Belanja Modal Pengadaan Buku Iimu Pengetahuan Praktis

5.2,5.01.08 Belanja Modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga

5§5.2,.5.01.09 Belanza Modal Pengadaan Bukyu Geografl, Biografi, Sejarah

5.2.5.02 Belanja Modai Pengadaan Terbitan

5.2.5.02.01 Belarja Modal Pengadaan Terbitan Berkala

5.2,.5.02.02 Belan@ Modal Pengadaan Buku Laporan

5§5.2.5.03 Belani Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan

§.2,5.03.01 Beianis Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta

5.2.5.03.02 Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah
{Manuskrip)

5.2.5.03.03 Belanja Modal Pangadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik

§.2.5.03.04 Belanje Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya
Grafika (Graphic Material)

5.2,5.03.05 Belangz Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three
Dimensional Atetacs and Reallta

5.2,.5.03.06 Belangs Modal Pengadaan Barang-Bacang Perpustakaan Bentuk Micro
{Microform)

5.2,.5.03.07

mmmumm\gmm




5.2.5.03.08

5.2.5.03.09
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Belan;a Modal Pangadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas
Komputer (Computer Fies)

Betanjs Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Alm
Bergerak dan Rekaman Video

Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Xebudayaan
Selanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan
Belanin Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat
Kesenian

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah
Raga

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda
Penghargaan

Belanga Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan
Foto Dokumen

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Xebudayaan Benda-
benda Bersefarah

Belanjn Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang
Keraiinan

Belanjs Madal Pengadaan Alat Olah Rage Lainmya
Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam
Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Air
Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Rags Udara
Belanja Modal Pengadean Alat Olah Raga Lainnya

Selanja Modal Pengadaan Hewan

Belanja Modal Pengadaan Binatang Temak

Belanjs Modal Pengadaan Binatang Unggas

Balanja Modal Pengadaan Binatang Melata

Belanja Modal Pengadaan Binatang lkan

Befanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang

Belanja Modal Pengadaan Hewan Pengamanan
Betanja Mocal Pengadaan Tanarman

Belanja Modal Pengadaan Tanaman Perkeunan

Belanja Modal Pengadaan Tanaman Holtkultura

Belanfs Modad Pengadaan Tanaman Kehutanan

Belang Modal Pengadaan Tanaman Hiss

Belange Modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmétika
Belangy Modal Pengadean Aset Tetap Renovasi

Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga
Belanja Tk Terduga

Batanja Tak Terduga
Belanjs Tuk Terduga Bancana Alam
Bancana Tak Terduga Luar Biass Lainnya

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota|

Transfer Bagl Hasil Pajak Dasran Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota

Transfe- Bagl Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi

AR



KODE REKENING URAIAN pgadne:
6.1.1.08.03 Trarrs“er Bogi Hasil Pajek Daerah Kepada Pemerintahan Desa
6.1.2 Transfer Bagi Hasll Pandapatan Lainnya
6.1.2.01 Transfer Bagl Hasll Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan

Kabupaten/Kota/Desy

6.1.2.01.01 Trans‘er Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Xota/Dess

6.1,2.01.02 2 ARSI

6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

6.2.1 Transfer Bantuan Kesangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

6.2.1.01 Bantuan Keusngan ke Propss|

6.2.1.01.01 Bantuan Keuangan ke Propnsi

6.2.1.02 Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

6.2.1.02.01 Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

6.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

6.2.2.01 Transfer Bantuan Ketangan ke Desa

6.2.2.01.,01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

6.2.2.01.02 2~ SRR .. .. .15, T

6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

6.2.3.01 Bantuan Keuangan kepada Partai politik

6.2,3.01.01 Bantuan Keuangan kepada Partal poltik

6.2,.3.01.02 3 PRGBS o (4 o r ik S0

6.2.4 Transfer Dana Otonem| Khusus

6.2,4.01 Trans'er Dana Otonomi Knusus XKabuapten Kota

6.2,4.01.01 Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota

6.2.4.01.02 2 JORROIO I .l

7 PEMBIAYAAN

7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

7.1.1 Penggunaan SILPA

7.1.1.01 Penggunian SILPA tahun sebelumnya

7.1.1.01.01 Penggunaan SILPA tahun sebelumnya

7.1.1.02 Koreksi SiLPA

7.1.1.02.01 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Seceumnya

7.1.1.02,02 Lain-lan

7.1.2 Pancairan Dana Cadangan

7.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan

7.1.2.00.04 Pencairan Dana Cadangan

7.1.3 Hasil Penjualan Kekaysan Daerah yang Dipisahkan

7.1.3.0 Hast Pemualan Kekayaan Daerah yang Dipisahian

7.1.3.00.01 Hasl penjualan kekayaan deerah yang dipisahkan pada perusahaan
milk Pamerintah/ BUMN

7.1.3.01.02 Hasil panjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan
miik daerah/ BUMD

7.1.3.001.03 Hasll panjualan kekayaan daerah yang dipisahikan pada perusahaan
milik swasta

7.1.4 Pinjaman Dalam Negeri

7.1.4.01 Pinjaman Dalam Negert dari Bank

7.1.4.01.01 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank

7.1.4,02 Pinjaman Dalam Neger| danl Lembaga Kevangan Bukan Bank

7.1.4.02.01

Pinjaman Dalam Negeri dar Lembaga Keuangan Bukan Bank




KODE REKENING URAIAN
7.1.4.03 Penerimaan Hasil Penerbitan Obligas: Daerah
7.1.4.08.01 Penenmaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7.1.4.04 Pirjaman Dalam Negari dan Pemerintah Pusat
7.1.4.04.00 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7.1.4.08 Pinjaman Dilam Negen dar Pemerintah Provins! Lainnya
7.1.4.05.01 Pinjarnan Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7.1.4.06 Pinjaman Dalam Negari dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7.1.4.06.01 Pinjarman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7.1.5 Penerimaan Kemball Piutang
7.1.5.00 Penerimaan Kemball Plutang kepada Perusahaan Negara
7.1.5.00.00 Penenmaan Kemball Piutang kepada Perusahaan Negara
7.4.5.m Penenmaan Kemball Putang kepada Perusahaan Daerah
7.1.5.02.01 Penenmaan Kemball Piutang kepada Perusahaan Daerah
7.1.5.03 Penerimaan Kembali Putang kepada Pemerintah Pusat
7.1.5.03.01 Penenmaan Kemball Piutang kepada Pernenntah Pusat
7.1.5.04 Penerimaan Kemball Mutang kepada Pemerintal: Daerah Lainnya
7.1.5.04.00 Penenmaan Kemball Plutang kepada Pemenntah Daerah Lainnya
7.1.5.08 Penerimaan Kemball Plutang Lalinnya
7.1.5.05.01 Penerimaan Kemball Plutang Lainnya
7.1.6 Penerimaan Kembail Investasi Non Permanen Lainnya
7.1.6.01 Penerimaan Xemball investasi dalam Proyex Pembangunan
7.1.6.01.01 Penerimazn Kermbel Investas dalam Proyex Pembangunan
7.1.6.02 Penarikan Dana Bargulir
7.1.6.02.01 Penartkan Dana Bergulir
7.1.6.03 Pencairan Depasito Jangka Panjang
7.1.6,03,01 Pencairan Deposito Jangka Panjang
7.1.6.04 Penerimaan Kemball Investas Non Permanen Lainnya
7.1.6.04.01 Penarimaan Kemball Investasi Non Permanen Lannya
7.1.7 Pinjaman Luar Negeri
7.1.7.01 Pinjaman Luar Negeri
7.1.7.00.01 Pnjaman Luar Negen
7.1.8 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7.1.8.m Penarimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7.1.8.01.01 Penarmaan Utang Jangka Panang Lainnya
7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.2.1 Pembentulan Dana Cadangan
7.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan
7.2.1.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
7.2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
7.2,2.01 Penyertazn Modal pada BUMN
7.2,2,01.01 Penyertaan Modal pada BUMN
7.2.2,02 Penyertaan Modal pada BUMD
7.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada BUMD
7.2.2,03 Penyertaan Modal pada Penzsahaan Swasta
7.2.2.03.01 Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7523 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

b =



KODE REKENING URAIAN NORMAL
.2.3.01 Pembayaran Pokck Pingarman kepada Bank
.2.3.01,01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
.2.3.02 Pembayaran Pokok Pnjaman kepads Lembaga Keuangan Bukan Bank
7.2.3.02.01 :*mmmmmu«mwm
7.2.3.03 Pelunasan Obligasi Daerah
7.2,3,03.00 Pelunasan Obligasi Daerah
7.2.3.04 Pembayaran Pokok Piagaman kepada Pemernintah Pusat
7.2.3.04.01 Pembiyaran Pokok Pnjaman kepada Permerintah Pusat
7.2.3,05 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provins! Lalnnya
7.2.3,05.01 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7.2.3.06 Pembayzran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7.2.3.06.01 Pembiryaran Pokok Pinjaman kepada Pemenntah Kabupaten/Kota
7.2.4 mmm
7.2.4.01 Pemberion Pingaman Daerah kepada Perusatiaan Negars
7.2.4.01.04 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7.2.4.02 Pemberizn Pinfaman Derah kepada Perusahaan Daerah
7.2.4.02.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7.2.4.03 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7.2.4.03.01 Pemberian Pinjaman Dasrah kepada Pemerintah Pusat
7.2.4.04 Pemberian Pinjaman Deerah kepada Pemerintah Daerah Lainewa
7.2.4,04.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepaca Pemerintah Daerah Lainnya
7.2.5 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
7.2.5.01 Pembentuka: Investasi dalam Proyex Pembangunan
7.2.5.01.01 Pernbentukan Invastas dalam Proyek Pembangunan
7.2.5.02 Pembentukan Dana Bergulr
7.2.5.02.01 Pembentukan Dana Berguir
7.2.5.03 Pembentukan Deposito Yangka Panjang
7.2.5.03.01 Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7.2.5.04 Pembentukan Investasi Non Permanen Lammya
7.2.5.04.01 Pembentukan Investasi Non Permanen Lannys
7.2.6 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7.2.6.01 Pembayaran Pokok Pinfaman Luar Negeri
7.2.6.01.01 Pembayaran Pokok Pnjaman Luar Negeri
7.2.7 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7.2.7.01 Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7.2.7,01.01 Pernbayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7.3 SALDO ANGGARAN LEBIH
7.3.1 Suﬂuloc‘!lltm
7.3.1.01 Surphus/Defisit LRA
7.3.1.01.01 Surplus/Defisk LRA
7.3.2 Pembiayaan Netto
7.3.2.00 Pembiayaan Netto
7.3.2.00.01 Pembiayaan Netto
7.3.3 SILPA/SIKPA

b



KODE REKENING URAIAN NORMAL
7.3.3.01 SILPAJSIKPA
7,3.3.00.01 SILPA/SIKPA
7.3.4 Perubahan SAL
3.4.00 Perubahan SAL
3.4.01.01 Perubohan SAL
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PENDAPATAN - LO

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Pendapatan Pajak Daarah - LO
Pajak Xendaraan Bermotor (PKB) - LO
PKB - Mobil Penumpanyg - Sedan - LO
PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
PKB - Mobil Penumpang - Minbus - LO
PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
PKB - Mobll Bus - Bus - LD
PXB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
PXB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
PKB - Sapada Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
PKB - Sepada Motor - Sepeda Motor Rods 3 - LO
PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan & Air - LO
Baa Balik Nama Kendaraan SBarmotor (BBNKB) - LO
BENKE -Mobil Penumpang - Sedan - LD
BENKE -Mobll Penumpang - Jeep - LO
BENKE -Mobil Penumpang - Minibus - LO
BENKE -Mobil Bus - Microbus - LO
BBNKE -Mobil Bus - Bus - 10
BENKE -Mobil Barangy Beban - Pick Up - LO
BBNKE -Mobil Barang/ Betan - Light Truck - LO
BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
BANKB -Sepeda Motor - Sepeda Mator Roda 2 - LO
B3NKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Alr - LO
Pajok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
Pajak Bahan Bakar Premium - LO
Pajak Bahan Bzkar Pertamax - LO
Pajak Bahan Bakar Pertamax Pius - LO
Pajak Bahan Bakar Solar - LO

Losmen - LO

Gubuk Parwisata - LO

Wisma Pariwisata - LO

Pesangorahan - LO

Rumah Penginapan dan Sejenisrya - LO

Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dan 10 (sepulub) - LO
Pajek Restoran - LO




KODE REKENING . URAIAN NORMAL
g§.1.1.07.01 Restordn - 1O

8.1.1.07.02 Rumah Makan - LO

8.1.1.07.03 Kafetaria - LO

8.1.1.07.04 Kantin - LO

8.1.1.07.05 Warung - LO

8.1.1.07.06 Bar - LO

8.1.1.07.07 Jasa Boga/ Katering - LD

8.1.1.08 Pajak Hiburan - LD

8.1.1.08.01 Toatonan Fim/Boskop - LO

8.1.1.08.02 Pagelaran Kesenian/Musi/Tarl/Busana - LO
8.1.1,08.03 Kontes Kecantican, Binaraga, dan Sejenisrya - LO
8§.1.1,08.04 Pamesan - LO

8.1.1.08.05 Diskotix, Karacke, Kiab Malam dan Sejenisrya - LO
8.1.1.08.06 Sirkus/Akrobat/Sulap - LO

‘-1-1.“-07 mm»w'M'w
8.1.1.08.08 Pacuan Kuda, Xendarsan Bermotor, Permanan Ketangkasan - LO
8.1,1.08.09 Panti Pijat, Refleksl, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes

center) - LO

8.1,1.08.10 Pertandingan Olahraga - LO

8.1.1.09 Pajak Reklame - LO

8.1.1,09.01 Pajsk fekdame Papan/Billiboard/Videotron/Meagatron - LO
8.1.1,09.02 Pajak Reldame Kain - LO

8.1.1.09.03 Pajak Reldame Melekat/Stiker - LO
8.1.1.09.04 Pasak Reklame Selabaran - LO
8.1.1.09.08 Pajak Reklame Berjalan - LO

8.1.1,09.06 Pajak Rekiame Udarg - LO

8.1,1.09.07 Pajak Reklarme Apung - LO

8.1,1.09.08 Pajok Reklame Susra - LO

8.1.1.09.09 Pajak Heklame FimySlice - LO

8.1.1.09.10 Pajak Reklame Peragaan - 1O

B.1,1.10 Pajak Penerangan Jalan - LO

8.1.1.10.01 Pajak Pererangan Jalan Dihasikan Sendiri - LO
8.1.1.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lan - LO
8.1.1.11 Pajak Parkir - LO

8.1.1.11.0 Pajak Parkir - LO

8.1.1.12 Pajak Air Tanah - LO

8.1.1.12.04 Pajak Ar Tanah - LO

8.1.1.13 Pajak Sarang Burung Weet - LO

8.1.1.13.01 Pajak Sarang Burung Walet - LO

.v‘a‘-l‘ Wmmmmm'w
8.1.1.14.01 Asbes - LO

B.1.1.14.02 Baty Tulls - LO

B.1.1.14.03 Batu setengah permata - L0

8.1.1.14.04 Batu Kapur - LO

B.1.1.14.05 Batu Acung - LO

8.1.1,14.06 Batu Permata - LO

B.1.1,14.07 Bentonit - LO

8.1.1,14.08 Dolomit - LO

8.1.1.14.09 Feldspar - LO

8.1.1.14.10 Garam Batu (Halite) - LO

8.1.1.14.11 Grafit - LO

8.1.1.14.12 Granit/Andesit - LO

8.1.1,.14.13 Gips - LO

8.1.1,.14. 14 Kasit - LO
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Trakit - LO
Mineral bukan Logam dan Lainmya - LO

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Mercotaan - LO
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkotaan - LO

Bea Perciehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
BPHTS - Pemindahan Hak - LO
BPHTS - Pembenan Hak Baru - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO
Puskesmas keliling « LO
Pusikesmas pembanty - LO
Balai Pengobatan - LO
&MSMMM-LO
Tempét Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sepens yang Dimiliki
dan/atau Dikelola oleh Pemda - LO

Retribusi Pefayanan Persampanan/ Kebersihan - LO
Pengambiian/Pengumputan Sampah dari Sumbernya ke Lokas
Pembuangan Sementara - LO
Pengangiautan Sampah dan Sumbemnya dan/atau Lokasi

Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir
Sampah - LO

Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO

Retribusi Penggantian Blays Cetak Kartu Tands Penduduk dan Akta
Catatan Sipil - LD

Kartu Tanda Penduduk - LO
Kartu Veterangan Bertempat Tinggal - LO
Karty Identitas Kerja - LO
Kartu Penduduk Sementars - LO
Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
Kartu Kefuarga - LO
Akta Catatan Sipil - LO
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO

Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO
Sewa Tempat Pemakaman atau Pernbakaran/Pengabuan Mayat - LO




KODE REKENING URAIAN NORMAL
6.1.2.05 Retribus: Pelayanan Perkir di Tept Jatan Umum - LO
8.1.2.05.01 Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jatan Umum - LO
§.1,2.06 Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8.1.2.06.01 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO
8,1.2.06.02 Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO
8.1.2.06.03 Retrbus Pelayanan Pasar - Kios - LO
8.1.2.07 Retribusi Penguiian Kendaraan Bermotor - LO
8.1.2.07.00 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8.1.2.07.02 Retribusi PKB - Mobll Penumpang - Jeep - LO
8.1.2.07.03 Retribusi PXB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8,1.2.07.04 Retribusi PKB - Mobll Bus - Microbus - LO
8.1.2.07.05 Retribus PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8.1.2.07.06 Retribus: PKB - Mobll Barang/ Baban - Pick Up - LO
8.1.2.07.07 Retdusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Uight Truck - LO
§.1.2,07.08 Retribusi PKB - Mobll Barang/ Beban - Truck - LO
8.1.2,.07.09 Retribusi PKB - Sepeds Motor - Sepega Motor Roda 2 - LD
8.1.2,07.10 Retritusi PKB - Sepada Motor - Sapeda Mctor Roda 3 - LO
8.1.2.07.11 Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8.1.2.08 Retnbusi Perngriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8.1.2.08.01 Pelayznan Pemeriksaan dan/atau Pengujan Alat Pemadam

Kebakaran - LO
8.1.2.08.02 Aat Penenggulangan Kebakaran - LO
8.1.2,.08.03 Alat Penyefamatan Jiwe - LO
8.1.2.09 Retribusl Penggantian Siaya Cetak Peta - LO
8.1.2.09.01 Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO
8.1.2,09.02 Penyediaan Peta Foto - LO
8.1.2.09.03 Penyediaan Feta Digital - LO
8.1.2.09.04 Penyediaan Pets Tematik - LO
8.1.2.09.05 Penyedizan Peta Teknis (Struktur) - LO
8.1.2.10 Retribus Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8.1.2.10.01 Penyediaan dan/atay Penyedotan Kakus - LO
8.1.2.11 Retribusi Pengolahan Umbah Cair - LO
8.1,.2.11.01 Rumah Tanggs - LO
8.1.2.11.02 Perkantoran - LD
8.1,2.11.03 Industri - LO
8.1.2.12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8.1.2.12,.01 Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO
8,1.2.12.02 Penguyian dalam Keadaan Terbungkus - LO
8.1.2.13 Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
B.1.2.13.01 Peiayanan Penyelanggaraar, Pencidikan - LO
8.1.2.13.02 Pelathon Teknis - LO
8.1.2.14 Retribus Pengendaian Menara Telekomunikas - LO
B.1.2.14.01 Pemaniaatan Ruang untuk Menars Telekomunikasi - LO
B.1.2.15 Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah - LO

8.1.2.15.01
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Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
Laboratorium - LO
Ruangan -LO
Kendaraan Bermotor - LO
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
Penyediaan Fasiitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO
Fasiltas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO




KODE REKENING URAIAN NORMAL

8.1.2.16.0 Faslitzs Pasar atau Pertokoan yang Disediokan/Diseienggarakan oleh
Pemerimah Daerah - LO

8.1,2.17 Retribusi Tempat Pelelangan - LO

8.1.2.17.01 Pelelangan Tkan - LO

8.1.2.17.02 pelelangan Temak - LO

8.1.2.17.03 Pelelangan Hasil Bumi - LO

8.1.2.17.04 Pelefangan Hasl Hutan - LO

8.1.2.17.08 Jasa Pelelangan swrta Fasiitas Lainnya yang Disediaian di Tempat
Pelelangan - LO

8.1,2.18 Retribusi Terminal - LO

8.1.2.18.01 Pelayanan Peryediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang
dan Bis Umum - LO

8,1.2,18,02 Tempet Kegiatan Usaha - LO

§.1.2.18,00 Fasiktas Lannya o Lingkungan Terminad - LO

8.1.2.19 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO

8.1.2.19.04 Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO

8.1,2.20 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahar, Vil - LO

8.1.2.20.0 Pelayanan Tempat Penginupan/Pesanggrahan/Vila - LO

8.1.2.21 Retrbus Rumah Potong Hewan - LO

8.1.2.21.0 Pelayanan Pemerisaan Kesehatan Hewan Sabalum Dipotong - LO

8.1.2,21.02 Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Mewan Sesudan Dipotong - LO

B.1.2.22 Retribusi Pelayanan Kepstabuhan - LO

8.1.2.22.01 Pelayanan Jasa ke Peiabuhan - LO

8.1.2.23 Retribusi Tempat Rekreas dan Olah raga- LO

8.1.2.23.01 Pelayanan Tempat Rekreas - LO

8.1.2.23.02 Pelayanan Tempat Parwisata - LO

8.1.2.23.03 Pelayanan Tempat Olahrago - LO

8.1.2.24 Retribusi Penyebrangan A - LO

B.1.2.24.01 Pelayanan Penyebrangan Orang - LO

8.1.2.24.02 Pelayanan Penyetvangan Barang - LO

8.1.2.25 Retribusi Penjuatan Produkst Usaha Daerat, - LO

8.1.2.25.01 Penjuaian Hasil Produksl Usaha Daerah - LO

8.1.2.26 Retribusi 1zin Mendirkan Bangunan - LO

8.1.2.26.01 Pembenian 1zin Untuk Mendirikan Bangunar - LO

8.1.2.27 Retribusi [zin Tempat Penjualan Minuman Berakohol - LO

8.1.2,27.01 Pemberian 1zin untuk melakukan Penjuatan Minuman Beralkohol - LO

8.1.2.28 Retribusi 1xn Gangguan - LO

8.1.2.28.01 mmnsmmummmwmum

B.1.2.28.02 zmmmmwwmwm-

8.1.2.29 Retiibusi 1zin Travek - LO

8.1.2.29.01 Pesnbenan 12in Trayek kepada Orang Pribaci - LO

8.1.2.29.02 Pemberian [zin Trayek kepada Badan - LO

$.1.2.30 Retribusi Tze Porikanan - LO

8.1.2.30.01 Pemberian [zin Usaha Perkanan kepada Orang Pribadi - LO

8.1.2,30.02 Pemberian [zin Ussha Perikanan kepada Badan - LO

8.1.2.31 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO

8.1.2.31.01 Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO

8.1.2.31.02 Penggunaan Kondor Testenty -LO

v -



KODE REKENING URAIAN
8.1.2.31.03 Penggunaan Kawasan Tertentu Pada Wakiu Tertentu oleh
Bermotor Perseorangan dan Bareng - LO
8.1.2.32 Retribusi Perpanjangan Lan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
-0
8.1.2.32.01 Pemberian Perpangangan IMTA kepada Pembert Kerja Tenaga Kerja
Asng - LO
8.1.3 Pandapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - LO
8.1.3.01 Baglan Laba ates Penyertaan Modal pada Perusahaan Millk
Daerah/BUMD - LO
8.1.3.01.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modaf pada Perusahaan Daerah - LO
8.1.3.01.02 Bagian Laba stas Penyertsan Modal pada BUMD ............., -0
8.1.,3.01.03 DI e
B.1.3.02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal paca Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN - LO
8.1.3.02.01 Baglan Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO
8.1.3.02.02 [+~ SESTRUT
8§.1.3.03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO
8§.1.3.03.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milk Swasta -
Lo
§.1.3.03.02 : PRI
8.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO
8.1.4.01 Hasll Penjualan Aset Deerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
§.1.4,010,01 Hasil Fenjualan Tanah - LO
8.1.4.01.02 Hasil Penjuatan Peralatan/Mesin - LO
8.1.4.00.03 Hasil Fenjualan Gedung dan Bangunan - LO
8.1.4.01.04 Hasil Fenjuatan Jalan, Irigas dan Jaringan - LO
8.1.4.01.05 Hasil Penjuaian Aset Tetap Lainnya - LO
8.1.4.02 Hasll Penjuaian Aset Lainnys - LO
8.1.4.02.01 Hast Cenjualan Aset Lannya - LO
8.1.4.03 Penerimaan Jasa Giro - LO
B.1.4.03.01 Jasa Giro Kas Daersh - LO
8.1.4.03,02 Jesa Giro Kas Bandahara - LO
B.1.4.03.03 Jasa Giro Dana Cadangan - LO
B.1.4.03.04 + - SWEARSCR y!
B.1.4.4 Pendapatan Bunga - LO
8.1.4.04.01 Pendapatan Bungs Depasito - LO
B.1.4.04.02 Pendapatan Bunga Dana Sergulir - LO
8.1.4.04,03 DR volecconmy
8.1.4.05 Tuntutan Gantl Kerugian Daerah « LO
8.1.4.05.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO
8.1.4,05.02 Tuntutan Ganti Kerugsan Daerah Terhadap Pegawal Negeri Bukan
Bendakara - LO
8.1.4.06 Komisi, Peaongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8.1.4.06.01 Penerimaan Komisl dan Penempatan Xas Doerah - LO
8.1.4.06.02 Penerimaan Potongan dart .............. -0
8.1.4.06.03 Penerimaan Keuntungan Selsih Nilai Tukar Ruploh dan ............. -
Lo
8.1.4.06,04 DR e tsssarire
B.1.4.07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
B.1.4.07.01 Pendapatan Denda a¥as Keterfambatan Pelaksanaan Pekeriaan
Bidang Pendidikan - LO
8.1.4.07.02 Pendapatan Derda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Kesshatan - LO

b
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.4.09,09

.4.09.10

Pendapatan Denda atas Keterfambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidong Pekérjaan UYmum - LO

Pendopatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Peierjaan
Bidary) Perumahan Rakyat - LO
mmmmmm
Bidanyg Penataan Ruang - LO

Pendapatan Denda atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekeriaan
Bidang Perencanaan Pembangunan - LO

Perdzpatan Denda atas Keterlambatan Pefaksanaan Pekerjaan
Bidang Perhubungan - LO

Pendapatan Denda atas Xetedambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Ungicungan Midup - LO

Pendzpatan Denda atas Keterlambatan Peaksanaan Pekerjsan
Bidang Pertanahan - LO

Perdepatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bideng Kependudukan dan Catatan Sipil - LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjasn
Bidang Pemberciyaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LO
Dst..

Pengapatan Denda Pajgak - LO
Perdapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
Pendapatan Denda Bea 82k Nama Kencaraan Bermotor - LO
Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO

Pendapatan Dendd Pajak Ax Permukaan - LO
Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
Pendapatan Denda Pajak Reldame - LO
Pendapaten Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
Pendapatan Denda Pajak Ar Tanah - LO
Pendapatan Denda Pajask Ssrang Burung Walet - LO
Pendagatan Denda Pajak Minersl Bukan Logam dan Batuan - LO

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Sangunan Perdesaan dan
Perkotaan - LO

Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -
Lo

Pendapatan Dends Retribus - LO

Pendapatan Denda Retribus Pelayanan Kesehatan - LO
gmmmmmwwm-

Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tands
Penduduk. dan Akta Catatan Sipil - LO

Pendapatan Denda Retribus Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat - LO

Pendapatan Dends Retrbus Pelayanan Parkir di Tepl Jalan Umum -
Lo

Pendapatan Dends Retribus Pelayanan Pasar - LO
Pencapatan Denda Retribusi Pengujian Xendaraan Barmotor - LO

Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran -

Lo
Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Blaya Cetak Peta - LO

Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- L0

o .



KODE REKENING URAIAN NORMAL
$.1.4.00.11 Pendapatan Dends Retrbus Pengoiahan Limbah Cair - LO
8.1.4.09,12 Pendapatan Denda Retribust Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8.1.4 09.13 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8.1.4.09.14 Pendapatan Dendas Retribusi Pengendatan Menara Telekomunikasi -
Lo

8,1.4.09.15 Perdagatan Dends Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO

8,1.4.09.16 Pendapatan Denda Retritius: Pasar Grosr dan/ atau Pertokoan - LO

8.1.4,.09.17 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO

8.1,4,09.18 WMWTW-LO

8.1.4.09.19 Pendapatar Denda Retribusi Tempat Khusus Parddr - LO

8.1.4.09.20 Pendapatan Denda Retrbusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/
Villa - LO

8.1.4.9.21 Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO

8.1.4.09.22 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO

B.1.4,09.23 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreas dan Olah raga- LO

B.1.4.09.24 Pendapatan Denda Retribusi Penwyebrangan Ar - LO

8.1.4.09.25 Pendagatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daersh - LO

8.1.4.09.26 Pendapatan Derdda Retrbusl Izin Mendirikan Bangunan - LO

8.1.4.00.27 Pendapatan Denda Retribus 1zin Ternpat Penjuatan Minuman
Beraloho! - LO

8.1.4,09.28 Pendapatan Denda Retnibus 1zin Gangauan - LO

8.1.4,09.29 Pendapatan Denda Retribug 1zin Trapek - LO

8.1.4.09.30 Pendapatan Denda Retribus [2in Perikanan - LO

8.1.4,.9.31 Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO

8.1.4.9.02 Pendapatan Denda Retribus Perpanjangan 1zin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO

8.1.4. 10 Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Dasrah - LO

8.1.4.10.01 Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO

8.1,4.10.02 Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO

B.1.4.10.03 Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO

B.1.4.10.04 Pendagatan Denda Bangun Serah Guna - LO

8.1.4.11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LD

B.1.4.11.01 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO

B.1.4.11.02 O R

8.1.4.12 Pendapatan Has! Exsekusi atas Jarmingn - LO

8.1.4.12.01 Hasil Exselusi Mas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jesa - LO

8.1.4.12.02 Hasil Exselusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LD

8.1.4,12.03 Dot asisl o

8.1.4.13 Pendapatan dari Pengambaian -LO

8.1.4.13.01 Pendapatan dari Pengembalian Psjak Penghasilan Pasal 21 - LO

8.1.4.13.02 Pendapatan Derl Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi
Kesehatan - LO

8.1.4.13.03 Pendapatan Darl Pengernbalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan
Tungangan - LO

8.1.4.13.04 Pendapatan Darl Pangembalian Kelebihan Pambayaran Perjalanan
Dinas - LO

8.1.4.13.05 Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka - LO

8.1.4.13.06 R RN

8.1.4.14 Faglitac Sosal dan Fasilitas Umumn - LO

B.1.4.14.01 Fasiitas Sosal - LO

8.1.4.149.02 Fasilitas Umum - LO

8,1.4.14.03 O et scitore

8.1.4.15 Pendapatan Penyelsnggaraan Sekolah dan Décat - LO

8.1.4.15.01 Pendapetan Penyelenggaraan Sekolah - LO

v =



KODE REKENING URAIAN
8.1.4.15.02 Pendapatan Peryelenggaraen Diklat - LO
6.1.4.15.08 2 SRR
B8.1.4.16 Pendaparan dar Penyslenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8,1,4.16.00 Uang Pendaftaran/Ujisn Masux - LO
8.1.4.16.02 mwmm-w
8.1.4,16.03 Uang Ujlan Kenalan Tingkat/Kelas - LO
8.1.4 16.04 Dst .o i
8.1.4.17 Pendapatan darl Angsuran/Ciclan Penjualan - LO
8.1.4.17.01 Angsuran/Ciciian Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan LI - LO
8.1.4.17.02 Angsuran/Ccllan Penjuaian Kenderaan Percrangan Dinas - LO
8.1.4.18 Hasl dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8.1.4.18.01 Hasil dari Pernanfagtan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8.1.4,.18.02 Hasil dlarl Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan-
Lo
8.1.4.18.03 Hasé dari Pemanfsatan Kekaysan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8.1.4.18.04 Hasll clari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
B.1.4.19 Pendaparan Zakat - LO
B.1.4,.19.01 Pendapatan Zaat - LO
B.1.4,19.02 o AN
B.1.4.20 Pendapatan BLUD - LO
B.1.4.20.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
8.1.4.20.02 Pendapatan Hibah BLUD - LO
B.1.4,20.03 Pendaoatan Hasil Kerfasama BLUD - LO
8.1.4.20.04 Pendapatan Lain-ain BLUD - LO
8.1.4.21 Hasil dari pengelolaan dana bergule
B.1.4.21.01 Hasil gan pengelolaan dana berguilr dar Kelompok
Masyacakat.........,... - LO
B.1.4.21.02 DR ecchrsnstiant
8.1.4. 22 Lain-an PAD Yang Sah Lannya - LO
8.1.4.22.01 Lain-lan PAD Yang Sah Lainwa - LO
PENDAPATAN TRANSFER - LO
.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
.0 Bagi Hasll Pajak - LO
1.00.01 Bagl Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO
8.2.1.00,02 Bagl Hasil dant Pajak Bumi dan Bangunan Sekior Perkebunan - LO
8,2.1.010,03 Bagl Hasll dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO
8,2.1.01.04 Bagl Hasil dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Datam
Negeri dan PPh Pasal 21 - LO
8.2.1,00.05 Bagl Hasll Cukal Hasll tembakau - LO
8.2.1.01.06 DI o
8,2.1.02 Bagl Hasil Bukan Pajsk/Sumber Daya Alam - LO
8.2.1.02.0 Bagl Hasli dan Juran Hak Pengusahasn Hutan - LO
8.2.1.02.02 Bagl Hosil dari Prowvist Sumber Daya Hutan - LO
8,2.1.02.03 Bagi Hasll dari Dana Reboisasi - LO
8,.2.1.02.0¢ Bagi Hesll danl Iuran Tetap (Land-Rent) - LO
8.2.1.02.05 Bagi Hes!' darl luran; Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalt!) - LO
8.2.1.02,06 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
8.2.1.02.07 Bagi Hesil danl Pungutan Hasil Perikanan - LD
8.2.1.02.08 Bagl Hasil dan Pertambangan Minyak Bumi - LO
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8.2.4.0

8.2.4.01

8.2.4.01.

=1
—-

28988288

.01
.02

.01

.0

DAK Bidang Linglungan Hiduwp - LO
DAK Sidang Sarara dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPOT) - LO
DAK Bidang Pertanian - LO
DAK Bidang Energl Pedeszan - LO
DAX Bidang Sarara dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO
DAX Bidang Pendidiikan - LO
wmmmm-w
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
Dana Otanomi Khusus - LO
Dana Otonomi Khusus - LO
Dana Tambahan Infrastruktur - 1O
Dana Keistimewaan - LO
Dana Leistimewaan - LO
Dana Penyesuaian - LO
Tunjangan Profest Gury PNSD - LO
Dana Tambahan Penghasiian Guru PNSD - LO
Dana Insentsl Dasrah - LO
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provins! - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
Pendapatan Bagi Hasll Pajak - 1O

Pendapatan Bagl Masil Pajak - LO

Pendapatan Bagl Hasll Lainnya - LO

Pendapatan Bagl Hasil Lainnya - LO

Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO
Pendapatan Dana Otonomil Khusus - LO
Bantuan Keuangan - LO
Bantuan Keuangan dar) Pemerintah Daerah Provins! Lainnya - LO
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B.2.4.02
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8.2.4.03
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6.3
8.3.1

8.3.1.01
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.01

.0

02

.01
8.3.1.,01.

.01
8.3.1.02.

0

.01
6.3.1.04,

0
8.3.2.01.

.0
8.3.3.01.

.0

.01

.02

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAM YANG SAH - LO
Pendapatan Hibah - LD
Pendapatan Hibah darl Pemerintah - LO
Pendaoatan Hibah dan Pemenntah - LO
1 QOO ERIE
Pandapatan Hbeh dan Pemerintah Daerah Lainaya - LO
Pendapatan Mtiah dan Pemenntah Daerah Lainnya - LO
3 g
Pendapatan Hibah dan Badan/Lembaga/Organisasl Swastz dalam
Negeri - LO
Pendapatan Hibah dari Bagan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam
Negeri - LO
> PR i
Pendapatan Hiban dart kelompok masyarakat) perorangan - LO
Pendapatan Hibah dar kelompok masyarakat - LO
Pendapatan Hibah dari kelompok perarangan - LO
Dana Darurat - LO

Dana Davurar - LO

Surplus Penjualan Aset Tanah - LO

Surplus Panjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO

Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
Surplus Penjuatan Aset Lain-tain - LO

Surplus Pelepasan Tnvestas! Jangka Panjang - LO

Surplus Peryelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
Surplus Panyelesaian Utang Dalam Negen Sektor Perbankan - LO

a?*sﬂuvduﬂtﬂquou1umUnBKuumnnﬂdunBl*-

Surpius Penyelesaian Utang Dalam Negen- Obligasi - LO
Surpius Perwelesalan Utang Pemernintah Pusat - LO

Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinst - LO
Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
Surplus Penyelesalan Premium (Diskonto) Obligasi - LO

Dt e




KODE REKENING URAIAN NORMAL
8.4.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8.4.3.01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lennya - LO
8.4.3.01.01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lannya - LO
8.4,3.01.02 Surplus Pelepasan Investas: Jangka Pendek - LO
8.5 PENDAPATAN LUAR SIASA - LO
8.5.1 Pendapatan Luar Biasa - LO
8.5.1.01 Pendapalan Pos Luar Biasa - LD
8.5.1.01.01 Pendapatan Pos Luar Bass - LO
9 BEBAN
9.1 BEBAN OPERASI
91,1 Beban Pegawai - LO
9.1.1.0 Beban Gaji dan Tungangan - LO
9.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
9.1,1.01.02 Tunjangan Kekuarga - 1O
.03 Tunjangan Jabatan - LO
.04 Tunjangan Fungsiona - LD
.05 Tunjangan Fungsional Umum - LO
.06 Tunjangan Beras - LO
' .07 Tunjangan PPH/Turjangan Khusus - LO

.08 Pembudatan Gzl - LO

‘ ) luran Jaminan Kesshatan - LO
10 Uang Paket « LO
-1 Tunjangan Badan Musyawarah - LO
12 Tunjangan Komisi - LO

W WY Y Y YWY Y YUY Y Y VYYY YUY VYY WYY v vwe
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9.1.1.03.01

9.1.1.04.05
9.1.1.05
9.1.1.05.0

9.1.1,05.02

Tunjangan Badan Anggaran - LO
Tungangan Badan Kehormatan - LD
Tunjangan Alat Kslengkapan Lainnya - LO
Tunjangan Perumahan - LO
Uang Duka Wafat/Tewas - LO
Uang Jasa Pengabdian - LO
Belanja Penunjang Operasional mpinan DFRD - LO
Tunf@angan Kesehatan DPRD - LO
Baban Tambahan Penghasilan PNS - LO
Tambahan Penghasilan Bardasarkan Beban Kerja - LO
Tambanan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO
Tambanan Penghasiian Berdasarkan Kondisi Xerja - LO
Tambanen Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO
Tambanan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO
Beban Penerimaan Lalnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
KDH/WKDH - LO

Beban Tunjengan Kamunikasi Intensf Pimpinan dan Anggota DPRD -
0

Beban Penunjang Operasional KDH/WXDH - LO
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO

Beoan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO
Beban Pemungutan Pajak Burmi dan Bangunan Perhutanan - LO

Beban Pemungutan Pejak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan - LO

Beban Pemungutan P88 - LO
Insentsf Pemungutan Pajak Daerah
Insentit Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO

mmmm-wwmmm
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KODE REKENING URAIAN NORMAL
~Bermotar - Lo
9.1.1.05.03 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Berrnotor - LO
9.1.1.05.04 Insentif Peniungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO
9.1.1.05.05 Insentsf Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO
9,.1,1.05.06 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO
9.1,1.05.07 Insentif Pemungutan Pajak Deerah - Pajak Restoran - LO
9,1.1.05.08 Insentif Perrungutan Pajak Daersh - Pajak Hiburan - LO
9.1,1.05.09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reidame - LO
9.1.1.05.10 Insent! Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO
9.1.1.05.11 Insentif Pemungutan Pajak Doerah - Pajek Paridr - LO
9.1.1.05.12 Insentif Pemungutan Pajsk Daerah - Pajak Air Tanah - LO
9,1.1,05.13 Insentif Permungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO|
9,1.1.05.14 Insentf Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan - LO
9.1.1,05.15 Insentf Pemungutan Pajak Daerah - Pajak S8uml dan Bangunan
Pedession dan Perkotaan - LO
9.1,1.05.16 Insent'f Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan - LO
9.1,1.05.17 Insentif Permungutan Pajak Daerah - LO
9.1.1.06 Insentif Femungutan Retribus Daerah
9.1.1,06.01 Insentlf Pemungutan Retribus Daerah - Peiayanan Kesehatan - LO
9.1.1.06.02 Insenbf Pemungutan Retribus: Daerah - Peayanan Persampahan/
Kedersihan - LO
9.1.1,06,03 Insentf Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tarda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
9.1.1.06.04 Insentf Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat - LO
9.1.1.,06,05 Insentf Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir d Tepi
Jaian Umum - LO
9.1.1.06,06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO
9.1.1.06,07 Insertf Pemungutan Retribus Daerah - Pengujian Kendaraan
Bermotor - LO
9.1.1.06,08 Insentif Pemungutan Retribus Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam
Ketakaran - LO
9.1,1.06.09 Insentf Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak
Peta - LO
9.1.1.06.10 Insentif Pemungutan Retribus Daerah - Pervediaan danyatau
Penyedotan Kakus - LO
9.1.1.06.11 Insentyf Pemungutan Retribus Daerah - Pengolahan Limbah Cair -
o
9.1.1.06.12 Insenti Pemungutan Retribus: Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang -
Lo
9.1.1.06.13 Insentf Pemunyutan Retribus Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO
9.1.1.06.14 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara
Telekomurikas! - LO
9.1.1.06.15 Insentit’ Permungutan Retribus Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah
10 *
9.1.1.06.16 Insentif Pemungutan Retritus Daeran - Pasar Grosir dan/ atau
Pertokoan - LO
9.1.1.06.17 Insentlf Pemuncutan Retribus: Daerah - Tempat Pedelangan - LO
9.1.1.06.18 Insentf Pemunoutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
9.1.1.06.19 Insenty’ Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO
9.1.1.06.20 Insentif Pemungutan Retribust Daerah - Termpat Penginapan/
Pesanggrahany Villa - LO
9.1.1.06. 2

Insentf Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO




KODE REKENING URAIAN NORMAL
9.1.,1.06.22 Irsentif Pernungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO
9.1.1.06.23 Insentif Pemungutan Retribusi Doersh - Tempat Rekreasi dan Olah
raga LO

9.1.1.06.24 Insentif Pemungutan Retribus Daerah - Penyebrangan Air - LO

9.1.1.06.25 Insentf Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksl Usaha
Daerah - LO

9.1.1.06.26 Insentil Pemungutan Retribusi Daerah - 12in Mendrikan Bangunan -
Lo

9.1.1.06.27 Insentf Pemungutan Retribust Daerah - [2in Tempat Penjuatan
Minuman Beralkohol - LO

9.1.1.06.28 Insentf Pemungutan Retribus Daerah - [on Gangguan - LO

9.1.1.06.29 Insentsf Pemungutan Retritusi Doersh - Lzin Trayek - LO

9.1.1.06.30 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tzin Perikanan - LO

9.1.1.06.31 Insentf Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendaian Laky Lintas -
0

9.1.1.06.32 [nsentil Pamungu@n Retribusi Daerah - Perpanfangan 1zin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO

9.1.1.07 Uang Lembuwr - LO

9.1.1.072.1 Uang Lembur PNS - LO

9.1.1.07.02 Uang Lembur Nooy PNS - LO

9.1.2 Beban Barang dan Jasa

92.1.2.01 Beban Bahan Pakal Habts

9.1.2.01,m Beben Persediaan Alat Tulis Kantor

9.1.2,01,02 Beban Perseciaan Dokumen/Administras Tender

9.1.2,01,03 Beban Persediaan Alst Listnk dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)

9.1.2.01.,04 Beban Persediaan Perangko, Materal dan Banda Pos Lainnya

9.1.2.01.05 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bghan Bakar Minyak/Gas

9.1.2.01.07 Beben Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

9.1.2.01.08 Beban Persodiaan Pengisian Isi Tabung Gas

9,1.2.01.09 Dst ..

9.1,2.02 Beban Persadiaan Bahan/ Material

9.1.2.02.01 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan

9.1.2.02.02 Beban Persadiaan Bahary/Bibit Taraman

9.1.2.02.03 Beban Persediaan Bibit Ternak

9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-cbatan

9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia

9.1.2,02.06 Beban Persedipan Makanan Pokok

9.1,2.,02,07 1 TR g

9.1.2.03 Beban Jasa Kantor

9.1.2.03.01 Beban Jasa telepon

9.1.2,03.02 Beban Jasa air

9.1.2.03.03 Beban Jasa lisrik

9.1.2.03.04 Baban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lefang

9.1.2.03.05 Beban Jasa Surat Kabar/Masatah

9.1.2.03.06 Baban Jass Kawat/Faksimili/Intermet

9.1.2.03.07 emn)asahw«m

9.1.2,03.08 Baban Jasa Sertifikasi

9.1.2.03.09 Beban Jass Transaks Keuangan

9.1.2.03.10 Beban Jasa Administras Pungutan Pajak Panerangan Jalan Umum

9.1.2.03.11 Beban Jasa Administras Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor

9.1.2.03.12 Dst ...

9.1.2.04 Beban Premi Asuransi

9.1.2.04.01 Beban Jasa Premi Asurans Kesehatan
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Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
Beban Sewa Sarana Molditas Air
Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
Beban Pakaian SipHl Harian (PSH)
BebanPakaan Sipill Lengkap (PSL)
Beban Pakaian Dinas Marian (PDH)
Beban Pakaian Dinas Upacara (POU)
Beban Pokssan kerja lapangan

URAIAN
Beban lasz Premy Asuransl Barang Milik Daerah
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Beban Jasa KIR
Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
Beban Jasa Service
Beban Penggantian Suku Cadang
Beban Pajok Kenderaan Bermotor
Beben Bea Balik Nama Kendaraan Bermutor
Beban Surat Tands Nomor Kendaraan
Seban Perpanjangan Surat 1in Mengemud
Beban Cetak dan Penggandaan
Beban Cetak
Beban Penggandaan
Beben Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parker
Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Baban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Beban Sewa Sarana Mobllitas
Buban Sewa Sarana Mobiitas Udara
Beban Sewa Alat Berat
Behan Sevia Eskavator
Beban Sewa Buldoser
Beban Sews Perlengiapan dan Peralatan Kantor
Beban, Sewa Meja Kurs
Beban Sewa Komputer dan Printer
Beban Sewa Generator
Beban Sewa Tenda
Beban Sewz Pakaian Adat/Tradsional
Beban Makanan dan Minuman
Beban Makanan dan Minuman Hanan Pegawal
Beban Makanan dan Minuman Rapat
Beban Makanan dan Minuman Tamu
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
Beban Pakaian Kerja

—
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KODE REKENING URAIAN NORMAL

9.1.2.13.02 Dst ...

9.1.2.14 Beban Pakaian khusus dan han-han tertentu

9.1,2.14.01 Bebian Pakaisn KORPRI

9.1.2.14,02 Beban Pakaian Adat Doesah

9.1.2.14.03 Beban Pakaan Batik Tradsional

9.1.2.14.04 Beban Pakalan Olahwaga

9.1.2.14.05 Dst ..

o LS S )1 Beban Perjalanan Dinas

9.1.2.15.01 Beban Perjaianan Dinas Dalam Daerah

9.1.2.15.02 Beban Perfalanan Dinas Lusr Daerah

9.1.2.15.03 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri

9.1.,2.16 Beban Perjalanan Pindah Tugas

9.1.2.16.01 Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah

9.1.2.16.02 Beban Perjatanan Pindah Tugas Luar Daeranh

915287 Beban Pemutangan Pegawai

9.1.2.17.01 Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah

9.1.2,17,2 Beban Pemulangan Pegawa yang Pensiun Luar Daerah

9.1.,2.17.03 Beban Permulangan Pegawa Yang Tewas Dalam Meiaksanakan
Tugas

9.1.2.18 Beban Pemelitarasn

9.1.2.18.01 Beban Pemeliharan Tanah

9,1.2.18.02 Beban Pemelibaran Peratatan dan Mesin

9.1.2.18.03 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan

9.1.2,18.04 Beban Pemeliharan Jatan, Irigasi, dan Jaringan

9.1.2.18,05 Baban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

9.1.2,18,06 > " BESRR  N

2.2.2.89 Beban Jasa Korsu'tas!

9.1,2.19.01 Beban Jasa Konsultans: Peneiit'an

9.1.2.19.02 Beban Jasa Konsultansi Perencanasn

9.1.2.19.03 Beban Jasa Xonsulansi Pengawasan

9.1,2.19.04 Dst ..

9.,1.2.20 Beban Barang Untuk Diserahkan kepadz Masyarakat/Pihak Ketiga

9.1.2,20.01 Beban Barang Yang Akan Diserahican Xepaca Masyarakat

9,1,2.20.02 Beban Barang Yang Akan Dserahian Kepada Pihak Ketiga

9.1.2.20.03 > - TR UL

9.1.2.24 Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

9.,1.2.212.01 Beban Sarang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat

9.1.2.21.02 Beban Barang Yang Akan Dyjual Kepada Pihak Ketiga

9.1,2.21.03 Dst ..

9.1.2.22 Beban Beasiswa Pandidikan PNS

9.1.2.22.01 Beban Saasiswa Tugas Belajar D3

9.1.2.22.02 Reban Beastswa Tugas Belajar S1

9.1,2.22.03 Beban Beastswi Tuges Belajar 52

9.1.2.22.04 Beban Seasiswa Tugas Belajar S3

9.1.2.22.05 2 e = S LY

9.1.2.23 Beban Kursus, Pelatinan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

9.1.2.23.0 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan

9.1.2.23.02 Beban Sosialisas

9,1.2.23.03 Beoan Bimbingan Teknis

9.1.2.23.04 | G S

9.1.2.24 Beban Honorarum Non Pegaws

9.1.2.24. 01 Honerarium Tenaga Ahly/Narasumber/Instrustur

9.1.2.24.02 Moderator

¥ »
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9.1.5.06.05
9.1.6
9.1.6.01

Honorarium PNS - LO
Honormrium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO
Hanoratium Tenaga Ahll/Instruktur/Narasumber - LO
Honorarium PNS Latnnya - LO

Honotarium Noa PNS - LO
Honorarium Tenaga AhlEnstruktur/Narasumber - LO
Honorarium Pegawal Honorer/tidak tetap - LO

Uang untuk dibankan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat

Beban Bunga

Beban Bunga Utang Pingaman
Seban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

Baban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank

mmmmmmmmmm

Beban Subsich
Beban Subsici kepada BUMN
Beban Subsidi kepada BUMD

Beban Subsidi kepada PMhak Ketiga Lainnya
(1 SRS S

Beban Hibah
Baban Hbah kepada Pemerintah
Eaban Hibah Barang kepads Pemenntah
Beban Mitah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Hbah kepada Pemenntah Pravinst
Baban HOah kepada Pemerintah Kabupaten
Beban Hbah kepada Pemerintah Kota

Beban Htah kepada Perusahaan DaerahyBUMD

Beban Hbah kepada Perusshaan Daerah/8UMD

Beban Hitah kepada Kelompok Masyarakat
Beban Hibeh kepada Kelompok Masyarakat

Beban Hitsh kepada Organisas! Kemasyarakatan
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
Dst .

Baban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar

Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidiken Dasar di
Dst .

Beban Bantuan Sosial

Beban 8antuan Sosial kepads Organisesi Sosial Kernasyarakatan

¢



KODE REKENING URAIAN NORMAL
9.1.6.01.01 Baban Bantuan Sosial kepats Organisas Sosial Kemasyarakatan ..
9.1.6.01.02 DR v
9.1.6.02 Eeban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
9.1.6.02.m1 Beban Bantuan Sosial kepada ..
9.,1.6.02.02 DIY oottt
917 Beban Penyusutan dan Amortisasi
9.1.7.01 Beban Penyusutan Perslatan dan Mesin
9.1.7.01.00 Beban Penyusutan Alat-Aat Besar Darat
9.1.7.01.02 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
9.1.7.01.03 Beban Penyusutan Alat-slst Bartu
9.1.7.01.04 Beban Peryusutan Alat Angrutan Darat Bermotor
9.1.7.01.05 Beban Peryusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
9.1.7.01.086 Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Berrotor
9.1.7.01.07 Beban Peyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
9.1,7.01.08 Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
9.1.7.01.09 Beban Penyusitan Mlat Bengkel Bermesin
9.1,7.01.10 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
9.1,7.01.11 Beban Panyusitan Mat Ukur
9.1.7.01.12 Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
9.1.7.01.13 Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Taraman/Alst Penyimpan

Pertanian
9.1.7.01.14 Beban Pervyusutan Alat Xantor
9.1.7.01.15 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9.1.7.01,16 Beban Penyusutan Peralatan Komputer
9.1.7.01.17 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9.1.7.01.18 Beban Penyusutan Alat Studio
9.1.7.01.19 Beban Perryusutan Mlat Komunikas
9.1.7.01.2 Beban Peryusutan Peralatan Pemancar
9.1.7.01.21 Beban Peryusutan Alat Kedokleran
9.1.7.01.22 Beban Peryusutan Alat Kesehatan
9.1.7.0.23 Beban Penyusutan Unit-Unit Labaratonum
9.1.7.01.,24 Beban Peryusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
9.1.7.00.25 Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nukiir
9.1.7.01.26 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nukiir | Bektronika
9.1.7.00.27 Beban Paryusutisn Alat Protekst Radiasi / Proteksi Lingkungan
9.1.7.01.28 Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing
Laboratory (BATAM)
9.1.7.01.29 Beban Penyusutan Alat Laboratonum Lingkungan Hidup
9.1.7.01,30 Beban Peryusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
92.1.7.0. 01 Beban Pemyusutan Senjata Ap
9.1.7.01.32 Beban Peryusutan Persenjataan Non Sengala Apt
9.1.7.01.33 Beban Penyusutan Senjata Sinar
9.1.7.01,34 Beban Peryusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
9.1.7.02 Beban Penyusutan Gedung dan S8angunan
9.1.7.02.01 Beban Peryusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9.1.7.02.02 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9.1.7.02.03 deban Peryusutan Bangunan Menara
9.1.7.02.04 Seban Penyusutan Bangunan Bersejorah
9.1.7.02,05 Beban Peryusutan Tugu Penngatan
9.1.7.02.06 Beban Peryusutan Cand|
9.1,7.02.07 Beban Penyusutan MonumenyBangunan Bersejarah
9.1.7.02.08 Beban Penyusutan Tugu Perngatan Lain
9.1,7.02.09 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9.1.7.02.10 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
9.1.7.02.11 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
9.1.7.03 beban Penyusutan Jalan, [rgasi, dan Jaringan




REKENING URAIAN

.01 Beban Penyusutan Jaian

Beban Peryusutan Jembatan

Beban Penyusutan Bangunan Air Trigas:
Beban Penyusutan Bangunan Ar Pasang Surut
Beban Penyusitan Bangunan Ar Rawa

Beban Peryusutan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Nam

Saban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air
Tanah

Beban Penyusutan Bangunan Ax Bersihy/Baku

Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor

Beban Penyusutan Bangunan Air

Beban Peryusutan Instatas Air Minum/Air Bersin

Beban Penyusutan Instatas: Alr Kotor

Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Samgah

Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan 8ahan Bangunan

$§8 S RR28B
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9.1.7.03

9 7.03

9.1.7.03.

9.1.7.03,

9.1.7.03,

9.1.7.03.

9.1.7.03.

9,1,7.03.15 Beban Penyusutan Instalasi Permbangkit Listk

9.1.7.03.16 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Lstrik

9.1.7.03.17 Bebon Penyusutan Instalasi Pertahanan

9.1.7.03.18 Beban Perwusutan Instalas Gos

9.1.7.03.19 Baban Peryusutan Instalas Pengaman

9.1.7.03. 2 Beban Peryusutan Jaringan Alr Minum

9.1.7.03.21 Beban Penyusutan Jaringan Lstrik

9.1.7,03.22 Beban Penyusutan Jaringan Telepon

9.1.7.03.23 Beban Penyusutan Jaringan Gas

9.1.7.04 Beban Peayusutan Aset Tetap Lainnya

9.1.7.04. 1 Beban Peryusutan Buku

9.1.7.04.02 Beban Penyusutan Tertitan

9.1.7.04.03 Beban Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan

9.1.7.04.04 Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan

9.1.7.04.05 Baban Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya

9.1.7.04.06 Beban Penyusutan Aset Tetap - Renovas!

9.1.7.05 Baban Amortsas Asct Tidak Berwujud

9.1.7.05.01 Beban Amortisasl Goodwill

9.1.7.05.02 Seban Amurtisasl Lisensi dan Frenchise

9.1.7.05.03 Beban Amortisasi Hak Cipta

9.1.7.05.04 Beban Amortisasi Paten

9.1.7.05.05 Beban Amortisasi Aset Tidak Barwujud Lainya

9.1.8 Beban Penyisihan Pistang

9.1.8.01 Beban Penyishan Piutang Pendapatan

9.1.8,01.01 Beban Penyisihan Plutang Pajak

9.1.8.01.02 Baban Peryishan Piutang Retribus:

9.1.8.01.03 Beban Penyisihan Plutang Hasil Pengeloiaan Kekayaan Daerzh yang
Dipsahkan

9.1.8,01.04 Beban Penyishan Plutang Lain-iain PAD yang Sah

9.1.8.01.05 Beban Penyisinan Pitang Transfer Pemerintah Pusat

9.1.8.01.08 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

9.1.8,01.07 Beban Penyighan Plutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya

9.1.8.01.08 Beban Penyishan Plutang Bantuan Keuangan

9.1.8.01.09 Baban Penytshan Plutang Hibah

9.1.8.01.10 Beban Penyisihan Plutang Pendapatan Lainnya

9.1.8,01.11 Dst........

9.1.8,.02 Beban Penyisian Plutang Lainnya

9.1.8.02.01 Baban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

9.1.8.02.02 Baban Penyishan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
kepada Entitas Lainnya

{ §
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5.1.8.02.09 Beban Penyisihan Bagian Lancar "’"’"T"'M""""Mgw

9.1.8.02.04 Beban Penyishan Bagian Lancar Tagihan

9,1,8.02.05 Beban Penyisihan Wang Muka

9.1.8.02.06 DSt

9.1.9 Beban Lain-lain

9.1.9.01 Beban Penurunan NEal Investasi

9.1,9.10.01 Baban Penurunan Nila Investas

9.1.9.02 Beban Penyishan Dana Serguir

9.,1.9.02.01 Beban Penyisihan Dana Berguir

9.1.9.03 Beban Lain-lain

9.1,9.03.01 Baban Lan-lain

9.2 BEBAN TRANSFER

9.2.1 Beban Transfer Bagl Hasil Pajak Daerah

9.2.1.01 Beban Transfer Bagl Hasi Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Kabupatan/Kota

9,2,1.010.01 Beban Transfer Bagi Hasll Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota

9.2.1,01.02 Beban Transfer Sagl Hasl Pajak Daerah Kepoda Pemerintahan
Provirsl

9.2.1.01.03 Beban Trarsfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

9.2.2 Beban Transfer Bagl Hasil Pendapatan Lainnya

9.2.2.01 Beban Transfer Bagi Hasll Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan

Kabupaten/Kota/Desa

9.2.2.01.01 Bebar Transfer Bagl Hasl Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota/Casa

9.2.2.01.02 o PR L R

9.2.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah

Lainnya

9.2.3.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propins

9.2.3.01.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinst

$.2.3.01.02 e R B

9.2.3.02 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

9.2.3.02,01 mrmmmmummvm

9.2.3.02.02 DB v on s e

9.2.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

9.2.4.01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

9.2.4.01.01 Beban Transfer Bantuan Keusngan ke Desa

9.2.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

9,2.5.01 Beban Transfer Santuan Kepada Partal Politik

9.2.5.00.01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partal Politik

9.2.6 Beban Transfer Dana Otonom| Khusus

9.2.6.0 Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Xota..

9.2.6.,00.01 Beban Transfer Dana Otsus Xabupaten/Kota.. .

9.3 DEFISIT NON OPERASIONAL

9.3.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

9.3.1.0 Defisit Penjuatan Aset Non Lancar - 1O

9.3.1.00.01 Defisit Penjualan Aset Tanah - LO

9.3.1.01.02 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO

9.3.1.01.03 Defisit Penjualan Aset Gedung don Bangunan - LO

9.3.1.01.04 Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO

9.3,1.01.05

Defisit Pelepasan Investas! Jangka Panjang - LO
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SALDO
REKENING URAIAN NORMAL
1.00.06 Defisit Penjualan Aset Lain-lan - LO
.1.01,07 e
.2 Defisit Penyelesaian Kewajlban Jangka Panjang - LO D
9.3.2.01 Defisit Penyelesaian Kewagban Jangka Panjang - LO
9.3.2.01.01 Defisit Punydesalan Utang Datam Negen Sektor Perbankan - LO
9.3.2.01.02 Defisit Penyealesalan Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9.3.2.01.03 Defigit Panyslesaian IRang Dalam Negeri - Ooligas - LO
9.3.2.01.04 Defisit Peryriesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9.3.2.01.05 Defisit Penyefesaian Utang Pemerintah Proving - LO
9.3,2.01.06 Defisit Penyelesalan Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9,3.2.01,07 Defisit Penyelesaian Premum {Diskonto) Obligas - LO
9.3.2.01.08 Dt C
9:3:3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO D
9.3.3.01 Defist dan Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
§.3.3.01.01 Defisit can Kegiatan Non Cperasional Lainnya - LO
9.3.3.00.02 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendsk - LO
9.3.3.01.03 D s et rons)
9.4 BEBAN LUAR BIASA
9.4.1 Beban Luar Biasa D
9.4,1.01 Beban Luar Basa
9.4.1.01.01 Beban Tak Terduga
9.4.1.00,02 Beban Bencany Alam
9.4.1.01.03 Bebon Luar 8asa Lainnya

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITePU
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